


 

 

 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Atas rahmat dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur 

Sumatera Selatan telah dapat memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana 

ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi kepada 

Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Bahwa telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, menggunakan Sistematika yang 

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya 

memperhatikan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 

100.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.  

Kami beserta Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah 

menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya. Demikian Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 

2025 disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dengan harapan 

kiranya berkenan memberikan masukan yang bersifat membangun guna 

mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 

Palembang, 13 Maret 2026 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 
 

 

H. HERMAN DERU 
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  

1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, 

bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan kepada Pemerintah Pusat. Kewajiban tersebut 

dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun setiap tahun dan 

disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

merupakan tahapan penting dalam proses pelaporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat informasi 

komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu 

tahun anggaran. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan pedoman 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

dengan memuat data, informasi, dan analisis atas pelaksanaan urusan 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas 

pembantuan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi 

bahan utama dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan 

keterukuran kinerja, serta didukung oleh data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penyajian informasi dalam Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan tingkat capaian Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan secara nasional. 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki wilayah 

luas, potensi sumber daya alam yang besar, serta dinamika 

pembangunan yang terus berkembang, menghadapi berbagai tantangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi 

tersebut menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan daerah yang efektif dan berbasis kinerja, yang salah 

satunya diwujudkan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) secara tepat waktu, akurat, dan 

komprehensif. 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Gubernur kepada Pemerintah Pusat atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Selain 

itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga 

berfungsi sebagai sarana evaluasi internal bagi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta 
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faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, diharapkan dokumen ini dapat menjadi 

dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah 

Pusat, sekaligus menjadi pijakan dalam melakukan perbaikan 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 

daerah. 

 

1.1.1 Penjelasan Umum, memuat informasi tentang profil daerah 

meliputi : 

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah  

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas Sistem 
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Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka mengadapi Ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516) Sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 

14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 
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Nomor 1 ); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2021 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2024 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3); 

19. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 18); 

20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33). 

 

b. Data Geografis Wilayah 

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera 

Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, 

Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka 

Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang. 

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 

Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut 

ditetapkan menjadi Undang-undang. 
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Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 

102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi: 

a. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi. 

b. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung 

c. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung 

d. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu. 

 

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 

Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan 

 

 

Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km² dengan 
rincian sebagai berikut : 
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Tabel 

Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

 

NO KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH KM2 

1 OGAN KOMERING ULU 4.797,06 

2 OGAN KOMERING ILIR 18.359,04 

3 MUARA ENIM 7.383,90 

4 LAHAT 5.311,74 

5 MUSI RAWAS 6.350,10 

6 MUSI BANYUASIN 14.266,26 

7 BANYUASIN  11.832,99 

8 OKU TIMUR 3.370,00 

9 OKU SELATAN 5.493,94 

10 OGAN ILIR 2.666,09 

11 EMPAT LAWANG 2.256,44 

12 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1.840,00 

13 MUSI RAWAS UTARA 6.008,55 

14 PALEMBANG  369,22 

15 PAGAR ALAM 633,66 

16 LUBUK LINGGAU 401,50 

17 PRABUMULIH  251,94 

 

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan di dominisasi 

rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah 

dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. 

Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan 

yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di 

Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB I  

Pendahuluan 

 

 

 

 

I - 9 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) 

Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah  (2.107 M), Gunung Bungkuk 

(2.125 M). Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 

128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga 

air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan 

perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai 

ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas 

permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama 

dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan  yang sebagian besar 

bermuara di Selat Bangka. 

 

c. Informasi Umum Data Kependudukan 

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² dengan jumlah 

penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 (30 Juni 2025) 

sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 jiwa atau 

dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi dengan 

jenis kelamin laki-laki, demikian pula di Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau 

dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah yang 

penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota Pagar 

Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni 

sebanyak 153.984 jiwa. Data kependudukan memegang peranan penting 

dalam mengambil kebijakan, peranan pembangunan dan evaluasi hasil-

hasil pembangunan baik pemerintah maupun pihak lainnya terutama 

dunia usaha. 
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REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

 

 

NO 

 

KABUPATEN/KOTA 

 
JUMLAH 

KECAMATAN 

 

JUMLAH 

DESA/KEL 

JUMLAH PENDUDUK 

LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 OGAN KOMERING ULU 13 157 200.981 191.668 392.649 

2 OGAN KOMERING ILIR 18 327 415.585 394.042 809.627 

3 MUARA ENIM 22 255 336.990 323.543 660.533 

4 LAHAT 24 378 230.016 219.935 449.951 

5 MUSI RAWAS 14 199 219.396 210.274 429.670 

6 MUSI BANYUASIN 15 242 383.488 363.247 746.735 

7 BANYUASIN 21 313 458.253 437.939 896.192 

8 OKU TIMUR 20 312 357.783 342.544 700.327 

9 OKU SELATAN 19 259 211.787 196.493 408.280 

10 OGAN ILIR 16 241 227.476 221.739 449.215 

11 EMPAT LAWANG 10 156 174.316 163.262 337.578 

12 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 5 71 109.614 106.486 216.100 

13 MUSI RAWAS UTARA 7 89 104.437 100.929 205.366 

14 PALEMBANG 18 107 908.115 906.601 1.814.716 

15 PAGAR ALAM 5 35 78.745 75.239 153.984 

16 LUBUK LINGGAU 8 72 125.820 123.753 249.573 

17 PRABUMULIH 6 45 108.178 106.643 214.821 

 
JUMLAH 241 3.258 4.650.980 4.484.337 9.135.317 

 

 
 
SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM 
NEGERI RI 
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d. Jumlah Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, 

terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten yakni : Ogan Komering Ulu, Ogan 

Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, 

Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal 

Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk Kota terdapat 4 

(empat) Kota yaitu : Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan 

Prabumulih. Jumlah Kecamatan pada Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 

241 Kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.258 

desa/kelurahan 

Jumlah penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 

(30 Juni 2025) sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 

jiwa atau dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi 

dengan jenis kelamin laki-laki, demikian pula di Kabupaten/Kota. Apabila 

ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah 

yang penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota 

Pagar Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni 

sebanyak 153.984 jiwa. 

 

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK  
DAN KEPADATAN HASIL KONSOLIDASI  

DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER I (30 JUNI 2025) 

 

KODE 

WILAYAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

LUAS 
WILAYAH 

(KM2) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

PERTUMBUH
AN 

PENDUDUK 
(%) 

KEPADATAN 
PENDUDUK 

(KM2) 

1601 Ogan Komering Ulu 4.797,06 392.649 0,67 104,03 

1602 Ogan Komering Ilir 18.359,04 809.627 1,07 47,43 

1603 Muara Enim 7.383,90 660.533 1,04 97,66 

1604 Lahat 5.311,74 449.951 0,40 103,84 

1605 Musi Rawas 6.350,10 429.670 0,46 70,18 

1606 Musi Banyuasin 14.266,26 746.735 1,34 51,32 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB I  

Pendahuluan 

 

 

 

 

I - 12 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

1607 Banyuasin 11.832,99 896.192 0,89 73,08 

1608 Oku Timur 3.370,00 700.327 0,79 205,21 

1609 Oku Selatan 5.493,94 408.280 0,33 93,44 

1610 Ogan Ilir 2.666,09 449.215 0,72 195,07 

1611 Empat Lawang 2.256,44 337.578 0,24 151,10 

1612 
Penukal Abab 
Lematang Ilir 

1.840,00 216.100 0,61 117,28 

1613 Musi Rawas Utara 6.008,55 205.366 0,82 34,59 

1671 Palembang 369,22 1.814.716 0,74 5.148,04 

1672 Pagar Alam 633,66 153.984 0,47 246,02 

1673 Lubuk Linggau 401,50 249.573 0,82 678,69 

1674 Prabumulih 251,94 214.821 0,61 480,25 

 
Jumlah 91.592,43 9.135.317 0,78 105,28 

 

SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 

  

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta 

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

 

Rincian Penyusunan Organisasi Oriental dan  
Fungsi Perangkat Daerah 

 

NO. 
Nama Perangkat Daerah/Unit 

Kerja Perangkat Daerah 
Dasar Hukum 

1 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 

 

Pergub Nomor 55 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub Nomor 1 

Tahun 2019 

2 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan 

 

Pergub Nomor 8 Tahun 2026 

Perubahan ketiga Pergub 

Nomor 11 Tahun 2013 

3 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 2 Tahun 2020 

4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 11 Tahun 2023 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB I  

Pendahuluan 

 

 

 

 

I - 13 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

5 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 76 Tahun 2016 

sebagaimana telah beberapa 

kali di ubah, terakhir dengan 

Pergub Nomor 5 Tahun 2026 

6 Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 66 Tahun 2016 

7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 46 Tahun 2016 

Sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub Nomor 13 

Tahun 2020 

8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 44 Tahun 2016 

9 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Pergub Nomor 43 Tahun 2016 

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 40 Tahun 2016 

11 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 72 Tahun 2016 

Sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub Nomor 1 

Tahun 2021 

12 Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 82 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub Nomor 7 

Tahun 2017 

13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 63 Tahun 2016 

14 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 59 Tahun 2016 

15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 81 Tahun 2016 

16 Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 69 Tahun 2016 

17 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 53 Tahun 2016 

18 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 41 Tahun 2016 

19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 79 Tahun 2016 
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20 Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi 

Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 70 Tahun 2016 

21 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 64 Tahun 2016 

22 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 61 Tahun 2016 

23 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 51 Tahun 2016 

24 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 6 Tahun 2024 

Perubahan atas Pergub Nomor 

11 Tahun 2023 

25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 49 Tahun 2016 

Sebagaimana telah diubah 

Nomor 5 Tahun 2017 

26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 75 Tahun 2016 

27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 67 Tahun 2016 

28 Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 80 Tahun 2016 

29 Badan Perencanan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 71 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub 25 Tahun 

2018 

30 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 45 Tahun 2016 

31 Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 39 Tahun 2016 

32 BRIDA Provinsi Sumatera Selatan Pergub Nomor 26 Tahun 2025 

Perubahan kedua Pergub 

Nomor 11 Tahun 2023 

33 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 68 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub 26 Tahun 

2018 

34 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Pergub Nomor 74 Tahun 2016 
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Sumatera Selatan 

35 Badan Penghubung Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pergub Nomor 86 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah 

dengan Pergub 46 Tahun 

2020 

36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 2 Tahun 2021 

37 Badan Penganggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 37 Tahun 2010 

38 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Sumatera Selatan 

Pergub Nomor 47 Tahun 2016 

 

 

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, 

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan 

Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan 

● Rekapitulasi Jumlah PNS Berdsarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan 

Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Unit Kerja/Jenis Jabatan & Eselon Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 

Desember 2025) 

NO 
UNIT 

KERJA 
JML 

Pimpinan Tinggi/Eselon I-II 
Administrator/

Eselon III 
Pengawas/Eselon 

IV 
Pelaksana 

Fungsiona
l 

I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b JFU JFT 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

1 
SEKRETARI
AT DAERAH 

8 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 

BIRO 
ADMINISTR

ASI 
PEMBANGU

NAN 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 6 0 0 4 1 0 0 

3 

BIRO 
HUBUNGAN 
MASYARAKA

T DAN 
PROTOKOL 

54 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7 2 0 0 19 23 0 0 

4 

BIRO 
HUKUM 

DAN HAK 
ASASI 

MANUSIA 

22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 0 0 4 8 0 0 

5 

BIRO 
KESEJAHTE

RAAN 
RAKYAT 

31 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 4 0 0 10 10 0 0 

6 
BIRO 

ORGANISASI 
22 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 6 0 0 4 5 0 0 

7 

BIRO 
PEMERINTA

HAN DAN 
OTONOMI 

30 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 2 0 0 11 6 0 0 
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NO 
UNIT 

KERJA 
JML 

Pimpinan Tinggi/Eselon I-II 
Administrator/

Eselon III 
Pengawas/Eselon 

IV 
Pelaksana 

Fungsiona
l 

I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b JFU JFT 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

DAERAH 

8 

BIRO 

PENGADAAN 
BARANG/JA

SA 

65 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 6 0 0 4 4 27 18 

9 
BIRO 

PEREKONO
MIAN 

25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 6 0 0 2 10 0 0 

10 

BIRO UMUM 
DAN 

PERLENGKA
PAN 

74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 6 0 0 42 18 1 0 

11 
BADAN 

KEPEGAWAI

AN DAERAH 

67 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 7 6 0 0 17 22 3 6 

12 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA 
DAN 

POLITIK 

32 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 8 8 0 0 

13 
BADAN 

PENDAPATA
N DAERAH 

423 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 28 0 75 30 0 0 132 
15
2 

0 0 

14 

BADAN 
PENELITIAN 

DAN 

PENGEMBA
NGAN 

DAERAH 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 2 0 0 6 10 6 15 

15 

BADAN 
PENGELOLA 
KEUANGAN 

DAN ASET 
DAERAH 

83 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 10 5 0 0 26 36 0 0 

16 

BADAN 
PENGEMBA

NGAN 
SUMBER 

DAYA 
MANUSIA 
DAERAH 

72 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 4 8 0 0 18 14 11 11 

17 
BADAN 

PENGHUBU
NG 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 17 16 0 0 

18 

BADAN 
PERENCANA

AN DAN 
PEMBANGU

NAN 
DAERAH 

98 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 10 5 0 0 16 26 16 19 

19 

DINAS 
ENERGI 

DAN 
SUMBER 

DAYA 
MINERAL 

91 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 8 0 21 13 0 0 23 16 3 2 

20 
DINAS 

KEARSIPAN 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 11 0 0 1 1 9 13 

21 

DINAS 
KEBUDAYAA

N DAN 
PARIWISATA 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12 7 0 0 25 31 1 2 

22 
DINAS 

KEHUTANA
N 

262 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 10 1 38 11 0 0 98 39 38 23 

23 

DINAS 
KELAUTAN 

DAN 

PERIKANAN 

88 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 11 11 1 0 30 10 6 11 

24 

DINAS 
KEPENDUD
UKAN DAN 
PENCATATA

28 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 4 7 0 0 7 5 0 0 
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NO 
UNIT 

KERJA 
JML 

Pimpinan Tinggi/Eselon I-II 
Administrator/

Eselon III 
Pengawas/Eselon 

IV 
Pelaksana 

Fungsiona
l 

I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b JFU JFT 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

N SIPIL 

25 
DINAS 

KESEHATAN 
476 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 10 11 0 0 38 67 49 

29

3 

26 

DINAS 
KETAHANAN 

PANGAN 
DAN 

PETERNAKA

N 

116 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 0 11 14 0 0 16 26 12 26 

27 

DINAS 
KOMUNIKAS

I DAN 
INFORMATI

KA 

46 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 9 6 0 0 11 12 2 1 

28 

DINAS 
KOPERASI, 

USAHA 
KECIL DAN 
MENENGAH 

45 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 6 9 0 0 14 8 0 1 

29 

DINAS 

LINGKUNGA
N HIDUP 

DAN 
PERTANAHA

N 

62 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 11 0 0 9 13 4 7 

30 

DINAS 

PEKERJAAN 
UMUM BINA 
MARGA DAN 

TATA 
RUANG 

216 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 2 2 23 11 0 0 85 61 12 9 

31 

DINAS 

PEMBERDA
YAAN 

MASYARAKA
T DAN DESA 

24 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 3 7 0 0 6 3 0 0 

32 

DINAS 
PEMBERDA

YAAN 
PEREMPUA

N DAN 
PERLINDUN
GAN ANAK 

38 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 7 9 0 0 8 8 0 0 

33 

DINAS 

PEMUDA 
DAN 

OLAHRAGA 

62 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 4 0 0 24 15 3 3 

34 

DINAS 
PENANAMA
N MODAL 

DAN 
PELAYANAN 
TERPADU 

SATU PINTU 

63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 11 19 23 

35 
DINAS 

PENDIDIKA

N 

7,34
6 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 13 6 0 0 252 
30
7 

2236 
45
25 

36 

DINAS 
PENGELOLA
AN SUMBER 

DAYA AIR 

83 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 16 2 0 0 28 31 0 0 

37 

DINAS 

PERDAGAN
GAN 

39 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 5 0 0 12 6 0 6 

38 
DINAS 

PERHUBUN
GAN 

130 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 15 7 0 0 68 29 0 2 

39 

DINAS 

PERINDUST
RIAN 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 5 9 0 0 4 7 0 0 

40 
DINAS 

PERKEBUNA
N 

51 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 8 10 0 0 8 11 2 5 
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I - 18 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

NO 
UNIT 

KERJA 
JML 

Pimpinan Tinggi/Eselon I-II 
Administrator/

Eselon III 
Pengawas/Eselon 

IV 
Pelaksana 

Fungsiona
l 

I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b JFU JFT 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

41 
DINAS 

PERPUSTAK
AAN 

53 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 5 7 0 0 5 9 9 12 

42 

DINAS 

PERTANIAN 
TANAMAN 
PANGAN 

DAN 
HORTIKULT

URA 

223 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 8 15 0 0 73 47 28 44 

43 

DINAS 
PERUMAHA

N DAN 
KAWASAN 

PERMUKIMA
N 

105 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 13 5 0 0 46 33 1 0 

44 
DINAS 
SOSIAL 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 3 18 5 0 0 14 20 2 3 

45 

DINAS 
TENAGA 

KERJA DAN 
TRANSMIGR

ASI 

132 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 11 10 0 0 35 18 37 12 

46 
INSPEKTOR

AT 
128 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 3 0 0 0 14 3 36 65 

47 

PELAKSANA 
BADAN 

PENANGGU

LANGAN 
BENCANA 
DAERAH 

52 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 5 25 2 5 

48 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 

PRAJA 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0 0 0 20 4 94 6 

49 

SEKRETARI
AT DEWAN 
PERWAKILA
N RAKYAT 
DAERAH 

90 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 6 6 0 0 48 25 1 0 

50 
RSUD SITI 
FATIMAH 

350 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5 10 18 0 0 12 18 62 
21
4 

51 

UPTD 
RUMAH 
SAKIT 

ERNALDI 

BAHAR 

285 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 7 0 0 13 15 49 
18
8 

JUMLAH 
12,2
61 

0 0 1 0 
3
2 

5 6 2 
15
1 

6
5 

79 
1
8 

48
8 

35
9 

1 0 
140
0 

13
03 

278
1 

55
70 

 

 Rekapitulasi Jumlah PPPK Berdsarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan 

Tabel Jumlah PPPK Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 

Desember 2025) 

N
O 

UNIT KERJA JML 

GOLONGAN 

XV
II 

XV
I 

X
V 

XI
V 

XI
II 

X
I
I 

XI X IX 
VII
I 

VI
I 

VI V IV III II I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

BIRO 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 

2 
BIRO 
HUBUNGAN 37 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 18 0 0 0 0 
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I - 19 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

MASYARAKAT 
DAN PROTOKOL 

3 

BIRO HUKUM 
DAN HAK ASASI 
MANUSIA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 5 0 0 0 0 

4 

BIRO 

KESEJAHTERAA
N RAKYAT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 3 0 2 0 0 0 0 

5 
BIRO 
ORGANISASI 23 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 11 0 0 0 0 

6 

BIRO 
PEMERINTAHAN 

DAN OTONOMI 
DAERAH 26 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 9 0 0 0 0 

7 

BIRO 
PENGADAAN 
BARANG/JASA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 8 0 0 0 0 

8 

BIRO 

PEREKONOMIAN 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 24 0 0 0 0 

9 
BIRO UMUM DAN 
PERLENGKAPAN 89 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 0 52 0 0 0 0 

1
0 

BADAN 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 13 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 2 0 0 0 0 

1
1 

BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 4 0 0 0 0 

1

2 

BADAN 
PENDAPATAN 

DAERAH 188 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 98 0 39 0 0 0 0 

1
3 

BADAN 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 67 0 0 0 0 0 0 0 2 38 0 1 0 20 0 0 0 6 

1
4 

BADAN 

PENGELOLA 
KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 72 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 10 0 3 0 0 0 2 

1
5 

BADAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 

MANUSIA 
DAERAH 46 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 18 0 0 0 0 

1
6 

BADAN 
PENGHUBUNG 34 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 11 0 0 0 6 

1
7 

BADAN 
PERENCANAAN 

DAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 91 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 0 18 0 0 0 0 

1
8 

BADAN RISET 
DAN INOVASI 
DAERAH 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 

1
9 

DINAS ENERGI 
DAN SUMBER 
DAYA MINERAL 74 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 6 0 17 0 0 0 0 

2
0 

DINAS 
KEARSIPAN 41 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3 0 12 0 0 0 0 

2
1 

DINAS 

KEBUDAYAAN 
DAN PARIWISATA 242 0 0 0 0 0 0 0 0 

10
3 0 22 0 98 0 5 0 14 

2
2 

DINAS 
KEHUTANAN 261 0 0 0 0 0 0 0 0 

13
8 0 7 0 

11
6 0 0 0 0 

2

3 

DINAS 
KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 93 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 10 0 14 0 0 0 0 

2
4 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN 
PENCATATAN 
SIPIL 30 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 0 11 0 0 0 0 

2
5 

DINAS 
KESEHATAN 187 0 0 0 0 0 0 0 12 85 0 68 0 22 0 0 0 0 

2
6 

DINAS 
KETAHANAN 
PANGAN DAN 
PETERNAKAN 104 0 0 0 0 0 0 0 1 75 0 9 0 16 0 1 0 2 

2
7 

DINAS 
KOMUNIKASI 58 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 15 0 14 0 0 0 0 
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I - 20 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

DAN 
INFORMATIKA 

2
8 

DINAS 
KOPERASI, 
USAHA KECIL 
DAN MENENGAH 43 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 2 0 16 0 1 0 0 

2
9 

DINAS 
LINGKUNGAN 
HIDUP DAN 
PERTANAHAN 59 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 3 0 15 0 0 0 3 

3
0 

DINAS 
PEKERJAAN 

UMUM BINA 
MARGA DAN 
TATA RUANG 78 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 27 0 11 0 0 0 2 

3

1 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

DAN DESA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 7 0 7 0 2 0 0 

3

2 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 2 0 0 

3
3 

DINAS PEMUDA 
DAN OLAHRAGA 108 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 10 0 43 0 0 0 2 

3
4 

DINAS 
PENANAMAN 
MODAL DAN 

PELAYANAN 
TERPADU SATU 
PINTU 58 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 1 0 6 0 0 0 0 

3
5 

DINAS 
PENDIDIKAN 

8,40
3 0 0 0 0 0 0 0 1 

7,
79
1 0 13 0 

57
4 0 0 0 24 

3
6 

DINAS 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
AIR 68 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 11 0 21 0 0 0 0 

3
7 

DINAS 
PERDAGANGAN 110 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 10 0 54 0 0 0 0 

3
8 

DINAS 
PERHUBUNGAN 92 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 12 0 26 0 0 0 0 

3
9 

DINAS 
PERINDUSTRIAN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3 0 2 0 0 0 0 

4
0 

DINAS 
PERKEBUNAN 68 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 6 0 25 0 0 0 1 

4
1 

DINAS 
PERPUSTAKAAN 88 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 11 0 19 0 0 0 2 

4

2 

DINAS 
PERTANIAN 
TANAMAN 
PANGAN DAN 

HORTIKULTURA 146 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 13 0 48 0 1 0 3 

4
3 

DINAS 
PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 126 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 13 0 27 0 0 0 1 

4

4 DINAS SOSIAL 90 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 10 0 22 0 0 0 0 

4
5 

DINAS TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 98 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 4 0 29 0 0 0 0 

4
6 INSPEKTORAT 19 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 7 0 0 0 0 

4
7 

PELAKSANA 
BADAN 
PENANGGULANG
AN BENCANA 
DAERAH 61 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 8 0 17 0 0 0 0 

4

8 

SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA 63 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 11 0 17 0 0 0 0 

4
9 

SEKRETARIAT 
DEWAN 
PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH 72 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 14 0 24 0 0 0 0 

5

0 

UPTD RSUD SITI 

FATIMAH 490 0 0 0 0 0 0 0 

10

8 87 0 

28

4 0 11 0 0 0 0 
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I - 21 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

4940

7321

Pria

Wanita

5
1 

UPTD RUMAH 
SAKIT ERNALDI 
BAHAR 111 0 0 0 0 0 0 0 8 30 0 48 0 25 0 0 0 0 

Jumlah 

12,4
28 0 0 0 0 0 0 0 

13
2 

9,
78
2 0 

81
6 0 

1,
61
3 0 12 0 73 

 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama 

Grafik Jumlah PNS Menurut Agama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025) 

                

 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin 

Grafik Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNS Menurut Agama

Islam

Kristen

Katholik

Hindu

Budha

Konghutcu

KETERANGAN 
1 ISLAM 11.966 
2 KRISTEN 183 
3 KATHOLIK 84 
4 HINDU 22 
5 BUDHA 4 
6 KONGHUTCU 0 
7 LAINNYA 2 
 TOTAL 12.261 

Pria 4.940 

Wanita 7.321 

Total 12.261 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

4947

7481

Pria

Wanita

 Stastistik PPPK Menurut Jenis Kelamin 

Grafik Jumlah PPPK Menurut Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang 

Grafik Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pria 4.947 

Wanita 7.481 

Total 12.428 

JURU MUDA I/a 0 

JURU MUDA TK.I I/b 0 

JURU I/c 1 

JURU TK.I I/d 18 

JUMLAH  GOLONGAN I 
 

 
19 

PENGATUR MUDA II/a 27 

PENGATUR MUDA TK.I II/b 22 

PENGATUR II/c 138 

PENGATUR TK.I II/d 351 

JUMLAH GOLONGAN II  
 

 
538 

PENATA MUDA III/a 581 

PENATA MUDA TK.I III/b 1292 

PENATA III/c 1424 

PENATA TK.I III/d 3767 

JUMLAH GOLONGAN III 
 

 
7.064 

PEMBINA IV/a 2340 

PEMBINA TK.I IV/b 1434 

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c 826 

PEMBINA UTAMA MADYA IV/d 32 

PEMBINA UTAMA IV/e 8 

JUMLAH GOLONGAN IV 
 

 
4.640 

TOTAL 12.261 
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I - 23 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural  

Menurut Eselon/Struktural 

Grafik Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut 

Eselon Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 

31 Desember 2025)  
 

ESELON I.A 0 ESELON III.A 216 

ESELON I.B 1 ESELON III.B 97 

JUMLAH 1 JUMLAH 313 

ESELON II.A 37 ESELON IV.A 847 

ESELON II.B 8 ESELON IV.B 1 

JUMLAH 45 JUMLAH 848 

JUMLAH TOTAL 1.207 

 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Umum 

Grafik Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Umum Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025)  
 

SD 17 DIPLOMA II 6 

SLTP 39 DIPLOMA III 555 

SLTP KEJURUAN 1 DIPLOMA IV 143 

SLTA 558 S-1/SARJANA 7.658 

SLTA KEJURUAN 49 S-2/PASCA SARJANA 3.640 

SLTA KEGURUAN 1 S-3/DOKTOR 59 

DIPLOMA I 3 JUMLAH 12.729 

SD 15 DIPLOMA II 6 

SLTP 33 DIPLOMA III 422 

SLTP KEJURUAN 0 DIPLOMA IV 146 

SLTA 546 S-1/SARJANA 7197 

SLTA KEJURUAN 0 S-2/PASCASARJANA 3827 

SLTA KEGURUAN 0 S-3/DOKTOR 67 

DIPLOMA I 2 JUMLAH 12.261 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 

 

 Stastistik PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Umum 

Grafik Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Umum Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Laki-laki
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0
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2000
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7000

Laki-laki

Perempuan

SD 10 DIPLOMA II 0 

SLTP 77 DIPLOMA III 812 

SLTP KEJURUAN 0 DIPLOMA IV 107 

SLTA 1596 S-1/SARJANA 9679 

SLTA KEJURUAN 0 S-2/PASCASARJANA 147 

SLTA KEGURUAN 0 S-3/DOKTOR 0 

DIPLOMA I 0 JUMLAH 12.428 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur  

Grafik Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025)  

18 - 20 Tahun 0 41 - 45 Tahun 2880 

21 - 25 Tahun 66 46 - 50 Tahun 2892 

26 - 30 Tahun 323 51 - 55 Tahun 2325 

31 - 35 Tahun 623 56 - 60 Tahun 1676 

36 - 40 Tahun 1457 >60 Tahun 19 

JUMLAH TOTAL 12.261 

 

Jumlah Pegawai Menurut Usia 

 

 

 Stastistik PPPK Menurut Kelompok Umur  

Grafik Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025). 

 

18 - 20 Tahun 0 41 - 45 Tahun 1780 

21 - 25 Tahun 275 46 - 50 Tahun 809 

26 - 30 Tahun 2415 51 - 55 Tahun 409 

31 - 35 Tahun 3783 56 - 60 Tahun 151 

0

500
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3500

18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Masa Kerja

Masa Kerja

36 - 40 Tahun 2800 >60 Tahun 6 

JUMLAH TOTAL 12.428 

 

 

 

 Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja 

Grafik Jumlah PNS Menurut Masa Kerja Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan:31 Desember 2025)  

 

0
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6-9 thn 716 
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11-15 thn 3826 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIRINCI MENURUT ESELON JENIS KELAMIN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

KEADAAN : 31 DESEMBER 2025 

 

NO ESELON 
JABATAN YANG TERISI / JENIS KELAMIN 

PRIA WANITA JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 V.a 0 0 0 

2 V.b 0 0 0 

3 IV.a 488 359 847 

4 IV.b 1 0 1 

5 III.a 151 65 216 

6 III.b 79 18 97 

7 II.a 32 5 37 

8 II.b 6 2 8 

9 I.a 0 0 0 

10 I.b 1 0 1 

JUMLAH 758 449 1.207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DATA UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMROV SUMSEL 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Eselon dan Jenis 

Kelamin di Lingkungan Pemeintah di Provinsi Sumatera Selatan. 

(Keadaan 31 Desember 2025). 
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I - 28 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Golongan Ruang / 

Status Pegawai dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemeintah di 

Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan 31 Desember 2025) : 

 

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT 
GOLONGAN RUANG/STATUS PEGAWAI DAN JENIS KELAMIN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
KEADAAN DATA : 31 DESEMBER 2025 

 

TINGKAT 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 

STATUS PEGAWAI/ JENIS KELAMIN 

CPNS PNS 

PRIA WANITA JUMLAH PRIA WANITA JUMLAH 

1 2 3 4 5 7 8 9 

I/a 0 0 0 0 0 0 0 

I/b 0 0 0 0 0 0 0 

I/c 1 0 0 0 1 0 1 

I/d 18 0 0 0 18 0 18 

JUMLAH 

GOLONGAN I 
19 0 0 0 19 0 19 

II/a 27 2 2 4 21 2 23 

II/b 22 0 0 0 22 0 22 

II/c 138 3 1 4 77 57 134 

II/d 351 0 0 0 190 161 351 

JUMLAH 

GOLONGAN 
II 

538 5 3 8 310 220 530 

III/a 581 33 55 88 253 240 493 

III/b 1,292 7 10 17 565 710 1,275 

III/c 1,424 0 0 0 612 812 1,424 

III/d 3,767 0 0 0 1,394 2,373 3,767 

JUMLAH 
GOLONGAN 

III 
7,064 40 65 105 2,824 4,135 6,959 

IV/a 2,340 0 0 0 782 1,558 2,340 

IV/b 1,434 0 0 0 550 884 1,434 

IV/c 826 0 0 0 382 444 826 

IV/d 32 0 0 0 24 8 32 

IV/e 8 0 0 0 4 4 8 

JUMLAH 

GOLONGAN 
IV 

4,640 0 0 0 1,742 2,898 4,640 

JUMLAH 12,261 45 68 113 4,895 7,253 12,148 
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I - 29 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Pendidikan Umum dan 

Jenis Kelamin di Lingkungan Pemeintah di Provinsi Sumatera 

Selatan. (Keadaan 31 Desember 2025) 

 

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT  

PENDIDIKAN UMUM DAN JENIS KELAMIN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
JENIS KELAMIN 

LAKI - LAKI PEREMPUAN 

1 2 3 4 5 

1 Sekolah Dasar 15 14 1 

2 SLTP 33 30 3 

3 SLTA 546 400 146 

4 Diploma I 2 0 2 

5 Diploma II 6 4 2 

6 Diploma III/Sarjana Muda 422 134 288 

7 Diploma IV 146 89 57 

8 S-1/Sarjana 7,197 2,707 4,490 

9 S-2 3,827 1,520 2,307 

10 S-3/Doktor 67 42 25 

JUMLAH 12,261 4,940 7,321 
 
 

JUMLAH PPPK DIRINCI MENURUT PENDIDIKAN UMUM DAN JENIS KELAMIN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

KEADAAN DATA : 31 DESEMBER 2025 
 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 2 3 4 6 

1 S-3/Doktor 0 0 0 

2 S-2 147 41 106 

3 S-1/Sarjana 9,679 3,622 6,057 

4 Diploma IV 107 34 73 

5 Diploma III/Sarjana Muda 812 293 519 

6 Diploma II 0 0 0 

7 Diploma I 0 0 0 

8 SLTA 1,596 883 713 

9 SLTP 77 74 3 

10 Sekolah Dasar 10   10 

JUMLAH 12,428 4,947 7,481 
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g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada 

Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

ditargetkan penerimaannya sebesar   Rp. 11.129.125.002.891,00 dan sampai 

akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.064.162.585.499,30 atau 

90,43%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai 

target yang telah ditetapkan atau 94,35%. Sebagian besar komponen PAD 

mencapai target yang telah ditetapkan seperti pajak daerah yang menjadi 

tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai 

sebesar 102,48%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 107,43%, 

penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi 

sebesar 61,37%, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

sebesar 63,44%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA) 

PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2025 

 

 

Data Belum Audit BPK 

TARGET APBD REALISASI (%)

11.129.125.002.891,00  10.064.162.585.499,30  90,43   

4.838.287.154.591,00    4.564.918.691.338,32    94,35   

A 3.833.367.486.607,00    3.928.697.653.142,13    102,49 

771.441.317.847,00       782.917.796.664,00       101,49 

797.803.083.370,00       671.258.239.000,00       84,14   

1.473.535.793.624,00         1.719.421.356.419,29 116,69 

26.540.973.333,00         45.797.244.612,29         172,55 

730.171.774.938,00       692.337.957.922,00       94,82   

6.000.000.000,00           -                                  -       

27.874.543.495,00         16.965.058.524,55         60,86   

B 5.110.991.800,00           5.490.993.411,00           107,43 

C 173.213.785.434,00       106.316.886.488,21       61,38   

D 826.594.890.750,00       524.413.158.296,98       63,44   

6.286.774.924.300,00    5.495.180.970.161,00    87,41   

I. 6.286.774.924.300,00    5.495.180.970.161,00    87,41   

A. Dana Perimbangan 6.286.774.924.300,00    5.495.180.970.161,00    87,41   

4.062.924.000,00           4.062.924.000,00           100,00 

A. 4.062.924.000,00           4.062.924.000,00           100,00 

- Jasa Raharja 4.062.924.000,00           4.062.924.000,00           100,00 

11.129.125.002.891,00  10.064.162.585.499,30  90,43   

Pendapatan Retribusi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pajak Alat Berat (PAB)

Opsen MBLB

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  (PBB-KB)

Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Rokok

PENDAPATAN TRANSFER PUSAT

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah :

TOTAL PENDAPATAN
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Penerimaan pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penurunan 

sebesar Rp. 901.125.639.435,58 atau 8,22% dibandingkan dengan 

penerimaan tahun 2024, seperti tabel berikut : 

 Tabel  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah   

Provinsi Sumsel Tahun 2024 Dan 2025 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 

 
 

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Prov. Sumsel tahun 2025 

terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Provinsi Sumatera Selatan  ditargetkan sebesar 

Rp.4.838.287.154.591,00 sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi   sebesar 

Rp. 4.564.918.691.338,32 atau 94,35% Jika dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan tahun 2024 sebesar Rp.5.312.545.304.230,45 mengalami 

penurunan sebesar Rp. 747.629.431.917,58 atau  14,07%. 

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan 

Nilai pertumbuhan pendapatan bernilai negatif dikarenakan pada tahun ini 

diberlakukannya opsen pajak yang menyebabkan penyesuaian tarif persentase 

No Uraian 
Realisasi 

Tambah/Kurang (%) 

2024 2025 

1 
Pendapatan 

Asli Daerah 
5.312.548.123.255,90 4.564.918.691.338,32 (747.629.431.917,58) (14,07) 

2 
Pendapatan 

Transfer 
5.648.721.133.679,00 5.495.180.970.161,00 (153.540.163.518,00) (2,72) 

3 

Lain-lain 

Pendapatan  

Daerah yang 

Sah 

4.018.968.000,00 4.062.924.000,00 
                 

43.956.000,00  

           

1,09  

Jumlah 

Pendapatan 

Daerah 

10.965.288.224.934,90 10.064.162.585.499,30 (901.125.639.435,58) (8,22) 
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dalam perhitungan pembagian ke daerah yang menyebabkan berkurangnya 

pendapatan daerah untuk Provinsi  Sumsel  

 

2. Pendapatan Transfer 

Bagian Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri 

dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, Dana 

Alokasi Umum,  dan Dana Alokasi khusus. Pada Tahun Anggaran 2025 

ditargetkan sebesar Rp. 6.286.774.924.300,00 terealisasi sebesar Rp. 

5.495.180.970.161,00 atau 87,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 5.648.721.133.679,00 realisasi 

penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 

153.540.163.518,00 atau 2,72%.hal ini disebabkan penundaan penyaluran 

realisasi anggaran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah.. 

 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pada tahun anggaran 2025, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

ditargetkan sebesar Rp.4.062.924.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.4.062.924.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 4.018.968.000,00  namun di tahun 2025 

realisasi penerimaan hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 

43.956.000,00 atau 1,09 %, dikarenakan peningkatan penerimaan dana hibah 

Jasa Raharja. dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar 

pajak. 
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Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dan Pembiayaan Menurut Jenis 

Pembiayaan 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 

Kode 

Rekening 
URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024 

1 2 3 4 

5 = 

(4/3) x 
100 

6 

4 
PENDAPATAN 
DAERAH 11.129.125.002.891,00 

10.064.162.585.499,30 
90,43 

10.965.288.224.934,90 

4.1 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

(PAD) 4.838.287.154.591,00 

4.564.918.691.338,32 

94,34 

5.312.548.123.255,90 

4.1.01 Pajak Daerah 3.833.367.486.607,00 3.928.697.626.142,13 102,48 4.744.701.180.376,87 

4.1.02 Retribusi Daerah 5.110.991.800,00 5.490.993.411,00 107,43 8.225.836.940,00 

4.1.03 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 173.213.785.434,00 

106.316.886.488,21 

61,37 

138.824.929.544,35 

4.1.04 
Lain-lain PAD yang 
Sah 826.594.890.750,00 

524.413.185.296,98 
63,44 

420.796.176.394,68 

  

JUMLAH 
PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 4.838.287.154.591,00 

4.564.918.691.338,32 

94,34 

5.312.548.123.255,90 

            

4.2 
PENDAPATAN 
TRANSFER 6.286.774.924.300,00 5.495.180.970.161,00 87,40 5.648.721.133.679,00 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00 5.642.095.592.679,00 

4.2.01.01.01 

Dana Transfer 
Umum-Dana Bagi 
Hasil (DBH) 0,00 0,00 0,00 2.645.802.349.840,00 

4.2.01.01.02 

Dana Transfer 
Umum-Dana 
Alokasi Umum 
(DAU) 0,00 0,00 0,00 1.806.673.215.634,00 

4.2.01.01.03 

Dana Transfer 
Khusus-Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik 0,00 0,00 0,00 236.102.516.086.00 

4.2.01.01.04 

Dana Transfer 
Khusus-Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) Non Fisik 0,00 0,00 0,00 953.517.511.119.00 

4.2.01.07 

Dana Bagi Hasil 

(DBH) 3.329.910.647.300,00 2.480.132.510.400,00 74,48 0,00 

4.2.01.08 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 1.765.321.372.000,00 1.830.641.652.620,00 103,70 0,00 

4.2.01.09 
Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 1.185.053.612.000.00 1.177.917.514.141.00 99,39 0,00 

  

JUMLAH 

PENDAPATAN 
TRANSFER DANA 

PERIMBANGAN 6.280.285.631.300.00 5.488.691.677.161.00 91,26 5.642.095.592.679,00 

            

4.2.01.06 Insentif Fiskal 6.489.293.000,00 6.489.293.000,00 100,00 6.625.541.000,00 

  

JUMLAH 

PENDAPATAN 

TRANSFER 
PEMERINTAH 

PUSAT - LAINNYA 

6.489.293.000,00 6.489.293.000,00 100,00 6.625.541.000,00 

  
TOTAL 
PENDAPATAN 6.286.774.924.300,00 5.495.180.970.161,00 87,40 5.648.721.133.679,00 
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Kode 
Rekening 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024 

1 2 3 4 
5 = 

(4/3) x 
100 

6 

TRANSFER 

            

4.3 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 
DAERAH YANG 

SAH 4.062.924.000,00 4.062.924.000,00 100,00 4.018.968.000,00 

4.3.01 Pendapatan Hibah 4.062.924.000,00 4.062.924.000,00 100,00 4.018.968.000,00 

  

JUMLAH LAIN 

LAIN 
PENDAPATAN 

DAERAH YANG 
SAH 

4.062.924.000,00 4.062.924.000,00 100,00 4.018.968.000,00 

            

  
JUMLAH 

PENDAPATAN 

11.129.125.002.891.00 10.064.162.585.499,30 90,43 10.965.288.224.934,90 

      

      

5 BELANJA DAERAH 11.237.619.654.098,00 9.690.237.627.574,89 86,23 10.908.424.497.431.90 

      

5.1 BELANJA 
OPERASI 

5.871.201.714.734.00 5.244.601.274.731,23 89,32 5.308.864.484.748.94 

5.1.01 Belanja Pegawai 3.039.234.426.438,00 2.818.913.305.275,00 92,75 2.529.375.704.900.00 

5.1.02 Belanja Barang dan 
Jasa 

2.428.156.911.406,00 2.116.245.294.647,23 87,15 2.205.615.578.219.94 

5.1.03 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 2.786.684.555,00 

5.1.04 Belanja Subsidi 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.05 Belanja Hibah 402.510.376.890,00 309.442.674.809,00 76,87 561.105.467.074,00 

5.1.06 Belanja Bantuan 
Sosial 

0,00 0,00 0,00 9.981.050.000,00 

  JUMLAH BELANJA 
OPERASI 

5.871.201.714.734,00 5.244.601.274.731,23 89,32 5.308.864.484.748,94 

      

5.2 BELANJA MODAL 1.563.653.825.172,00 1.327.146.154.482,36 84,87 1.303.072.011.451,71 

5.2.01 Belanja Modal 
Tanah 

3.819.000.000,00 1.336.164.000,00 34,98 701.091.453,00 

5.2.02 Belanja Modal 
Peralatan dan 

Mesin 

352.274.664.866,00 298.998.222.053,00 84,87 272.576.659.179,00 

5.2.03 Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

279.346.525.609,00 252.573.109.777,36 90,41 260.181.034.813,71 

5.2.04 Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

848.422.192.332,00 703.198.894.988,00 82,88 699.678.969.706,00 

5.2.05 Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 
73.731.188.000,00 66.409.406.979,00 90,06 96.149.063.496,00 

5.2.06 Belanja Modal Aset 

Lainnya 
6.060.254.365,00 4.630.356.685,00 76,40 3.785.192.804,00 

  JUMLAH BELANJA 

MODAL 
1.563.653.825.172.00 1.327.146.154.482,36 84,87 1.303.072.011.451,71 

        

5.3 BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

29.144.517.180,00 33.448.110,00 0,11 82.301.295,00 

5.3.01 Belanja Tidak 

Terduga 
29.144.517.180,00 33.448.110,00 0,11 82.301.295,00 

      

  JUMLAH BELANJA 
TAK TERDUGA 

29.144.517.180,00 33.448.110,00 0,11 82.301.295,00 

      

5.4 BELANJA 

TRANSFER 
3.773.619.597.012,00 3.118.456.750.251,30 82,63 4.296.405.699.936,25 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.048.080.940.377,00 1.906.130.908.101,00 93,06 2.399.428.901.098,00 

5.4.02.03 Belanja Bantuan 1.667.538.656.635,00 1.155.245.842.150.30 69,27 1.896.976.798.838,25 
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Kode 
Rekening 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024 

1 2 3 4 
5 = 

(4/3) x 
100 

6 

Keuangan Daerah 
Provinsi ke 

Kabupaten/Kota 
 

5.4.02.05 Belanja Bantuan 

Keuangan Daerah 
Provinsi atau 
Kabupaten/Kota 
kepada Desa 

58.000.000.000,00 57.080.000.000,00 98,41 0,00 

 JUMLAH BELANJA 
TRANSFER 

3.773.619.597.012,00 3.118.456.750.251,30 82,63 4.296.405.699.936,25 

      

 JUMLAH BELANJA 11.237.619.654.098,00 9.690.237.627.574,89 86,23 10.908.424.497.431,90 

      

 SURPLUS/DEFISIT (108.494.651.207,00) 373.924.957.924.43 (344,64) 56.863.727.503,00 

      

6 PEMBIAYAAN 
DAERAH 

108.494.651.207,00 108.494.651.207.36 100,00 51.630.923.704,36 

6.1 PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 
108.494.651.207,00 108.494.651.207.36 100,00 154.808.628.910,91 

6.1.01 Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

108.494.651.207,00 108.494.651.207.36 100,00 154.808.628.910,91 

 JUMLAH 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

108.494.651.207,00 108.494.651.207.36 100,00 154.808.628.910,91 

      

6.2 PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

0.00 0.00 0,00 103.177.705.206,55 

6.2.03.04 Pembayaran 
Pinjaman dari 
Lembaga Keuangan 
Bukan Bank 
(LKBB) 

0.00 0.00 0,00 103.177.705.206,55 

 JUMLAH 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

0.00 0.00 0,00 103.177.705.206,55 

      

 PEMBIAYAAN 
NETTO 

108.494.651.207,00 108.494.651.207.36 100,00 51.630.923.704,36 

      

 SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

0.00 482.419.609.131,79 0,00 108.494.651.207,36 

 

 

PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Permasalahan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sumatera Selatan 

telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik itu komponen Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah. Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2025 ditargetkan 

penerimaannya sebesar Rp. 11.129.125.002.891,00 terealisasi sebesar Rp. 
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10.064.162.585.499,30 atau 90,43%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari target sebesar Rp. 4.838.287.154.591,00 terealisasi sebesar 

Rp. 4.564.918.691.338,32 atau 94,34%. Penerimaan transfer dari pemerintah 

pusat dan Lain-lain PATDA yang sah belum mencapai target yang ditetapkan, 

akan tetapi dalam batas yang wajar sesuai dengan realisasi penerimaan 

pemerintah pusat. 

Beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target 

Pendapatan Daerah Tahun 2025 antara lain : 

1) Diberlakukannya Opsen Pajak yang menyebabkan Penyesuaian tarif 

persentase dalam perhitungan pembagian ke daerah yang menyebabkan 

berkurangnya pendapatan untuk Prov. Sumatera Selatan. 

2) Secara umum, pengendalian inflasi di Sumatera Selatan masih 

memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah. 

3) Perubahan kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dengan 

program Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF 

merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara 

sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa 

penyimpanan di Bank Indonesia. 

4) Perkembangan BUMD belum menggembirakan, sehingga kontribusi yang 

diberikan terhadap PAD belum optimal. 

5) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi. 

6) Belum Optimalnya Pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

7) Sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah masih belum memadai 

dan perlu ditingkatkan lagi. 

8) Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja terkait upaya 

peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel. 

 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan 

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum 

optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 
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Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai kebijakan strategis sebagai 

berikut : 

a. Pajak Daerah: 

1) Memberikan program pemutihan pajak dari 17 Agustus s.d. 17 

Desember 2025 berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, 

pembebasan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan 

seterusnya, pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan 

Bermotor, dan pembebasan sanksi adminstratif bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pembebasan pajak 

progresif kendaraan bermotor tahun 2025.  

2) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran 

pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan 

mesin EDC, QRIS, mobile dan internet banking, mesin ATM.  

3) Optimalisasi pendapatan daerah melalui program door to door service, 

operasi kepatuhan. 

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda 

Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap. 

5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan 

pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru. 

6) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja (Tim Pembina Samsat 

Prov. Sumsel) : 

 Kerjasama dengan Ditlantas dan Jasa Raharja melalui kegiatan 

razia kendaraan bermotor; 

 Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan 

daerah; 

 Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah 

pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan; 

 Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up 

database server utama yang ada main/recovery data; 

 Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka 

penambahan kuato akses data kependudukan. 
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7) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi 

dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan secara rutin. 

8) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju 

pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan 

masing-masing UPTB. 

9) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus 

membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 

10) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi 

dengan institusi pengawasan lainnya. 

11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan 

retribusi daerah. 

12) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam 

Optimalisasi Pajak Daerah. 

13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui 

penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat 

drive thru. 

14) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan 

dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih 

canggih dan modern. 

15) Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online 

Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel. 

16) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat 

Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan 

permasalahan yang timbul di lapangan. 

17) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), 

antara lain : 

• Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah 

di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar 
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Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) 

yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan; 

• Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi 

(Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan 

melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi 

terkait; 

• Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 

secara persuasif; 

• Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual 

kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan 

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan 

Kedua (BBN-KB II); 

• Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan 

pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / 

sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera 

Selatan; 

• Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung 

kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak; 

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan 

sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya 

manusia, mempercepat proses layanan. 

 

b. Retribusi Daerah: 

1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut 

retribusi; 

2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi 

dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah; 

3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai 

peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah; 

4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi 
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daerah. 

5) Melakukan Inovasi dengan sistem pembayaran retribusi secara online ( 

Non tunai ). 

 

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan: 

1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan 

modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah 

Sumatera Selatan; 

2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari 

upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba 

BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam 

upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat 

rencana bisnis perusahaan. 

4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membentuk Tim 

kerja terpadu yang bertugas melakukan upaya – upaya strategis dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja perusahaan seluruh BUMD. 

 

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah: 

1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-

lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan 

jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang 

Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan 

penerimaan-penerimaan lainnya. 

2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam 

menggali pendapatan asli daerah. 
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PENDAPATAN TRANSFER 

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan 

Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan 

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya- upaya yang dapat dilakukan 

antara lain: 

1) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang 

Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan; 

2) Meningkatkan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka membahas 

pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi 

Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang 

Kehutanan; 

3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan 

pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer 

yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi 

maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan 

didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-

masing. 

4) Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait syarat salur Dana 

Bagi Hasil yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipenuhi 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 

 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN 

maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan. Adapun upaya - upaya optimalisasi atau intensifikasi 

Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain : 
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1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan 

aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di 

Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang 

intensif kepada masing- masing BUMN maupun BUMS tersebut maka 

diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan 

kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS 

yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan 

kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat 

dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, 

fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat 

bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada 

publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. 

 

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah   

Pembangunan yang telah dilakukan pada dua dekade lalu tidak 

sepenuhnya dapat dicapai dan sesuai dengan keinginan semua 

masyarakat, dan bahkan menjadi permasalahan pembangunan di 

masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan tidak saja 

bersumber dari internal akan tetapi juga berasal dari eksternal. 

Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan dan peluang 

bagi daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke I I- 

272 | RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 depan. 

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis akan 

menghasilkan kebijakan yang antisipatif dan solutif bagi 

keberlangsungan pembangunan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembahasan isu-isu strategis dalam 

perencanaan pembangunan jangka panjang sangat penting untuk 

memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan disusun dengan 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB I  

Pendahuluan 

 

 

 

 

I - 43 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

baik, dilaksanakan secara efektif, serta dapat menyesuaikan 

dengan perubahan keadaan. Hal ini akan membantu untuk 

menyelaraskan tujuan, sekaligus mengelola risiko, dan pada 

akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera 

Selatan dpat kita lihat pada tabel dibawah ini yaitu : 

 
Tabel 

Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis 

 

No Permasalahan Pembangunan Isu Strategis 

1. Kerentanan dan risiko kondisi 

geografi 

Kemiskinan dan stunting yang masih 

tinggi 

2. Pengelolaan sumberdaya air belum 

berkelanjutan 

Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi 

Komoditi Unggulan Belum Optimal 

3. Tingginya alih fungsi lahan dan 

gambut 

Layanan Pendidikan dan Kesehatan 

Belum Optimal 

4. Pengembangan potensi ekonomi 

daerah belum optimal 

Pemerataan Infrastruktur Dasar dan 

Konektivitas Belum Optimal 

5. Kerentanan ketahanan pangan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan 

Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor 

Belum Optimal 

6. Kesenjangan infrastruktur 

antarwilayah masih tinggi 

Peningkatan Daya Saing dan 

Realisasi Investasi Belum Optimal 

7. Kualitas sumber daya manusia 

masih rendah 

Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam 

Mendorong Pengembangan Wilayah 

8. Transformasi ekonomi belum 

optimal 

Transformasi Ekonomi dan Transisi 

Energi Berkeadilan 

9. Ancaman stabilitas daerah masih 

tinggi 

Tata Kelola Pemerintahan dan 

Stabilitas Sosial 

10. Reformasi birokrasi yang belum 

optimal. 
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b. Visi dan Misi Kepala Daerah   

Visi  

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi 

RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan 

Berkelanjutan. 

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera 

Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka 

mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin 

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). 

Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, 

berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya 

Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif 

dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus 

menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan 

ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan 

sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola 

yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah : 

 

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” 

 

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 

sebagai berikut : 

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak 

di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi 

Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara 

geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di 

Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi 

Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi 

Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada 
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abad ke- 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 

86.771,918 km2 atau 4,6 persen dari total luas Indonesia. 

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju 

kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah 

kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik 

dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah 

kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan 

berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan 

diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten 

dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat 

dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta 

tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk 

mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, 

yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, 

keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, 

inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan 

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan 

berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

ada. 

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi 

seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera 

Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan 

dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan 

yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten 

maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan 

ketimpangan antar wilayah. 
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Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif 

masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga 

diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan 

berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, 

diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.  

 

Misi  

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi 

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 

Misi 1 :  Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas,  

sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan 

berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang 

berdaya saing. 

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan 

manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya 

kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, 

memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional 

sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing. 

Sasaran:  

1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM. 

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan. 

3) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan. 

4) Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. 
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Misi 2 :  Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal  

dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang 

berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah  

Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga 

mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di 

tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor 

unggulan daerah. 

Sasaran: 

1) Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan 

Daerah. 

2) Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah. 

3) Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. 

 

Misi 3 :  Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan  

pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya 

mengatasi perubahan iklim. 

Tujuan 3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan 

energi dan kedaulatan air. 

Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air 

saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

Ketahanan pangan diwujudkan melalui tersedianya kebutuhan 

pangan, dapat diakses dan terjangkau, dan bermanfaat bagi 

masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Manajemen pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk 

memastikan pasokan air bersih yang cukup. 

Sasaran: 

1) Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air. 

2) Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan 

(Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan). 
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Tujuan 4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan 

pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga memastikan 

kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan, 

utamanya penurunan emisi gas rumah kaca dan timbulan 

persampahan. 

Sasaran: 

1) Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

 

Misi 4 :  Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi  

antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas 

dan ramah lingkungan. 

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah 

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar 

wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan 

aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan 

yang baik memungkinkan distribusi barang jasa menjadi lebih efisien 

antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan. Dalam Era 

digitalisasi keberadaan layanan internet sangat penting sehingga akses 

internet di area remote perlu ditingkatkan. 

Sasaran : 

1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang 

Berkualitas 

Tujuan 6. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat  

Peningkatan akses infrastruktur dasar masyarakat di wilayah terpencil 

sangat penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan 

dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan 

dapat mengurangi beban hidup masyarakat, dan menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat. 
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Sasaran: 

1) Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi 

2) Meningkatnya Akses Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 

Tujuan 7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana 

Pengelolaan bencana untuk meminimalkan dampak dan risiko 

bencana terhadap masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan 

masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem pengelolaan bencana 

yang baik dilakukan dengan mitigasi bencana dan memperhatikan 

wilayah-wilayah yang rentan bencana seperti banjir, tanah longsor, 

kebakaran dan lain lain. 

Sasaran: 

1) Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana 

 

Misi 5 :  Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta  

perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka 

kemiskinan 

Tujuan 8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat 

Peningkatan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  dilakukan  dengan 

menciptakan lapangan kerja dengan kontribusi UMKM yang cukup 

sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang 

layak. Kesejahteraan sosial diupayakan dengan memperkuat sistem 

perlindungan sosial yang baik, utamanya bagi masyarakat yang rentan 

terhadap gejolak ekonomi. 

Sasaran 

1) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha 

2) Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial 

 

Misi 6 :  Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan  

 yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang  

 berkualitas 
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Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan (government governance) merupakan 

struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi 

pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam 

meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan 

kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur 

pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

Sasaran: 

1) Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi 

2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 

Misi 7 :  Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam  

masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan 

berorientasi pada kearifan lokal. 

Tujuan 10. Terwujudnya Stabilitas Sosial 

Stabilitas sosial sangat penting dalam memastikan keberlanjutan 

pembangunan dan mencegah terjadi konflik yang dapat mengganggu 

kehidupan sosial ekonomi. Harmoni antar kelompok dengan 

meningkatkan toleransi antar kelompok sebagai pengejawantahan 

nilai-nilai Pancasila di tengah keragaman sosial, budaya dan agama 

diperlukan untuk menciptakan rasa saling menghargai sehingga dapat 

mengurangi potensi konflik. 

Sasaran 

1) Menguatnya Ketentraman di Masyarakat 

2) Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan 

 

c. Strategi dan Arah Kebijakan 

 Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan 

perencanaan integratif tentang bagaimana pemerintah daerah 
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mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 

Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan 

perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja 

mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program 

yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut 

dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya 

memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

 Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

strategi dan arah kebijakan daerah memiliki peran yang sangat 

penting. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan 

arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah 

kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan 

program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan 

dilaksanakan selama lima tahun ke depan. 

 Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029, 

dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 

berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan 

pembangunan daerah pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut: 

 

 
NO 

ISU 
STRATEGIS 

 
MISI 

ARAH KEBIJAKAN 
RPJMD 2025-2029 

 
STRATEGI 

1 2 3 4 5 

1. Isu 3 : 
Layanan 

Pendidikan 
dan 
Kesehatan 

Belum 
Optimal 

 
Isu 1 : 

Kemiskinan 
dan stunting 

masih tinggi 

Misi 1 : 
Mewujudkan 

masyarakat 
Sumatera Selatan 
yang berkualitas, 

sehat, cerdas, 
inovatif, 
produktif, ber 
akhlak, ber 

keadilan, dan 

berkeadaban 
melalui 
peningkatan 
pengetahuan, 
keterampilan, dan 

1. Meningkatan Akses 
dan Mutu Layanan 

Kesehatan Kuratif, 
Preventif dan Promotif 

1. Melanjutkan Program Berkat 

Plus (berobat dengan KTP + 

rumah singgah) 

2. Mengembangkan program 

Sambang Rawat (layanan 

kesehatan langsung ke 

rumah warga miskin) 

3. Meningkatkan kualitas 

kesehatan perempuan dan anak 

2. Meningkatkan kualitas 
tenaga kesehatan dan 
fasilitas kesehatan 

1. Meningkatan kualitas serta 

pembanguan  sarana  dan  

prasarana kesehatan 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

kemampuan 
sumber daya 

manusia 
Sumatera Selatan 

yang berdaya 
saing 

sesuai dengan 
standar pelayanan 

kesehatan. 

2. Meningkatan kuantitas dan 

kualitas tenaga kesehatan 

3. Meningkatan akses, 

partisipasi, dan 

motivasi masyarakat 

atau peserta didik 

dalam menempuh 

pendidikan 

3. Meningkatan Program Sekolah 

Gratis yang Berkeadilan 

4. Penguatan Pendidikan Karakter 

dan Keterampilan Hidup 

4.  Meningkatan kualitas 
tenaga pendidik, 

kurikulum, dan 
sarana- prasarana 

pendidikan 

1. Meningkatan Kuantitas dan 

Kualitas Tenaga Pendidik 

2. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas Fasilitas Pendidikan 

3. Mengembangkan Kurikulum 

Berbasis Lokal sesuai potensi 

daerah 

4. Meningkatkan Tata Kelola dan 

Sistem Informasi Pendidikan 

5. Meningkatkan kerja sama 

daerah, perguruan tinggi dan 

para pemangku kepentingan 

lainnya dalam riset dan inovasi 

5. Meningkatkan layanan 

perpustakaan sesuai 

standar perpustakaan 

nasional 

1. Meningkatkan Tingkat 

Kegemaran Membaca 

6. Meningkatkan kualitas 

kompetensi pemuda 

1. Mendorong lembaga-lembaga 

2. berorientasi pertanian untuk 

melahirkan agripreneur untuk 

kemajuan daerah. 

  2. Isu 2 : 
Produktivita 
s Pertanian 
dan Hilirasi 
Komoditi 
Unggulan 
Belum 

Optimal 

Isu 6 : 
Peningkata
n Daya 
Saing dan 
Realisasi 
Investasi 
Belum 

Optimal 

 

Isu 7 : 
Rendahnya 

Kapasitas 
Fiskal dalam 
Mendorong 
Pengembang 

an Wilayah 

Misi 2 : 
Mewujudkan 
Ketahanan ekonomi 
berbasis sumber 
daya lokal dan 
berkelanjutan 
dalam kerangka 

ekonomi kerakyatan 
yang berkeadilan 
untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
Masyarakat. 

1 Optimalisasi 

Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

1. Meningkatkan Produksi 

Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan dan Perikanan 

2. Meningkatkan Akses Permodalan 

dan Sarana Pertanian 

2 Pengembangan 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

1. Meningkatkan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata 

2. Meningkatkan kapasitas SDM 

pariwisata dan ekonomi kreatif 

3 Peningkatan 
Penerimaan dan 
Pendapatan Daerah 
dari Sektor ESDM 

1. Meningkatkan Produksi Minerba 

2. Optimalisasi Tata Kelola mineral 

dan batubara 

4 Peningkatan 

Kemudahan 

Berinvestasi 

1. Meningkatkan Pelayanan 

Perizinan yang Terintegrasi 

Secara Elektronik (OSS) 

2. Meningkatkan Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

5 Meningkatkan 

Promosi Penanaman 

Modal 

1. Meningkatkan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

2. Meningkatkan Penguatan 

Strategi Promosi 

6 Peningkatan Ekspor ke 

Luar Negeri 

1. Meningkatkan Penguatan 

Kapasitas dan Kompetensi 

Pelaku Usaha Ekspor 

2. Diversifikasi dan Peningkatan 

Kualitas Produk Ekspor 

3. Meningkatkan Akses Pasar 

Ekspor 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

7 Peningkatan 

Perdagangan Antar 

Wilayah 

1. Meningkatkan kualitas sarana 

perdagangan dan distribusi 

barang 

2. Meningkatkan kemudahan 

proses perizinan dan 

pendaftaran berusaha 

3. Meningkatkan tertib niaga 

dan mutu produk 

8 Upaya Stabilisasi Harga 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang Strategis 

1. Meningkatkan Penguatan 

Mekanisme Pemantauan dan 

Pengawasan Harga 

2. Meningkatkan Penguatan Sistem 

Distribusi dan Logistik 

3. Meningkatkan Kapasitas dan 

Ketahanan Pasokan Barang 

Strategis 

9 Peningkatan Efektivitas 

Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah (TPID) 

1. Meningkatkan Efektivitas 

Pelaksanaan Program dan 

Kebijakan Pengendalian Inflasi 

2. Meningkatkan Kapasitas TPID 

dalam Analisis dan Perumusan 

Kebijakan 

10 Optimalisasi upaya 

Pendalaman/ 

Intermediasi Sektor 

Keuangan 

1. Meningkatkan Penguatan

 Peran 

Perbankan dan Lembaga 

Keuangan 

2. Meningkatkan Literasi dan 

Inklusi Keuangan 

3. Meningkatkan Pengembangan 

Inovasi dan Digitalisasi 

Keuangan 

4. Meningkatkan Penguatan 

Koordinasi Antar Pemangku 

Kepentingan 

  3. Isu 2 : 
Produktivitas 

Pertanian 
dan 

Hilirisasi 
Komoditi 
Unggulan 
Belum 

Optimal 
Isu 8 : 

Transformasi 
Ekonomi dan 
Transisi 

Energi 
Berkeadilan 

Misi 3 : 
Mewujudkan 
keterkaitan (nexus) 

yang kuat antara 

ketahanan 
pangan, 
ketahanan energi, 
dan kedaulatan air 

sebagai upaya 
mengatasi 
perubahan iklim 

1. Peningkatan 

Ketersediaan Pangan 

1. Meningkatkan Ketersediaan Stok 

Pangan 

2. Meningkatkan Efisiensi 

Distribusi dan Rantai Pasok 

Pangan 

2. Peningkatan 

Keterjangkauan 

Pangan 

1. Meningkatkan Pengendalian 

Harga Komoditas Pangan 

2. Meningkatkan Upaya 

pengurangan Disparitas Harga 

Antar wilayah 

3. Peningkatan 

Pemanfaatan Pangan 

1. Meningkatkan  Kecukupan  

Konsumsi Pangan 

2. Meningkatkan Akses 

Masyarakat terhadap Pangan 

Bergizi dan Berkualitas 

4. Peningkatan 

Ketersediaan Energi 

1. Meningkatkan Upaya Efisiensi 

Energi 

2. Meningkatkan Upaya 

Peningkatan Konservasi Energi 

3. Pengurangan Ketergantungan 

terhadap Energi Fosil 

5. Peningkatan 

Aksesibilitas Energi 

1. Meningkatkan Upaya 

Peningkatan Cakupan 

Jaringan Distribusi Energi 

2. Meningkatkan Pemanfaatan 
Energi Baru dan Terbarukan 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

(EBT) di Daerah Terpencil 

6. Peningkatan 

Keterjangkauan Energi 

1. Meningkatkan Upaya 

Penurunan Harga Energi 

2. Meningkatkan Subsidi dan 

Insentif energi untuk 

Kelompok Rentan 

7. Peningkatan 

Konservasi Sumber 

Daya Air 

1. Meningkatkan Upaya 

Rehabilitasi Lahan Kritis 

2. Meningkatkan Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Berkelanjutan 

3. Optimalisasi Peran 

Masyarakat dalam Konservasi 

Tanah dan Air 

8. Peningkatan 

Pendayagunaan Air 

1. Meningkatkan  Pembangunan dan 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

2. Meningkatkan Efisiensi dan 

Efektivitas Sistem Pengelolaan 

Irigasi 

3. Meningkatkan Kapasitas 

Kelembagaan dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengelolaan 

Irigasi 

9. Peningkatan 

Kemitraan dalam 

Hilirisasi 

1. Meningkatkan Promosi Terkait 

Potensi Hilirisasi 

2. Meningkatkan Akses 

Pembiayaan bagi Mitra Industri 

10. Peningkatan Fasilitas 

Pendukung Industri 

Hilir 

1. Regulasi dan Kebijakan yang 

Mendukung Pengembangan 

Fasilitas Pendukung Hilirisasi 

2. Meningkatkan Penyediaan 

Infrastruktur Pendukung 

Hilirisasi 

11. Peningkatan

 Daya Saing Produk 

Hilir 

1. Meningkatkan Penguatan 

Kapasitas Produksi dan 

Kualitas Produk 

2. Meningkatkan Penguatan 

Riset dan Inovasi Produk 

12. Peningkatan Akses 

Pasar Produk Hilir 

1. Meningkatkan Penguatan 

Promosi dan Branding Produk 

2. Meningkatkan Pengembangan 

Jaringan Distribusi Produk 

13. Meningkatkan 

pengelolaan Sumber 

Daya Air untuk 

mewujudkan 

kedaulatan air di 

Sumatera Selatan 

1. Meningkatkan tata kelola 

aspek konservasi Sumber 
Daya Air terutama 

menurunkan luasan lahan 
kritis dan menurunkan laju 
deforestasi pada kawasan 

Hulu (OKU Selatan, Empat 
Lawang, Lahat, Pagar Alam, 

Musi Rawas  Utara,  Musi  
Rawas,  Muara Enim) 

2. Meningkatkan tata kelola 
aspek pendayagunaan 

Sumber Daya Air terutama 
pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur 
untuk mendukung kebutuhan 
rumah tangga, ketahanan 
pangan, dan industri di 17 

Kabupaten/Kota 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

3. Meningkatkan tata kelola 

aspek pengendalian daya 

rusak air terutama pada 

pembangunan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana pengelolaan banjir 

dan longsor di 17 Kabupaten 

/Kota 

4. Meningkatkan tata kelola 
pemberdayaan masyarakat

 dan 

lembaga dalam pengelolaan 

sumber daya air di 17 

Kabupaten/kota 

5. Meningkatkan tata kelola 
sistem informasi Hidrologi, 
Hidrometeorologi, dan 

Hidrogeologi  untuk 
mendukung pengelolaan 
sumber daya air di 17 
Kabupaten/kota 

14. Meningkatkan 
kualitas lingkungan 
hidup dan 
menurunkan emisi 
Gas Rumah kaca 
untuk mendukung 
pembanguna yang 
berkelanjutan 

1. Meningkatkan kualitas 
tutupan lahan dan ekosistem 
gambut pada kawasan Hulu 
dan pesisir (OKU Selatan, 
Empat Lawang, Lahat, Pagar 
Alam, Musi Rawas  Utara,  
Musi  Rawas,  Muara Enim, 
Ogan Komering Ilir, 
Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi 
Banyuasin). 

 2. Meningkatkan kualitas air dan 
udara melalui penerapan baku 
mutu pencemaran air dan 
udara berdasarkan kondisi 
lingkungan hidup yang baik 
dan sehat, penegakkan 
hukum lingkungan dan 
pengawasan dalam penerapan 

baku mutu pencemaran  air  
dan  udara  di  17 
kabupaten/Kota 

 3. Meningkatkan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 

hidup dengan prinsip keadilan 
ekologis, dan keadilan bagi  
generasi  mendatang  di  
17 kabupaten/Kota 

 4. Meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kerjasama antar 

lembaga baik pemerintah 
maupun non pemerintah yang 
kuat dalam pengelolaan dan 

pengendalian lingkungan 
hidup yang sehat di 17 

kabupaten/Kota 

  4. Isu 4 : 

Pemerataan 
Infrastruktur 

Dasar dan 

Konektivitas 
Belum 
Optimal 

 
Isu 5 : 

Misi 4 : 

Meningkatkan 
pembangunan 

infrastruktur yang 

terintegrasi antar 
kabupaten/kota 
dan pelayanan 
dasar yang 
berkualitas dan 

1. Meningkatkan 
Infrastruktur 
Konektivitas yang 

terintegrasi antar 

kawasan untuk 
mendukung 
pergerakan orang dan 
barang dalam rangka 
meningkatkan 

1. Meningkatkan Pembangunan 

dan Pemeliharaan 

infrastruktur jalan dan 

jembatan kewenangan 

Provinsi di 16 Kabupaten/Kota 

kecuali Kota Prabumulih 

2. Meningkatkan Pembangunan 
dan Pemeliharaan 
infrastruktur simpul 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

Mitigasi 
Bencana 

Kebakaran 
Hutan Lahan 

Banjir, dan 
Tanah 
Longsor 

Belum 
Optimal 

ramah lingkungan perekonomian dan 
pembangunan 

wilayah di Provinsi 
Sumatera Selatan 

transportasi darat (Terminal 
tipe B di Lubuk linggau, 

Palembang, Musi Banyuasin, 
Ogan Ilir, OKU Timur dan 

OKU Selatan) 

3. Mewujudkan pembangunan 

pelabuhan Palembang Baru di 

Tanjung Carat Kabupaten 

Banyuasin 

4. Meningkatkan Pembangunan 

dan Pemeliharaan 

infrastruktur integrasi multi 

moda angkutan umum 

(Metropolitan Patungraya 

Agung) 

5. Meningkatkan Pembangunan 
dan Pemeliharaan 

infrastruktur keselamatan 
trasnportasi darat dan 
sungai 

6. Melanjutkan pembangunan 

infrastruktur yang merata dan 

terintegrasi dengan 

pembangunan infrastruktur 

yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat dan 

kabupaten/kota. 

7. Mendorong beroperasionalnya  

jalan khusus angkutan 

batubara 

2. Meningkatkan 

pembangunan 

infrastruktur dasar 

yang berkualitas, 

merata, dan 

berwawasan 

lingkungan untuk 

mendukung pelayanan 

dasar masyarakat. 

1. Mendorong kerjasama antar 

daerah dalam rangka 

penyediaan air minum skala 

regional (Metropolitan 

Patungraya Agung) 

2. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas Pelayanan Akses 

Air Minum di 17 
kabupaten/kota 

3. Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas Pelayanan Akses 

Pengelolaan Air Limbah di 17 

Kabupaten/kota 

4. Meningkatkan Kualitas dan 

Kuantitas Pelayanan 

Persampahan di 17 

Kabupaten/kota 

5. Meningkatkan Kualitas 

penyelenggaraan 
pembangunan dan penataan 
bangunan, serta lingkungan 
di Kawasan strategis Daerah 

Provinsi dan kawasan prioritas 
di 17 Kabupaten/Kota 

6. Memberikan hunian yang 

layak bagi masyarakat antara 

lain dengan melanjutkan 

program bedah rumah guna 

memberikan hunian yang 
layak bagi masyarakat kurang 

mampu, mendukung program 

penyediaan 3 juta rumah di 

17 kabupaten/kota 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

7. Mengembangkan dan 
meningkatkan infrastruktur 

pedesaan di 14 
Kabupaten/kota 

3. Meningkatkan kualitas 

tata kelola bencana 

dan ketahanan daerah 

1. Meningkatkan komunikasi, 

informasi dan edukasi rawan 

bencana di 17 

Kabupaten/Kota 

2. Meningkatkan penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Mitigasi dan Kesiapsiagaan 

Bencana di 17 

Kabupaten/Kota 

3. Meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di daerah pasca 

bencana, serta meningkatkan 
desa tangguh bencana di 17 

abupaten/Kota 

  5. Isu 1 : 

Kemiskinan 
dan Stunting 
yang masih 
tinggi 

Misi 5 : 

Memperluas 
kesempatan 
berusaha dan 
lapangan kerja 
serta 
perlindungan 
sosial yang 
terjaga untuk 
menurunkan 
angka 
kemiskinan 

1. Memperluas 

Kesempatan 

Berusaha dan 

Lapangan Kerja 

1. Mengembangkan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) melalui pelatihan, 
permodalan, dan kemudahan 
berusaha 

2. Meningkatan kualitas 

keterampilan masyarakat 

melalui pelatihan vokasi 

berbasis kebutuhan pasar 

kerja 

3. Meningkatkan kerja sama 

pemerintah dan pelaku bisnis 

untuk melahirkan pemula 

usaha serta peningkatan 

iklim investasi dengan 

kemudahan birokrasi 

4. Meningkatkan pengembangan 
infrastruktur pendukung 
usaha seperti transportasi, 

listrik, dan internet 

5. Meningkatkan kemampuan 

pemasaran dan branding 
pelaku usaha, khususnya 
UMKM, agar produk dan 
layanan mereka lebih 

kompetitif dan dikenal luas 

6. Mendorong inovasi dan 

pemanfaatan teknologi untuk 

meningkatkan daya saing 

usaha. 

2. Memperkuat 

Perlindungan Sosial 

yang Terintegrasi 

dan Berkesinam 

bungan 

1. Mengembangkan Sistem 

Informasi Terpadu serta 
mengoptimalkan DT SEN 

sebagai basis data 
penyaluran bantuan 

2. Meningkatkan Kapasitas 

Institusional melalui 

pelatihan SDM pelayanan 

sosial 

3. Meningkatkan dan 

memperluas akses layanan 

sosial bagi semua kelompok 

rentan (Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial) 
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NO 
ISU 

STRATEGIS 

 

MISI 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

4. Memperkuat peran komunitas 
(masyarakat) dalam 

perlindungan sosial 

5. Mendorong kebijakan 

untuk peningkatan upah 
minimum regional yang adil 
dan sesuai dengan kondisi 

daerah 

3. Meningkatkan 

Intervensi Terpadu 

untuk Penanganan 

Kemiskinan dan 

Stunting 

1. Meningkatkan kualitas 

program pengurangan beban 

penduduk miskin 

2. Mengembangkan dan 

meningkatkan efektivitas dan 

integrasi program untuk 

pemberdayaan penduduk 

miskin 

3. Mendorong percepatan 

pengurangan kantong-
kantong kemiskinan melalui 
peningkatan kuantitas dan 
kualitas infrastruktur dasar 

4. Meningkatkan Koordinasi 
Multisektoral melalui 
optimalisasi peran  Tim  
Percepatan  Penurunan 
Stunting Provinsi. 

5. Meningkatan pendampingan 

terhadap keluarga berisiko 

stunting 

6. Mengingkatkan implementasi 

intervensi gizi spesifik dan 

sensitif 

  6. Isu 9 : 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
dan 
Stabilitas 
Sosial 

Misi 6 : 

Meningkatkan 
penyelenggaraan 
tata kelola 
pemerintahan yang 
baik berbasis 

digital, menuju 

pelayanan publik 
yang berkualitas 

1. Penerapan Sistem 

Pemerintahan  

Digital Terintegrasi 

untuk Meningkatkan 

Efektivitas dan 

Efisiensi Pelayanan 

Publik 

1. Meningkatkan transformasi 
digital, pengembangan 
jaringan, keamanan cyber dan 

pengembangan sumber daya 

manusia digital 

2. Melakukan percepatan 

reforma agrarian tingkat 

daeerah 

3. Memperluas pemahaman 

masyarakat terhadap 

demokrasi melalui literasi 

4. Mendorong percepatan 

penyelenggaraan pemerintahan 

yang berbasis elektronik (SPBE) 

2. Penguatan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Melalui 

Teknologi Informasi 

dan Partisipasi Publik 

Digital 

1. Meningkatkan pemanfaatan 
teknologi informasi dan 
komunikasi dalam rangka 

pelayanan publik 

2. Melakukan peningkatan 

bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin dan atau 
kelompok rentan yang 

mengalami permasalahan 
hukum 

3. Memperluas peningkatan 

reformasi birokrasi dalam 

rangka tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik 

4. Mendorong dan menjamin 
keterbukaan informasi publik 
terhadap kebebasan 
berekspresi, berkumpul, dan 
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STRATEGIS 
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RPJMD 2025-2029 

 

STRATEGI 

1 2 3 4 5 

berpendapat serta 
memperkuat peran pers dan 

masyarakat sipil 

3. Meningkatkan 

kualitas tata kelola 
pemerintahan 
berbasis 

transformasi digital 
yang didukung oleh 

kualitas data dan 
informasi 

1. Meningkatkan percepatan 

Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik terutama 
untuk pelayanan publik dan 

pelayanan administrasi 
pemerintahan di 17 

Kabupaten/Kota 

2. Meningkatkan transformasi 

digital melalui pengembangan 

jaringan, keamanan cyber 

dan pengembangan sumber 

daya manusia digital di 17 

Kabupaten/Kota 

3. Meningkatkan kualitas 
pengelolaan satu data melalui 
pengelolaan data berbasis 
spasial dan non spasial untuk 
mendukung  pembangunan  
di 17 Kabupaten/Kota 

  7. Isu 9 : 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
dan 
Stabilitas 
Sosial 

Misi 7 : 
Mewujudkan 
kehidupan 
beragama, seni, 
dan budaya 
dalam 
masyarakat 
yang 
menjunjung 
tinggi toleransi 
dan berorientasi 
pada kearifan 
lokal 

1. Penguatan 

Identitas Budaya dan 

Moderasi Keagamaan 

1. Meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman masyarakat 

terkait fungsi Rumah Tahfiz 

sebagai basis pendidikan 

agama bagi anak-anak 

2. Melakukan pengembangan 

toleransi kehidupan 

beragama 

3. Mendorong Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Budaya dan Agama dalam 
penguatanmoderasi b eragam  
dan pengembangan seni 
budaya lokal 

2. Revitalisasi Seni dan 

Budaya Berbasis 

Kearifan Lokal 

1. Meningkatkan pemahaman 
nilai-nilai kebangsaan melalui 

program penguatan Pancasila, 

nilai-nilai simbur cahaya, dan 
kearifan lokal 

2. Melakukan revitalisasi seni 

budaya melalui aksara ulu 

sebagai identitas budaya 

Sumatera Selatan 

3. Mendorong pendidirian Institut 

Seni Budaya Indonesia 

Sumsel (ISBI Sumsel) 

 

 

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen 

Perencanaan Tahunan   

Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Outcome Indikator Program Prioritas Ket 

(4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 
partisipasi anak usia 
sekolah 

1. Persentase Angka Partisipasi 
Sekolah 

2. Persentase SPM Pendidikan 
3. Persentase Anak Usia 16-18 

Tahun yang berparisipasi dalam 
Pendidikan Menengah (APS) 

4. Persentase Anak usia 4-18 
tahun penyandang disabilitas 
yang berpartisipasi dalam 
pendiidkan khusus 

Program Pengelolaan 
Pendidikan 

DISDIK 

Meningkatnya kualitas 
kurikulum pendidikan 

1. Jumlah pengembangan 
Kurikulum 

2. Persentase Satuan Pendidikan 
yang Mengembangkan 
Kurikulum Muatan Lokal 

Program Pengembangan 
Kurikulum 

DISDIK 

Meningkatnya mutu 
dan distribusi pendidik 
dan tenaga pendidikan 

1. Persentase PTK 
berkualifikasi S-1 

2. Persentase Guru yang 
memiliki sertifikasi pendidik 

Program Pendidik Dan 
Tenaga Kependidikan 

DISDIK 

Meningkatnya Layanan 
Perpustakaan Sesuai 
Standar Nasional 
Perpustakaan 

1. Nilai Tingkat Kegemaran 
Membaca 

Program Pembinaan 
Perpustakaan 

DINAS 
PERPUSTAKA
AN 

Meningkatnya 
partisipasi anak usia 
sekolah 

1. Persentase Angka Partisipasi 

Sekolah 

2. Persentase SPM Pendidikan 

3. Persentase Anak Usia 16-18 

Tahun yang berparisipasi dalam 

Pendidikan Menengah (APS) 

4. Persentase Anak usia 4-18 
tahun penyandang disabilitas 
yang berpartisipasi dalam 
pendiidkan khusus 

Program Pengelolaan 

Pendidikan 

DISDIK 

Meningkatnya kualitas 
kurikulum pendidikan 

1. Jumlah pengembangan 

Kurikulum 

2. Persentase Satuan Pendidikan 
yang Mengembangkan 
Kurikulum Muatan Lokal 

Program Pengembangan 

Kurikulum 

DISDIK 

Meningkatnya mutu 
dan distribusi pendidik 
dan tenaga pendidikan 

1. Persentase PTK 

berkualifikasi S-1 

2. Persentase Guru yang 
memiliki sertifikasi pendidik 

Program Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan 

DISDIK 

Meningkatnya Layanan 
Perpustakaan Sesuai 
Standar Nasional 

Perpustakaan 

1. Nilai Tingkat Kegemaran 

Membaca 

Program Pembinaan 

Perpustakaan 

DINAS 

PERPUSTAKA

AN 

Meningkatnya mutu 
dan distribusi tenaga 
kesehatan 

1. Rasio tenaga kesehatan dan 

tenaga medis terhadap populasi 

2. Persentase Peningkatan 
Kompetensi SDM Bidang 
Kesehatan 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

DINAS 

KESEHATAN 
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Outcome Indikator Program Prioritas Ket 

(4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

1. Persentase kab/kota yang 

memiliki RS Pemerintah Daerah 

dengan Ketersediaan Sarana, 

Prasarana, dan Alat Kesehatan 

(SPA) sesuai standar 

2. Tingkat Kepuasan Pasien 

Terhadap Layanan Kesehatan 

3. Angka Kematian Ibu (AKI) 

4. Prevalensi Stunting (Pendek 
dan Sangat Pendek) pada 
Balita 

Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

DINAS 

KESEHATAN 

RSUD SITI 

FATIMAH 

 

RSK GIGI 

DAN MULUT 

 

RSK MATA 

 

RS ERNALDI 

BAHAR 

Meningkatnya kualitas 
pemberdayaan 
masyarakat bidang 
kesehatan 

1. Persentase Kabupaten Kota 

dengan Minimal 75% Posyandu 

Siklus Hidp yang Aktif 

2. Persentase Masyarakat Bidang 

Kesehatan Yang diberdayakan 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan  

DINAS 

KESEHATAN 

Meningkatnya Daya 
Saing Kepemudaan 

1. Rasio Wirausaha Pemuda Program 

pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

DISPORA 

Meningkatnya kualitas 
dan efektivitas 
penyelenggaraan PUG 
dan peran perempuan 
dalam 
pembangunan 

1. Persentase Anggaran 

Responsif Gender (ARG) 

2. Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) Perempuan 

Program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

DPPPA 

Meningkatnya 
pemanfaatan data 
gender dan anak 

1. Tingkat Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Perencanaan, Evaluasi dan/ 
atau Penyusunan Kebijakan 

Program Pengelolaan 

Sistem Data Gender dan 

Anak 

DPPPA 

Menurunnya kekerasan 
terhadap perempuan 

1. Persentase Perempuan Korban 

Kekerasan dan TPPO yang 

Mendapatkan Layanan 

Komprehensif 

Program Perlindungan 

Perempuan 

DPPPA 

Meningkatnya 
pencegahan dan 
penanganan tindak 
kekerasan, eksploitasi, 
penelantaran, 
perkawinan dan 
perlakuan salah 
lainnya terhadap anak 

1. Persentase Anak Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang 

Mendapatkan Layanan 

Komprehensif 

2. Indeks Perlindungan Khusus 

Anak 

Program Perlindungan 

Khusus Anak 

DPPPA 

Terjaminnya 
pemenuhan hak 
semua anak secara 
komprehensif 

1. Indeks Pemenuhan Hak Anak 

(IPHA) 

Program Pemenuhan 

Hak Anak 

DPPPA 

Meningkatnya kualitas 
keluarga dalam 
mendukung 
kesetaraan gender, 
pemenuhan hak, serta 
perlindungan 
perempuan dan Anak 

1. Pembelajaran Keluarga 

(Puspaga)yang Berspektif 

Gender dan Hak Anak Sesuai 

Standar 

Program Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

DPPPA 
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Outcome Indikator Program Prioritas Ket 

(4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
sarana pertanian 

1. Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan 

2. Peningkatan Produksi 

Hortikultura 

3. Luas Pengembangan Komoditi 

Tanaman Pangan 

4. Luas Pengembangan Komoditi 

Hortikultura 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
prasarana pertanian 

1. Cakupan Luas Lahan Pertanian 

yang ditetapkan menjadi LP2B 

2. Peningkatan Luas Lahan Siap 

Tanam : Padi 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya 
Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

1. Persentase penanganan 

bencana pertanian 

2. Persentase penanganan DPI 

terhadap pertanian 

3. Luas Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian Provinsi 

- Tanaman Pangan 

- Hortikultura 

Program Pengendalian 

dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM Bidang 
Penyuluh Pertanian 

1. Persentase SDM Penyuluh 

Pertanian yang ditingkatkan 

2. Persentase Kelembagaan 

Koperasi Tani yang Dibentuk 

dan Beroperasi 

3. Jumlah Kelembagaan penyuluh 

yang meningkat kapasitasnya 

4. Jumlah kelembagaan petani 

yang meningkat kapasitasnya 

5. Jumlah kemitraan usaha tani 

Program Penyuluhan 

Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya daya 
tarik destinasi 
pariwisata 

1. Angka Kumulatif Jumlah Desa 

Wisata yang dikembangkan 

2. Persentase pertumbuhan 
Kunjungan Wisatawan 

Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

DISBUDPAR 

Meningkatnya 
Jangkauan Pemasaran 
Pariwisata 

1. Jumlah Wisatawan 

Mancanegara 

2. Jumlah Wisatawan Nusantara 

Program Pemasaran 

Pariwisata 

DISBUDPAR 

Meningkatnya kualitas 
melalui ekosistem 
kreatif 

1. Persentase Pelaku Ekonomi 

Kreatif yang Memiliki Kekayaan 

Intelektual 

Program 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Melalui 

Pemanfaatan dan 

Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual 

DISBUDPAR 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

1. Nilai Tambah Ekonomi 

Kreatif 

Program 

pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

DISBUDPAR 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
sarana pertanian 

1. Peningkatan Produksi 

Komoditas Peternakan: 

- Jumlah Produksi Daging 
- Jumlah Produksi Telur 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

DKPP 
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Outcome Indikator Program Prioritas Ket 

(4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 
pengendalian 
kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat 
veteriner 

1. Persentase Wilayah yang 

terkendali dari penyakit 

hewan menular strategis 

2. Persentase Unit Usaha Pangan 

Asal Hewan yang Memiliki 

Sertifikat Pra NKV atau NKV 

(Nomor Kontrol Veteriner) 

Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

DKPP 

Meningkatnya 
kapasitas SDM bidang 
penyuluh pertanian 

1. Persentase SDM Penyuluh 

Pertanian yang Ditingkatkan 

Program Penyuluhan 

Pertanian 

DKPP 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
sarana pertanian 

1. Luas Pengembangan 

Komoditi Perkebunan (ha) 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

sarana pertanian 

DINAS 

PERKEBUNA

N 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
prasarana 
pertanian 

1. Persentase realisasi 

pembangunan prasarana 

perkebunan 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

prasarana pertanian 

DINAS 

PERKEBUNA

N 

Meningkatnya 
pengendalian dan 
penanggulangan 
bencana perkebunan 

1. Luas Areal yang tertanggulangi 

dari serangan OPT dan 

Gangguan Usaha 

Program Pengendalian 

dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

DINAS 

PERKEBUNA

N 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM Bidang 
Penyuluh Pertanian 

1. Persentase SDM Penyuluh 

Pertanian yang Ditingkatkan 

Program Penyuluhan 

Pertanian 

DINAS 

PERKEBUNA

N 

Meningkatnya realisasi 
pembangunan industri 

1. Rasio Sektor Industri 

Pengolahan terhadap PDRB 

(Kontstribusi Sektor Industri 

terhadap PDRB) (%) 

2. Persentase Pertumbuhan 

Sektor Industri Pengolahan 

3. Proporsi Jumlah Industri Kecil 
dan Menengah pada Level 
Provinsi 

Program Perencanaan 

dan Pembangunan 

Industri 

DINAS 

PERINDUSTR

IAN 

Meningkatnya tata 
kelola mineral dan 
Batubara 

1. Persentase terlaksananya 

Pengelolaan Mineral dan 

Batubara di Wilayah Provinsi 

2. Luas WPR yang Diusulkan 

Pemerintah Daerah 

3. Jumlah Rekomendasi terhadap 
Usulan IPR 

Program Pengelolaan 

Mineral Dan Batubara 

DINAS ESDM 

Meningkatnya 
produktivitas hasil 
hutan 

1. Kontribusi Sektor Kehutanan 
terhadap PDRB 

Program Pengelolaan 

Hutan 

DINAS 

KEHUTANAN 

Meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia 
di bidang kehutanan 

1. Persentase Peningkatan 

Kelompok Tani Hutan (KTH) 

2. Persentase Peningkatan 
Kelas Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS) 

Program Pendidikan dan 

Pelatihan, Penyuluhan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang 

Kehutanan 

DINAS 

KEHUTANAN 

Meningkatnya 
kelestarian sumber 
daya alam hayati dan 
ekosistemnya 

1. Indeks Keanekaragaman 

Hayati 

Program Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Hayati dan 

Ekosistemnya 

DINAS 

KEHUTANAN 

Meningkatnya 
Kemudahan 

1. Realisasi Total Terhadap 

Target Investasi (%) 

Program 

Pengembangan Iklim 

DPMPTSP 
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Outcome Indikator Program Prioritas Ket 

(4) (5) (6) (7) 

Berinvestasi Penanaman Modal 

Meningkatnya 
jangkauan promosi 
penanaman modal 

1. Persentase peningkatan 
investor yang berinvestasi 

Program Promosi 

Penanaman Modal 

DPMPTSP 

Terkendalinya 
pelaksanaan 
penanaman modal 

1. Presentase penyelesaian 
permasalahan dan hambatan 
yang dihadapi pelaku usaha 
dalam menjalankan usaha 

Program Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

DPMPTSP 

Meningkatnya 
pemanfaatan data 
dan informasi 
penanaman modal 

1. Persentase Pemanfaatan 

Data dan Informasi 

Penanaman Modal 

Program Pengelolaan 

Data dan Sistem 

Informasi Penanaman 

Modal 

DPMPTSP 

Meningkatnya 
perizinan berusaha 
berbasis risiko 

1. Persentase Pelaku Usaha 

Yang Memperoleh Izin 

Sesuai Ketentuan 

Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

DPMPTSP 

Meningkatnya pelaku 
usaha yang 
berorientasi ekspor 

Nilai Ekspor Barang Program 

Pengembangan Ekspor 

DINAS 

PERDAGANG

AN 

Meningkatnya kualitas 
sarana perdagangan 
dan distribusi barang 
yang efisien, merata 
dan terintegrasi 

Persentase sarana 

perdagangan yang 

ditingkatkan kualitasnya 

Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

DINAS 

PERDAGANG

AN 

Meningkatnya Tertib 
Niaga dan Mutu 
Produk 

Persentase penanganan 

pengaduan konsumen 

Program Standardisasi 

dan Perlindungan 

Konsumen 

DINAS 

PERDAGANG

AN 

Meningkatnya 
Penggunaan dan 
Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

Persentase Promosi Produk 

Lokal yang 

Difasilitasi/Dilaksanakan 

Program Penggunaan 

dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri 

DINAS 

PERDAGANG

AN 

Meningkatnya 
kelancaran distribusi 
dan stabilitas harga 
barang kebutuhan 
pokok dan barang 
penting 

Persentase Stabilisasi Harga 

Barang Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting 

Program Stabilisasi 

Harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang 

Penting 

DINAS 

PERDAGANG

AN 

Meningkatnya kualitas 
layanan izin usaha 
simpan pinjam 

Persentase koperasi yang 

memiliki izin usaha simpan 

pinjam 

Program Pelayanan Izin 

Usaha Simpan Pinjam 

DISKOP UKM 

Meningkatnya 
pembinaan dan 
pengawasan koperasi 

Persentase pengawasan 

dan pemeriksaan koperasi 

Program Pengawasan 

dan Pemeriksaan 

koperasi 

DISKOP UKM 

Meningkatnya kinerja 
pengelolaan koperasi 

Persentase koperasi aktif Program Penilaian 

Kesehatan KSP/USP 

Koperasi 

DISKOP UKM 

Meningkatnya kualitas 
SDM perkoperasian 

Persentase koperasi yang 

diberikan dukungan fasilitasi 

pelatihan 

Program Pendidikan dan 

Pelatihan Perkoperasian 

DISKOP UKM 

Meningkatnya 
produktivitas koperasi 

Persentase meningkatnya 

koperasi yang berkualitas 

Program Pemberdayaan 

dan Perlindungan 

Koperasi 

DISKOP UKM 
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Meningkatnya kualitas 
kebijakan pengelolaan 
perekonomian dan 
pernbangunan 

Persentase Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

Pengelolaan Perekonomian 

dan Pembangunan 

Program Perekonomian 

dan Pembangunan 

BIRO 

PEREKONOM

IAN 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
sarana pertanian 

1. Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan 

2. Peningkatan Produksi 

Hortikultura 

3. Luas Pengembangan Komoditi 

Tanaman Pangan 

4. Luas Pengembangan Komoditi 
Tanaman Hortikultura 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya 
distribusi dan kualitas 
prasarana pertanian 

1. Cakupan Luas Lahan Pertanian 

yang ditetapkan menjadi LP2B 

2. Peningkatan Luas Lahan Siap 

Tanam: Padi 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM Bidang 
Penyuluh Pertanian 

1. Persentase SDM Penyuluh 

Pertanian yang Ditingkatkan 

2. Persentase Kelembagaan 

Koperasi Tani yang Dibentuk 

dan Beroperasi 

3. Jumlah kelembagaan penyuluh 

yang meningkat kapasitasnya 

4. Jumlah kelembagaan petani 

yang meningkat kapasitasnya 

5. Jumlah kemitraan usaha tani 

Program Penyuluhan 

Pertanian 

DINAS 

PERTANIAN 

TPH 

Menurunnya 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup 

1. Indeks Kualitas Udara 

2. Indeks Kualitas Air 

3. Indeks Kualitas Lahan 

4. Indeks Kualitas Air Laut 

Program Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

DLHP 

Meningkatnya Tata 
Kelola Persampahan 

1. Indeks Kinerja Pengelolaan 
Sampah (IKPS) 

Program Pengelolaan 

Persampahan 

DLHP 

Meningkatnya 
efektivitas kajian 
lingkungan untuk 
memitigasi dampak 
KRP 

1. Persentase Rekomendasi 

Kajian Lingkungan Hidup yang 

ditindaklanjuti 

Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

DLHP 

Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

1. Indeks Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(IPKH) 

Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

DLHP 

Meningkatnya 
Penanganan Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun (B3) Limbah 
Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah 
B3) 

1. Persentase Limbah B3 yang 

Terkelola 

Pengendalian Bahan 

Berbahaya Dan Beracun 

(B3) Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun 

(Limbah B3) 

DLHP 

Meningkatnya 
kepatuhan usaha 
dan/atau kegiatan 
terhadap persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

1. Ketaatan Penanggung Jawab 

usaha dan/atau Kegiatan 

terhadap Izin Lingkungan, 

Izin PPLH dan PUU LH 

Program Pembinaan 

Dan Pengawasan 

Terhadap Izin 

lingkungan Dan Izin 

Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan 

DLHP 
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Hidup 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM bidang 
Lingkungan Hidup 

1. Persentase Penyuluh 

Lingkungan Hidup yang 

ditingkatkan kompetensinya 

Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan 

Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

DLHP 

Meningkatnya Kinerja 
Pemangku 
Kepentingan dalam 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

1. Persentase Partisipasi 

Masyarakat dalam Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

DLHP 

Meningkatnya 
Penyelesaian Sengketa 
/ Kasus Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup 

1. Persentase Penyelesaian 

Sengketa / Kasus Tindak 

PidanaLingkungan Hidup 

Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

DLHP 

Meningkatnya 
kapasitas MHA dan 
kearifan lokal, 
pengetahuan 
tradisional dan hak 
MHA yang terkait 
dengan PPLH 

1. Persentase Masyarakat 

Hukum Adat yang 

ditingkatkan kapasitasnya 

Program Pengakuan 

Keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat (MHA), 

Kearifan Lokal dan Hak 

MHA yang Terkait 

dengan PPLH 

DLHP 

Meningkatnya 
perlindungan 
masyarakat terhadap 
banjir dan 
meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
irigasi 

1. Persentase Peningkatan 

Perlindungan Kawasan 

Permukiman Rawan Banjir 

2. Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan provinsi yang 

dilayani oleh jaringan irigasi 

3. Debit air baku yang 
dihasilkan (liter/detik) 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (SDA) 

DINAS PSDA 

Meningkatnya 
pengelolaan sumber 
daya ekonomi untuk 
kedaulatan dan 
kemandirian pangan 

1. Persentase jumlah 

cadangan pangan 

Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 
untuk Kedaulatan dan 
Kemandirian Pangan 

DKPP 

Meningkatnya 
Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

1. Skor Pola Pangan Harapan Program Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

DKPP 

Meningkatnya 
Penanganan 
Kerawanan Pangan 

1. Persentase Daerah Rentan 
Rawan Pangan 

Program Penanganan 

Kerawanan Pangan 

DKPP 

Meningkatnya 
Pengawasan Mutu dan 
Keamanan Pangan 

1. Persentase Pangan Segar 

yang memenuhi 

persyaratan dan Mutu 

Keamanan Pangan 

Program Pengawasan 

Keamanan Pangan 

DKPP 
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Meningkatnya tata 
kelola energi baru 
terbarukan 

1. Persentase Pelaksanaan 

Program Pengelolaan Energi 

Terbarukan 

2. Porsi EBT dalam Bauran 
Energi 

Program Pengelolaan 

Energi Terbarukan 

DINAS ESDM 

Meningkatnya cakupan 
pelayanan kelistrikan 

1. Jumlah Dokumen dan Laporan 

Program Pengelolaan 

Ketenagalistrikan 

2. Rasio Elektrifikasi 

Program Pengelolaan 

Ketenagalistrikan 

DINAS ESDM 

Laut, pesisir dan 
pulau-pulau kecil 
sebagai sumber nilai 
tambah ekonomi 
kelautan dan 
perikanan 

1. Kontribusi Sektor Perikanan 

terhadap PDRB 

Program Pengelolaan 

Kelautan, Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil 

DISLUTKAN 

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

1. Jumlah Produksi Perikanan 

Budidaya 

Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

DISLUTKAN 

Meningkatnya 
konsumsi ikan oleh 
masyarakat 

1. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Program Pengolahan Dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

DISLUTKAN 

Meningkatnya 
pemanfaatan informasi 
industri 

1. Tersedianya Informasi 

Industri Secara Lengkap, 

Akurat, dan Terkini 

Program Pengelolaan 

Sistem Informasi Industri 

Nasional 

DINAS 
PERINDUSTRI
AN 

Meningkatnya kualitas 
perizinan berusaha 
sektor perindustrian 

1. Persentase Izin Usaha Industri 

yang Diterbitkan 

Program Pengendalian 

Izin Usaha Industri 

DINAS 
PERINDUSTRI
AN 

Meningkatnya 
efektivitas kajian 
lingkungan untuk 
memitigasi dampak 
KRP 

1. Persentase Rekomendasi 

Kajian Lingkungan Hidup yang 

ditindaklanjuti 

Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

DLHP 

Menurunya 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup 

1. Indeks Kualitas Air (IKA) 

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 

3. Indeks Lahan (IKL) 

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 

Program Pengendalian 

Pencamaran dan/atau 

kerusakan lingkungan 

hidup 

DLHP 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan 
keanekaragaman 
hayati 

1. Indeks Pengelolaan 

Keanekaragaman hayati (IPKH) 

Program Pengelolaan 

Keanekaragaman hayati 

DLHP 

Meningkatnya 
Penanganan Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun (B3) Limbah 
Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3) 

1. Persentase limbah B3 yang 

terkelola 

Pengendalian Bahan 

Berbahaya Dan Beracun 

(B3) Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun 

(Limbah B3) 

DLHP 

Meningkatnya 
kepatuhan usaha 
dan/atau kegiatan 
terhadap persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

1. Ketaatan Penanggung Jawab 

usaha dan/atau Kegiatan 

terhadap Izin Lingkungan, 

Izin PPLH dan PUU LH 

Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

DLHP 
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Meningkatnya 
Kapasitas SDM bidang 
lingkungan Hidup 

1. Persentase Penyuluh 

Lingkungan Hidup yang 

ditingkatkan kompetensinya 

Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan 

Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

DLHP 

Meningkatnya Kinerja 
Pemangku 
Kepentingan dalam 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

1. Persentase Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Perlindungan dan Pengolaan 

Lingkungan Hidup 

Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

DLHP 

Meningkatnya 
Penyelesaian Sengketa 
/ Kasus Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup 

1. Persentase Penyelesaian 

Sengketa / Kasus Tindak 

Pidana Lingkunga Hidup 

Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

DLHP 

Meningkatnya Tata 
Kelola Persampahan 

1. Indeks Kinerja Pengelolaan 

Sampah (IKPS) 

Program Pengelolaan 

Persampahan 

DLHP 

Meningkatnya 
aksesibiltas 
masyarakat yang 
nyaman dan aman 

1. Tingkat Kemantapan Jalan Program 

Penyelenggaraan Jalan 

DINAS 
PUBMTR 

Meningkatnya kualitas 
layanan transportasi 
darat 

1. Konektivitas Darat 

2. Persentase Kelengkapan Jalan 
yang telah terpasang terhadap 
Kondisi Ideal 

Program 

Penyelenggaraan Lalu 

Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

DISHUB 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Perlintasan Kereta Api 

1. Cakupan Perlintasan Kereta Api 

yang Ditangani 

Program Pengelolaan 

Perkeretaapian 

DISHUB 

Meningkatnya kualitas 
layanan transportasi 
laut 

1. Konektivitas Laut Program Pengelolaan 

Pelayaran 

DISHUB 

Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
sistem penyediaan air 
minum 

1. Persentase Peningkatan 

Kapasitas yang Terlayani 

melalui Penyaluran Air Minum 

Curah Lintas Kabupaten/Kota 

2. Persentase Akses Air Minum 
Layak 

Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

DISPERKIM 

Meningkatnya kualitas 
infrastruktur 
permukiman 

1. Persentase Cakupan 

infrastruktur Permukiman 

dalam Kondisi Baik 

Program Pengembangan 

Permukiman 

DISPERKIM 

Meningkatnya Akses 
Masyarakat terhadap 
Sistem Pengelolaan Air 
Limbah 

1. Persentase Peningkatan 

Rumah Tangga yang 

Menempati Hunian dengan 

Akses Sanitasi (Air Limbah 

Domestik Layak dan Aman) 

2. Rumah Tangga dengan 
Akses Sanitasi Layak 

Program Pengelolaan 

Dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

DISPERKIM 

Meningkatnya Layanan 
Persampahan Regional 

1. Persentase Peningkatan 

Sampah yang Dikelola di 

TPA/TPST Regional 

Program Pengembangan 

Sistem Dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 

DISPERKIM 
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Terpenuhinya Rumah 
Layak Huni Bagi warga 
negara Korban 
Bencana dan yang 
Terkena Relokasi 
akibat Program 
Pemerintah 

1. Persentase Warga Negara 

Korban Bencana yang 

Memperoleh Rumah Layak 

Huni 

2. Persentase Warga Negara yang 

Terkena Relokasi Akibat 

Program Provinsi yang 

Memperoleh Fasilitasi 

Penyediaan Rumah yang Layak 

Huni 

Program Pengembangan 

Perumahan 

DISPERKIM 

Meningkatnya kualitas 
kawasan permukiman 

1. Persentase Luas Kawasan 
Kumuh 10 - 15 Ha yang 
Ditangani 

Program Kawasan 

Permukiman 

DISPERKIM 

Meningkatnya 
Penyediaan Prasarana 
Sarana Umum (PSU) 
Permukiman 

1. Persentase Permukiman yang 

Sudah Dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum) 

Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

DISPERKIM 

Meningkatnya 
sertifikasi dan 
registrasi bagi orang 
atau badan hukum 
yang melaksanakan 
perancangan dan 
perencanaan rumah 
serta perencanaan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum PSU 
tingkat kemampuan 
menengah 

1. Persentase Sertifikasi dan 

Registrasi bagi Orang atau 

Badan Hukum yang 

Melaksanakan Perancangan dan 

Perencanaan Rumah serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum PSU 

Program Peningkatan 

Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, 

Dan Registrasi Bidang 

Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman 

DISPERKIM 

Meningkatnya kualitas 
bangunan gedung 

1. Persentase Bangunan Gedung 
dalam Kondisi Baik 

Program Penataan 

Bangunan Gedung 

DISPERKIM 

Meningkatnya 
bangunan dan 
lingkungan yang 
tertata 

1. Persentase Penataan Bangunan 
dan Lingkungan 

Program Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungannya 

DISPERKIM 

Meningkatnya 
Kompetensi Tenaga 
Konstruksi 

1. Persentase Tenaga Kerja 
Konstruksi Kualifikasi Ahli 

Program Pengembangan 

Jasa Konstruksi 

DISPERKIM 

Meningkatnya kualitas 
layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

1. Persentase Cakupan Penyebaran 
Informasi dan Edukasi Rawan 
Bencana 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

BPBD 

Meningkatnya 
penanganan bencana 
pada saat tanggap 
darurat 

1. Persentase Penanganan 

Tanggap Darurat Bencana 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

BPBD 

Meningkatnya 
penanganan bencana 
pada saat pasca 
bencana 

1. Persentase Penanganan 

Pasca Bencana 

2. Persentase Penanganan 
Pra Bencana 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

BPBD 

Meningkatnya 
perlindungan 
masyarakat terhadap 
banjir dan 
meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 

1. Persentase Peningkatan 

Perlindungan Kawasan 

Permukiman Rawan Banjir 

2. Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan provinsi yang 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (SDA) 

DINAS PSDA 
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irigasi dilayani oleh jaringan irigasi 

3. Debit air baku yang dihasilkan 
(liter/detik) 

Meningkatnya 
Penempatan Tenaga 
Kerja 

1. Persentase Tenaga Kerja yang 
ditempatkan di Dalam Negeri 

Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

DISNAKERTR
ANS 

Terkelolanya informasi 
tenaga kerja 

1. Persentase Kabupaten/Kota 

yang Menyusun Rencana 

Tenaga Kerja. 

Program Perencanaan 

Tenaga Kerja 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

1. Persentase Tenaga Kerja di 

Sektor Prioritas yang 

Meningkat Produktivitasnya 

2. Tingkat Produktivitas Tenaga 
Kerja 

Program Pelatihan Kerja 

Dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya Pekerja 
Indonesia yang 
Terlindungi 

1. Jumlah Pekerja pada 

Perusahaan yang Menerapkan 

Perlindungan Hak- Hak Pekerja 

dan Dialog Sosial 

Program Hubungan 

Industrial 

DISNAKERTR
ANS 

Terlindunginya Hak- 
Hak Pekerja 

1. Jumlah Tenaga Kerja yang 
Terlindungi Hak-Hak Dasarnya 

Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Transmigrasi 

1. Persentase Program 

Transmigrasi yang 

Dilaksanakan 

Program Perencanaan 

Kawasan Transmigrasi 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya Kualitas 
Pembangunan 
kawasan 
transmigrasi 

1. Persentase Luas Kawasan 

Transmigrasi yang 

Berkembang 

Program Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya 
Pemberdayaan dan 
Kapasitas Transmigran 
dalam Pengembangan 
Kawasan Transmigrasi 

1. Persentase Transmigran 

yang Dibina dan 

Diberdayakan 

Program Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 

DISNAKERTR
ANS 

Meningkatnya 
kapasitas UMKM yang 
tangguh dan mandiri 

1. Persentase usaha kecil yang 

bertransformasi dari informal 

ke formal 

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

DISKOP UKM 

Meningkatnya daya 
saing UMKM 

1. Proporsi UKM menjalin 

kemitraan dan ekspor 

Program Pengembangan 

UMKM 

DISKOP UKM 

Meningkatnya 
pemberdayaan sosial 

1. Persentase SDM Kesejahteraan 

Sosial yang Meningkat 

Kompetensinya dalam 

Pelayanan Sosial 

2. Persentase Lembaga di Bidang 
Kesejahteraan Sosial yang 
Meningkat Kualitasnya dalam 
Pelayanan Sosial 

Program Pemberdayaan 

Sosial 

DINAS 
SOSIAL 

Meningkatnya 
Rehabilitasi sosial 

1. Persentase Penyandang 

disabilitas Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

2. Persentase Anak Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

3. Persentase Lanjut Usia Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya 

Program Rehabilitasi 

Sosial 

DINAS 
SOSIAL 
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 4. Persentase Gelandang dan 

Pengemis yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya 

5. Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

lainnya di luar HIV/ AIDS dan 

NAPZA yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya 

  

Meningkatnya 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

1. Persentase Daerah yang 

Melaksanakan Pengelolaan dan 

Pendataan Data Fakir Miskin 

2. Persentase Penerima Manfaat 

yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasar 

3. Persentase Penerima Manfaat 
yang Meningkat Kemandirian 
Ekonomi 

Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

DINAS 
SOSIAL 

Meningkatnya layanan 
penanganan warga 
negara migran korban 
tindak kekerasan 

1. Persentase Warga Negara 

Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang tertangani 

Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

DINAS 
SOSIAL 

Meningkatnya 
Perlindungan Sosial 
Korban Bencana 

1. Persentase Korban Bencana 

yang Mendapatkan Layanan 

Pemulihan Sosial 

2. Persentase Korban Bencana 

Alam, Sosial dan/atau Non Alam 

yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasar Pada Saat dan Setelah 

Tanggap Darurat Bencana 

Program Penanganan 

Bencana 

DINAS 
SOSIAL 

Meningkatnya Tata 
Kelola Taman Makam 
Pahlawan 

1. Persentase Taman Makam 
Pahlawan Nasional yang 
Terkelola dengan Baik 

Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 

DINAS 
SOSIAL 

Meningkatnya tata 
kelola organisasi 
pemerintah daerah 

1. Indeks Kematangan 

Organisasi 

Program Penataan 

Organisasi 

BIRO 
ORGANISASI 

Meningkatnya kualitas 
kebijakan administrasi 
pernbangunan 

1. Efektivitas Administrasi 

Pembangunan Daerah 

Program Kebijakan 

Administrasi 

Pembangunan 

BIRO ADPEM 

Meningkatnya kualitas 
kebijakan 
kesejahteraan rakyat 

1. Persentase fasilitasi pembinaan 

mental spiritual,pelayanan 

dasar dan non pelayanan 

dasar yang ditindaklanjuti 

2. Efektivitas pelaksanaan 
kebijakan kesejahteraan rakyat 

Program Kesejahteraan 

Rakyat 

BIRO KESRA 

Meningkatnya kualitas 
layanan pengadaan 
barang dan jasa 

1. Tingkat Kematangan UKPBJ Program Kebijakan dan 

Pelayanan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

BIRO PBJ 

Meningkatnya kualitas 
layanan administrasi 
kepegawaian 

1. Persentase perencanaan 

kebutuhan yang sesuai dengan 

formasi 

Program Kepegawaian 

Daerah 

BKD 

Meningkatnya tata 
kelola pengembangan 
karir ASN 

1. Persentase pengembangan 

karir ASN sesuai dengan 

kompetensinya 

Program Kepegawaian 

Daerah 

BKD 
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Meningkatnya 
pengembangan 
kompetensi ASN 

1. Persentase ASN yang 

ditingkatkan kompetensinya 

Program Kepegawaian 

Daerah 

BKD 

Meningkatnya kualitas 
penilaian kinerja ASN 

1. Persentase pegawai dengan 

SKP bernilai baik 

Program Kepegawaian 

Daerah 

BKD 

Meningkatnya layanan 
pengembangan 
kompetensi dasar, 
kader, manajerial dan 
fungsional 

1. Persentase ASN yang 

Mendapatkan Pengembangan 

Kompetensi Dasar, Manajerial, 

dan Fungsional 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

BPSDMD 

Meningkatnya layanan 
penjaminan mutu, 
pengelolaan tugas 
belajar, serta 
sertifikasi kompetensi 

1. Persentase ASN yang Memiliki 

Sertifikasi Kompetensi 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

BPSDMD 

Meningkatnya layanan 
pengembangan 
kompetensi teknis 

1. Persentase ASN yang 

Mendapatkan Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

BPSDMD 

Meningkatnya kualitas 
analisis kebutuhan, 
perancangan, 
pengembangan dan 
evaluasi 

1. Persentase Realisasi Pendidikan 

dan Pelatihan yang Dilaksanakan 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

BPSDMD 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
pembangunan bidang 
pemerintahan dan 
pembangunan 
manusia 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
pembangunan bidang 
infrastruktur dan 
kewilayahan 
Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
pembangunan bidang 
Perekonomian dan 
SDA 

1. Persentase Keselarasan 

RKPD dengan Renja PD pada 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 

2. Persentase Keselarasan 

RKPD dengan Renja PD pada 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayan 

3. Persentase Keselarasan 

RKPD dengan Renja PD pada 

Bidang Perekonomian dan 

SDA 

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

BAPPEDA 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
pembangunan daerah 

1. Persentase Keselarasan RPJMD 
dengan RKPD 

2. Persentase Keselarasan RPJMD 

dengan Renstra PD 

Program Perencanaan 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

BAPPEDA 

Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola Anggaran, 
Tata Kelola 
Perbendaharaan, Tata 
Kelola Akuntansi dan 
Pelaporan 

1. Persentase Belanja Pegawai 

di Luar Tunjangan Guru yang 

Dialokasikan melalui TKD 

2. Persentase Alokasi Belanja 
Infrastruktur 

3. Persentase Penurunan SILPA 

4. Persentase laporan keuangan 
tepat waktu 

Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

BPKAD 

Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola Aset 
Daerah 

1. Persentase penambahan 

nilai aset tetap 

2. Asset Management 

1) Apakah ada daftar aset 

tetap 

Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

BPKAD 
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2) Apakah ada manual untuk 

menyusun daftar aset tetap 

3) Apakah ada proses 

inventarisasi aset tahunan 

4) Apakah nilai aset tercantum 

dalam laporan anggaran 

Meningkatnya Kualitas 
Penataan Desa 

1. Persentase Fasilitasi Penataan 
Desa 

Program Penataan Desa DPMD 

Meningkatnya 
kerjasama desa 

1. Persentase fasilitasi kerjasama 
desa 

Program Peningkatan 

Kerja Sama Desa 

DPMD 

Meningkatnya kualitas 
pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan desa 

1. Persentase Aparatur Desa dan 

Anggota BPD yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

2. Persentase fasilitasi tata kelola 
desa 

Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

DPMD 

Meningkatnya 
Kapasitas Lembaga 
kemasyarakatan, 
lembaga adat dan 
masyarakat hukum 
adat dalam 
pembangunan 

1. Persentase fasilitasi 

pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan desa (LKD) 

2. Persentase fasilitasi 
pemberdayaan lembaga adat 
desa dan lembaga masyrakat 
hukum adat 

Program Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

DPMD 

Meningkatnya tata 
kelola arsip dinamis 
dan statis 

1. Tingkat Ketersediaan Arsip Program Pengelolaan 

Arsip 

DINAS 
KEARSIPAN 

Meningkatnya 
perlindungan dan 
penyelamatan arsip 
sesuai NSPK 

1. Persentase Cakupan 

Perlindungan dan 

Penyelamatan Arsip 

Program Perlindungan 

dan Penyelamatan Arsip 

DINAS 
KEARSIPAN 

Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
terhadap penggunaan 
arsip yang bersifat 
tertutup 

1. Persentase Akses Masyarakat 

terhadap Penggunaan Arsip 

yang Bersifat Tertutup 

Program Perizinan 

Penggunaan Arsip 

DINAS 
KEARSIPAN 

Meningkatnya kualitas 
pendampingan dan 
asistensi 

1. Persentase pendampingan 

dan asistensi yang 

dilaksanakan 

2. Maturitas Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) 

Program Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan Dan 

Asistensi 

INSPEKTORA
T 

Menurunnya terjadinya 
penyelewengan atau 
penyimpangan, baik 
yang bersifat anggaran 
ataupun proses dan 
kewenangan 

1. Persentase penyelenggaraan 

pengawasan Pemerintah 

Daerah 

2. Tindaklanjut Rekomendasi BPK 

Tahun Anggaran N-1 

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

INSPEKTORA
T 

Meningkatnya kualitas 
produk hukum yang 
dihasilkan 

1. Persentase fasilitasi 

pengelolaan peraturan 

perundang-undangan 

pemerintah Provinsi/Kab/Kota, 

penyelesaian hukum, dan 

penyelenggaraan HAM yang 

dilaksanakan 

Program Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

BIRO HUKUM 
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Meningkatnya kualitas 
kebijakan 
pemerintahan dan 
otonomi daerah 

1. Efektivitas Kerjasama Daerah 

2. Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah 

Program Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah 

BIRO 
PEMERINTAH
AN DAN 
OTDA 

Meningkatnya 
ketahanan ekonomi, 
sosial, dan budaya 
masyarakat 

1. Persentase Kebijakan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah yang 

Dilaksanakan 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya 

KESBANGPOL 

Meningkatnya 
penanganan konflik 
sosial yang 
diselesaikan 

1. Persentase Konflik Sosial 

yang Diselesaikan 

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan Kualitas 

dan Fasilitasi 

penanganan Konflik 

Sosial 

KESBANGPOL 

Meningkatnya kualitas 
layanan pendaftaran 
penduduk 

1. Persentase Kepemilikan 

Identitas Kependudukan Digital 

2. Persentase Kepemilikan Kartu 

Identitas Anak 

Program Pendaftaran 

Penduduk 

DISDUKCAPIL 

Meningkatnya Kualitas 
Layanan Pencatatan 
Sipil 

1. Persentase Akta Kematian yang 

Diterbitkan bagi yang 

Melaporkan 

2. Persentase Akta Kelahiran yang 

Diterbitkan bagi yang 

Melaporkan 

3. Persentase Akta Perkawinan 

yang Diterbitkan bagi yang 

Melaporkan 

4. Persentase Akta Perceraian 
yang Diterbitkan bagi yang 
Melaporkan 

Program Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL 

Meningkatnya 
pemanfaatan informasi 
kependudukan 

1. Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

2. Persentase Informasi 
Kependudukan yang 
Dimanfaatkan 

Program Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan 

DISDUKCAPIL 

Meningkatnya 
ketersediaan lahan 
untuk kepentingan 
umum 

1. Persentase Tahapan Persiapan 

Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum yang 

diselesaikan tepat waktu 

Program Pengadaan 

Tanah Untuk 

Kepentingan Umum 

DLHP 

Meningkatnya 
penyelesaian sengketa 
tanah garapan 

1. Persentase terselesaikannya 
kasus tanah garapan belum 
bersertifikat yang dilakukan 
melalui mediasi 

Program Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan 

DLHP 

Meningkatnya 
penyelesaian ganti 
kerugian dan santunan 
tanah untuk 
pembangunan 

1. Persentase Penyelesaian 

Ganti Kerugian dan Santunan 

Tanah untuk Pembangunan 

Program Penyelesaian 

Ganti Kerugian Dan 

Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan 

DLHP 
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Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
Tanah Objek Reforma 
Agraria (TORA) 

1. Indeks Tertib Administrasi 

Pertanahan 

Program Redistribusi 

Tanah Dan Ganti 

Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum 

Dan Tanah Absentee 

DLHP 

Meningkatnya 
pengelolaan tanah 
kosong 

1. Persentase Tanah Kosong yang 

dikelola 

Program Pengelolaan 

Tanah Kosong 

DLHP 

Meningkatnya tertib 
pertanahan dan 
kepastian hukum bagi 
pemegang hak 
atas tanah 

1. Persentase Luas Lokasi 
Konsolidasi Tanah 

Program Penatagunaan 

Tanah 

DLHP 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan aplikasi 
informatika 

1. Indeks Transformasi Digital 

Pilar Pemerintah 

2. Indeks SPBE 

3. Indeks Pemdi 

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

DISKOMINFO 

Meningkatnya 
jangkauan dan kualitas 
komunikasi publik 
pemerintah daerah 

1. Persentase Tingkat Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Akses dan 

Kualitas Informasi Publik 

Pemerintah Daerah (survei) 

Program Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

DISKOMINFO 

Tercapainya 
kolaborasi, integrasi, 
dan standardisasi 
dalam 
penyelenggaraan 
Sistem Statistik 
Nasional (SSN) 

1. Indeks Pembangunan Statistik 

(IPS) 

Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

DISKOMINFO 

Meningkatnya 
Keamanan Siber dan 
Sandi Lingkungan 
Pemerintah Daerah 

1. Indeks KAMI 
(Keamanan Informasi) 

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

DISKOMINFO 

Meningkatnya 
pemanfaatan hasil 
kelibangan dalam 
perencanaan 
pembangunan 

1. Persentase Rekomendasi 

Kebijakan Pembangunan 

Daerah yang Dijadikan 

sebagai Landasan dalam 

Implementasi Pembangunan 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya kajian 
yang termanfaatkan 
sebagai kebijakan 

1. Persentase Kajian Berbasis Bukti 
dalam Pengembangan 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

BRIDA 

pembangunan daerah 
dalam pengembangan 
potensi unggulan 

1.    Potensi Unggulan yang 
Termanfaatkan dalam Kebijakan 
Pembangunan Daerah 

2. Jumlah Potensi unggulan daerah 
yang dikembangkan dari inovasi 

  

Meningkatnya kajian 
yang termanfaatkan 
sebagai kebijakan 
pembangunan daerah 
dalam penyelesaian 
permasalahan daerah 

1. Persentase Kajian Berbasis Bukti 
dalam Penyelesaian 
Permasalahan Daerah yang 
Termanfaatkan dalam Kebijakan 
Pembangunan Daerah 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

BRIDA 
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Meningkatnya fasilitasi, 
pembinaan, bimbingan 
teknis dan supervisi 
terkait penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian dan 
penerapan di daerah 

1. Persentase Fasilitasi, 
Pembinaan, Bimbingan Teknis 
dan Supervisi terkait Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian dan 
Penerapan di Daerah 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya 
pemanfataan inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

1. Persentase Produk Inovasi yang 
Dimanfaatkan 

Program Riset dan 

Inovasi Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya kajian 
yang termanfaatkan 
sebagai kebijakan 
pembangunan daerah 
dalam pengembangan 
potensi unggulan 
daerah 

1. Persentase Kajian Berbasis Bukti 
dalam Pengembangan Potensi 
Unggulan Daerah 

Program Riset dan 

Inovasi Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya kajian 
yang termanfaatkan 
sebagai kebijakan 
pembangunan daerah 
dalam penyelesaian 
permasalahan daerah 

1. Persentase Kajian Berbasis Bukti 
dalam Penyelesaian 
Permasalahan Daerah 

Program Riset dan 

Inovasi Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya fasilitasi, 
pembinaan, bimbingan 
teknis dan supervisi 
terkait riset dan 
inovasi di daerah 

1. Persentase Fasilitasi Pembinaan 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Terkait Riset dan Inovasi 

Daerah 

Program Riset dan 

Inovasi Daerah 

BRIDA 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

1. Indeks Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

2. Persentase Penyelesaian kasus 

pelanggaran pemanfaatan ruang 

di daerah Provinsi 

Program 

Penyelenggaraan 

penataan Ruang 

Dinas PUMTR 

Meningkatnya etika 
dan budaya politik 

1. Persentase Pendidikan Politik 
pada Kader Partai Politik 

Program Peningkatan 

Peran Partai Politik dan 

Lembaga Pendidikan 

melalui Pendidikan Politik 

dan Pengembangan Etika 

serta Budaya Politik 

KESBANGPOL 

Meningkatnya 
kepatuhan masyarakat 
terhadap Perda dan 
Perkada 

1. Persentase Perda dan Perkada 
yang Ditegakan 

Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

SATPOL PP 

Meningkatnya 
penanganan gangguan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum 

1. Persentase Penyelenggaraan 
Tibumtranmas 

Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

SATPOL PP 

Meningkatnya 
perlindungan terhadap 
masyarakat 

1. Persentase Cakupan 
Perlindungan Masyarakat 

Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

SATPOL PP 

Meningkatnya 
kapasitas SDM PPNS 

1. Persentase PPNS yang 
Ditingkatkan Kompetensinya 

Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

SATPOL PP 
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Meningkatnya layanan 
pencegahan kebakaran 

1. Cakupan Penyebaran Informasi 
dan Edukasi Rawan Kebakaran 

Program Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran 

dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

SATPOL PP 

Meningkatnya 
pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

1. Cakupan Layanan 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran 

Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran 

dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

SATPOL PP 

Meningkatnya peran 
serta masyarakat 
dalam pengembangan 
kebudayaan 

1. Indeks Pembangunan 

Kebudayaan 

2. Angka kumulatif jumlah 

Objek Pemajuan Kebudayaan 

(OPK) yang dilestarikan 

3. Angka Kumulatif Jumlah 
Warisan Budaya Tak Benda 
(WBTB) yang ditetapkan 

Program Pengembangan 

Kebudayaan 

DISBUDPAR 

Meningkatnya peran 
serta masyarakat 
dalam pengembangan 
kesenian tradisional 

1. Angka Kumulatif Jumlah 

Pergelaran Seni 

2. Persentase Kesenian 

Tradisional yang dilestarikan 

dan dikembangkan 

Program Pengembangan 

Kesenian Tradisional 

DISBUDPAR 

Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
informasi sejarah 

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Terhadap Tinjauan Sejarah 
Lokal 

Program Pembinaan 

Sejarah 

DISBUDPAR 

Meningkatnya Warisan 
Budaya Yang 
Dilestarikan 

1. Angka Kumulatif Jumlah cagar 

budaya yang dilestarikan 

2. Angka Kumulatif Jumlah 

Cagar Budaya yang 

ditetapkan 

3. Persentase Cagar Budaya dan 

Warisan Budaya Tak Benda 

yang Ditetapkan 

Program Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar 

Budaya 

DISBUDPAR 

Meningkatnya Tata 
Kelola Museum 

1. Jumlah Kunjungan Museum 

2. persentase Kunjungan 

Wisatawan Ke Museum 

Program Pengelolaan 

Permuseuman 

DISBUDPAR 

Meningkatnya 
pelestarian koleksi 
nasional dan naskah 
kuno 

1. Persentase Koleksi Nasional dan 

Naskah Kuno yang Dimiliki 

Program Pelestarian 

Koleksi Nasional Dan 

Naskah Kuno 

DINAS 
PERPUSTAKA
AN 

 

 

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal  

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan SPM Tahun 2020 

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 59 Tahun 2021, selanjutnya pada Pasal 23 ayat (1) bahwa 

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimuat dalam Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) 

tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan SPM telah 

mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2025 

tentang pedoman standar pelayanan minimal bahwa salah satu urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang 

pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal, 

selanjutnya Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kebijakan daerah 

untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah 

dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal, diperlukan pedoman percepatan, 

penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang 

pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 

Tujuan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah: 

a. terjaminnya mutu dan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat; 

b. menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran bagi pelayanan 

dasar bagi masyarakat; 

Laporan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

Anggaran 2025, Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan 

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari 1) 

Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) 
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat, dan 6) Sosial.  

(1) Jenis SPM Pelayanan Dasar, terdiri atas SPM: 

a. SPM Pendidikan; 

b. SPM Kesehatan; 

c. SPM Pekerjaan Umum dan penataan ruang; 

d. SPM Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman; 

e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat; dan 

f. SPM Sosial. 

(2) Materi muatan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), meliputi: 

a. Hasil 

b. Kendala, dan  

c. Ketersedian anggaran dalam penerapan SPM 

d. Rekapitulasi penerapan SPM daerah Kab/Kota 

(3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan 

dasar. 

 

SPM Pendidikan 

(1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Provinsi terdiri atas: 

a. pendidikan menengah; dan 

b. pendidikan khusus. 

(3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan 

sumber daya manusia 

(4) Penerima pelayanan dasar yaitu : 

a. Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan menengah 

b. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam 

penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidkan 

khusus 
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c. Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa 

berdasarkan hasil Asesmen Nasional 

 

SPM Kesehatan 

(1) SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Provinsi terdiri atas: 

a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 

Provinsi; dan 

b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar 

biasa Provinsi. 

(3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang dan/atau 

jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan 

(4) Penerima pelayanan dasar yaitu : 

a. Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan; dan 

b. Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

 

SPM Pekerjaan Umum 

(1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Provinsi terdiri 

atas: 

a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas 

Kabupaten/Kota; dan 

b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional 

lintas Kabupaten/Kota. 

(3) Mutu minimal pelayanan dasar memua jumlah barang dan jasa 

(4) Penerima pelayanan dasar yaitu : 

a. Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum 

curah lintas kabupaten/kota 
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b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air 

limbah domestic regional lintas kabupaten/kota 

 

SPM Perumahan Rakyat 

(1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat 

Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Provinsi terdiri 

atas : 

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban 

bencana Provinsi; dan 

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. 

(3) Mutu pelayanan dasar memuat jumlah barang dan jasa: 

(4) Penerima pelayanan dasar yaitu : 

a. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah 

layak huni 

b. Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program 

pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak huni 

 

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

(1) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat mencakup SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, 

dan Perlindungan Masyarakat Provinsi  yaitu pelayanan 

ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. 

(3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan 

sumber daya manusia. 
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(4) Penerima pelayanan dasar yaitu jumlah warga Negara yang 

memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan 

perkada di provinsi 

 

SPM Sosial 

(1) SPM Sosial mencakup SPM Sosial Provinsi. 

(2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Provinsi terdiri atas: 

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di 

dalam panti; 

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 

dan pengemis di dalam panti; dan 

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana Provinsi. 

(3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan 

sumber daya manusia 

(4) Penerima pelayanan dasar yaitu : 

a. Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang 

mendapatkan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas 

terlantar di dalam panti; 

b. jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan 

rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti; 

c. jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan 

rehabilitasi social dasar lanjut usia di dalam panti; 

d. jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang 

mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam 

panti; 

e. Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang 

mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan 

stelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 
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BBAABB  IIII  

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH  

 

2.1 Capaian Kinerja Makro 

 

Tabel 

Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan 

 

No Indikator Kinerja Makro 
Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2025 

Perubahan 
(%)* 

1 
Indeks Pembangunan 
Manusia 

73,84 74,76 1,25% 

2 
Persentase penduduk 
miskin 

10,51 9,85 -6,28% 

3 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

3,86 3,69 -4,40% 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,03 5,35 6,36% 

5 
PDRB per kapita Atas Dasar 
Harga Berlaku (ADHB) 

75,13 80,66 7,36% 

6 
Ketimpangan Pendapatan 

(Gini Ratio) 
0,331 0,298 -9,97% 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 
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II-2 

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian 

kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja 

setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing 

urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap 

indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.  

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan  

 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan  
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2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN  

(Dinas Pendidikan Prov. Sumsel) 

  

 

1)  IKK Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 
 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Permsalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1a1 Pendidikan 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒏𝒂𝒌 𝒖𝒔𝒊𝒂 𝟏𝟔  𝒆𝒏𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 

𝟏𝟖  𝒅𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 
𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒋𝒂𝒓 𝒅𝒊 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 

𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒆𝒏𝒈𝒂𝒉

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒏𝒂𝒌 𝒖𝒔𝒊𝒂 𝟏𝟔  𝒆𝒏𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 

𝟏𝟖  𝒅𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 
𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕𝒂𝒏

  x 100% 

 

=  411.493 x 100% 

     467.870 

 = 87,95% 

- 

Dinas 
Pendidikan 

Prov. 
Sumsel 
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2) IKK Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1a2 Pendidikan 

Jumlah  anak  disabilitas  usia  4  empat  sampai  dengan

 18  delapan  belas  tahun  
yang  sedang  belajar  di  satuan  pendidikan  khusus

Jumlah  anak  disabilitas  usia  4  empat  sampai  dengan  

18  delapan  belas  tahun  
pada  provins i yang  bersangkutan

x 100% 

 

=  3.228  x 100% 

        4.444 

   = 72,64% 

- 

Dinas 
Pendidikan 

Prov. 
Sumsel 

 

 

 

3) IKK Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah 

 Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik 
  

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Permsalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1a3 Pendidikan 

Jumlah  toilet  Sekolah  Menengah  Atas ,Sekolah  Menengah

 Kejuruan ,Sekolah
 Dasar  Luar  Biasa ,Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa ,

Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa ,Sekolah  Menengah  
Kejuruan  Luar  Biasa   dalam  kondisi  baik

Jumlah  seluruh  toilet

  x 100% 

 

=  3.060  x 100% 

       5.353 

  =  57,16% 

- 

Dinas 
Pendidikan 

Prov. 
Sumsel 
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4) IKK Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa,  

 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa  

 dalam kondisi baik 
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permsalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1a4 Pendidikan 

Jumlah  ruang  kelas  Sekolah  Menengah  Atas ,Sekolah

 Menengah  Kejuruan ,

Sekolah  Dasar  Luar  Biasa ,Sekolah  Menengah  
Pertama  Luar  Biasa ,

Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa ,Sekolah  Menengah  
Kejuruan  Luar  Biasa  dalam  kondisi  baik

Jumlah  seluruh  ruang  kelas

  x 100% 

 

=  6.723 x 100% 

     12.319 

  = 54,57% 

- 

Dinas 
Pendidikan 

Prov. 
Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan) 

 

1) IKK Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan  
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1b1 Kesehatan 
 

x 100% 

 
=   10.718     x 100% 

       9.135.113 
    = 1.17% 

 

- 

 
Dinas 

Kesehatan 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 
 

 
2) IKK Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi paripurna 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1b2 Kesehatan 

 

Jumlah  Rumah  Sakit  Rujukan  provinsi  yang
 terakreditas i Paripurna

Jumlah  Rumah  Sakit  Rujukan  provinsi  
yang  terakreditasi

  x 100% 

 
=    4       x 100% 

              4 

        = 100% 
 

- 

Dinas 

Kesehatan 
Prov. 

Sumsel 
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3) IKK Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau  

berpotensi bencana  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1b3 Kesehatan 

Jumlah  penduduk  terdampak  krisis  kesehatan  akibat  bencana
d an

a tau

berpotensi  bencana  yang  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  

dalam  kurun  waktu  satu  tahun

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒎𝒑𝒂𝒌 𝒌𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒂𝒌𝒊𝒃𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 
𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒖  𝒃𝒆𝒓𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒃𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂

 

  x 100% 

 

=  248.927  x100% 
     248.927 

 = 100% 
 

- 

Dinas 
Kesehatan 

Prov. 
Sumsel 

 

 

  

 

 

4) IKK Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1b4 Kesehatan 

 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒎𝒑𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒔𝒊 𝑲𝑳𝑩 

𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒎𝒑𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒔𝒊 𝑲𝑳𝑩

  x 100% 

 

=   29.671     x 100% 
       29.671 

 = 100% 
 

- 

Dinas 
Kesehatan 

Prov. 

Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

(Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi 

  

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

1c1 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan 
Ruang 

Luas  daerah  irigasi  kewenangan  provinsi  dalam  kondisi  baik  (Ha )

Luas  daera h irigasi  kewenangan  provinsi  (Ha )
   x 100% 

 

=  29.079   x 100% 

       67.622 

   = 43.00 

- 

 

Dinas PSDA 
Prov. Sumsel 

 

 

  
 

2) IKK Tingkat kemantapan jalan  

(Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel ) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1c2 

 

Pekerjaan Umum 
dan Penataan 

Ruang 

Panjang  jalan  kewenangan  provin si  Km 

 panjang  jalan  kondisi  baik  + panjang  jalan  kondisi  sedang  

Panjang  jalan  kewenangan  provinsi  (Km )  𝒎 

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 
=  1.170,3  x 100% 

    1.779,27 

= 65,77% 

- 

 

Dinas BM 
dan Tata 

Ruang Prov. 

Sumsel 
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II - 9 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian  

dan Mitigasi Banjir (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja 

Permasalahan Sumber 

Data 
Ket 

1c3 

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 
Ruang 

Luas  kawas an permukiman  rawan  banjir  yang  

telah  terlindungi  oleh  infrastruktur  pengendalian  dan  mitigasi  

banjir  kewenangan  provinsi   Ha 

Luas  kawasan  permukiman  rawan  banjir  yang
 telah  ditentukan  dalam  dokumen  perencanaan  daerah  

dengan  mempertimbangkan  kajian  risiko  bencana  banjir

 kewenangan  provinsi   Ha 

  x 100% 

  
 = 1.684,95 x 100%  

    129.547 

 = 130% 

 
- 

 
Dinas PSDA 

Prov. 

Sumsel 

 

  

 

4) IKK Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota  

terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota  

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian 

Kinerja 
Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1c4 

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

Jumlah  kapasitas  yang  dapat  terlayani  melalui  penyaluran

 air  minum  curah  lintas  kab /kota    pada  tahun  N  
L

s
 

Jumlah  kebutuhan  pemenuhan  kapasitas  yang  memerlukan  pelayanan  
air  minum  curah  lintas   kab /kota  di  provinsi  bersangkutan  pada  

tahun  N (non  kumulatif ) (L/s)

  x 

100% 

 

 
= 0 x 100% 

     100 

   = 0% 

Belum Ada SPAM Regional di 
Provinsi Sumatera Selatan 

Dinas 

Perkim 
Prov. 

Sumsel 
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II - 10 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

5) IKK Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional   

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

   

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1c5 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

 

 

x 100% 

 

= 0 x 100% 

           1 

       = 0 

Belum Ada SPALD Regional 
di Provinsi Sumatera Selatan 

Dinas 
Perkim 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 

 

6) IKK Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1c6 

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

 
Jumlah  tenaga  kerja  ahli  konstruksi  yang  terlatih  dan  terlibat  

dalam  kegiatan  konstruksi  pemerintah  provinsi  
yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  pelatihan  ahli

Jumlah  kebutuhan  tenaga  ahli  konstruksi  yang  terlibat
 dalam  kegiatan  konstruksi  pemerintah  provinsi

  x 100% 

 
= 306 x 100% 

      350 

   = 87,43% 

- 

Dinas 

Perkim 
Prov. 

Sumsel 
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II - 11 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

7) IKK Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian  

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi  

( Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel ) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1c7 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

 
Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang  

sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun

Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun

 

x 100 

 
= 0 x 100 

   1 

= 0% 

Berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, penerbitan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) dilakukan melalui 

sistem Online Single Submission 

(OSS) sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Namun sampai saat ini Pemerintah 

Provinsi belum pernah menerbitkan 

KKPR karena fitur penerbitan untuk 

kewenangan Pemerintah Provinsi 

belum tersedia pada sistem OSS, 

sehingga Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) Persentase Penilaian 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang berdasarkan 

KKPR yang telah diterbitkan di 

Provinsi belum dapat disajikan karena 

belum terdapat data penerbitan KKPR 

oleh Pemerintah Provinsi. 

Dinas PU 
BM dan 

Tata 
Ruang 
Prov. 

Sumsel 
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II - 12 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1d1 
Perumahan 

Rakyat 

 

Jumlah warga negara korban bencana provinsi
 yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni

 dan rehabilitasi rumah pada tahun N

Jumlah rencana warga negara korban bencana provinsi 
yang akan ditangani pada tahun N

 

 

x 100% 

 

Tidak dapat 

dilaksanakan 

=  0 x 100% 

1 

= 0 

 

Pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera 
Selaan tidak ada kejadian bencana yang 

ditetapkan sebagai bencana skala 
provinsi oleh Kepala Daerah 

 
Dinas 

Perkim 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 

 

2) IKK Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak huni (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

     

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1d2 
Perumahan 

Rakyat 

Jumlah  warga  negara  terkena  relokasi  program  provinsi  
yang  mendapatkan  layanan  fasilitasi  penyediaan  rumah

 layak  huni  pada  tahun  N

Jumlah  rencana  warga  negara  terkena  relokasi  program  provinsi  

yang  akan  ditangani  pada  tahun  N

  x 100% 

 

=  1 x 100% 

    1 

= 100% 

- 

 
Dinas 
Perkim 

Prov. 
Sumsel 
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II - 13 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani  

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1d3 
Perumahan 

Rakyat 

 
Luas  kawasan  kumuh  10−15 Ha  yang  ditangani  tahun  N  Ha 

Target  luas  kawasan  kumuh  10−15 Ha  pada  tahun  N

 x 100% 

 

=  37.573 x 100% 

    37.573 

  = 100% 

 

- 

 
Dinas 
Perkim 

Prov. 
Sumsel 
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II - 14 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

(Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel) 

  

1) IKK Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku 

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel) 

                                              

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1e1 Trantibumlinmas 

 
Jumlah  dokumen  kebencanaan  yang  telah  

ditetapkan  dan  masih  berlaku  pada  tahun  N

Jumlah  dokumen  kebencanaan  (Kajian  Risiko  Bencana ,
Rencana  Penanggulangan  Bencana ,dan  

Rencana  Kontinjensi ) yang  wajib  dimiliki  oleh  
pemerintah  provinsi  = 3

 x 100% 

 

=  3 x 100% 

    3 

= 100% 

 

- 

 

BPBD 
Prov. 

Sumsel 
 

 

  

2) IKK Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel ) 

                                              

No 
IKK 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Permasalahan Sumber Data Ket 

 1e2 Trantibumlinmas 

 
Jumlah  pengaduan  pelanggaran  ketenteraman  dan  

ketertiban  umum  yang  ditangani
Jumlah  pengaduan  pelanggaran  ketenteraman  dan  

ketertiban  umum  yang  dilaporkan

 𝒙 100% 

 

 

=  4 x 100% 

        4 

   = 100% 

 

- 

 

Sat Pol PP 
Prov. Sumsel 
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II - 15 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  

(Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel ) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1e3 Trantibumlinmas 

 
Jumlah  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  yang  

memuat  sanksi  yang  ditegakkan

Jumlah  keseluruhan  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  
daerah  yang  memuat  sanksi  

 𝒙   100% 

 
=  12 x 100% 

       12 

  = 100% 

 

- 

 

Sat Pol 
PP Prov. 
Sumsel 

 

 

 

 

 

4) IKK Persentase penanganan pra bencana 

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1e4 Trantibumlinmas 

 
Jumlah  kab /kota    yang  terfasilitasi

 dalam  penanganan  pra  bencana  pada  tahun  N

Jumlah  target  kab /kota  di  provinsi  yang  
direncanakan  penanganan  pra  bencana  dan  terdapat  

pada  rencana  kerja  perangkat  daerah  pada  tahun  N

 x100% 

 

 

  =  17  x 100% 
      17 
  = 100% 

- 

 
BPBD 
Prov. 

Sumsel 
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II - 16 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

5) IKK Persentase penanganan tanggap darurat bencana  

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1e5 Trantibumlinmas 

 
Jumlah  kab /kota    yang  terfasilitasi

 dalam  penanganan  tanggap  darurat   bencana  

Jumlah   kab /kota  di   wilayah
provinsi  yang  mengalami  bencana

x 100% 

 
  =  17   x 100% 

      17  
  = 100% 

- 

BPBD 
Prov. 

Sumsel 
 

 

  

 

 

6) IKK Persentase penanganan pasca bencana  

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

 

1e6 

 

Trantibumlinmas 

 

Jumlah
kabupaten

kota
yang  terfasilitasi  dalam  penanganan

 pasca  bencana   

Jumlah
kabupaten

kota
di wilayah  provinsi  yang  

mengalami  bencana

  x 100% 

 
 =  17  x 100% 
     17  
 = 100% 

 

- 

 
BPBD 

Prov. 
Sumsel 
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II - 17 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL  

 (Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

1) IKK Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti  

(Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1f1 Sosial 

Jumlah  penyandang  disabilitas  terlantar  di  dalam  panti  yang

 terpenuhi  kebutuhan  dasarnya

Populasi  penyandang  disabilitas  telantar  di  daerah  provinsi  yang
 membutuhkan  rehabilitasi  sosi al dasar  di  dalam  panti  

sesuai  hasil  asesmen

  x 100% 

 
=  25  x 100% 

    25     
= 100% 

- 

 

Dinas 
Sosial 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 
  

2) IKK Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 

(Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

1f2 Sosial 

Jumlah  Anak  Terlantar  di  dalam  panti  yang  
terpenuhi  kebutuhan  dasarnya

Jumla h Anak  Terlantar  di  daerah  provinsi  yang
 membutuhkan  rehabilitasi  sosial  dasar  di  dalam  panti

 sesuai  hasil  asesmen

     x100% 

 
=  130   x 100% 

    130  
= 100% 

- 

 
Dinas 
Sosial 

Prov. 
Sumsel 
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II - 18 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti  

(Dinas Sosial Prov. Sumsel)  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1f3 Sosial 

Jumlah  Lanjut  Usia  Terlantar  di  dalam  panti  yang  
terpenuhi  kebutuhan  dasarnya

Populasi  Lanjut  Usia  Terlantar  di  daerah  provinsi  yang
 membutuhkan  rehabilitasi  sosial  dasar  di  dalam  panti  

sesuai  hasil  asesmen

  x 100% 

 

 
  =  200   x 100% 
      200  

  = 100% 

- 

 

Dinas 
Sosial 
Prov. 

Sumsel 
 

 

  

 

4) IKK Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti   

(Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1f4 Sosial 

 
Jumlah  Gelandangan  dan  Pengemis  di  dalam  panti  yang  

terpenuhi  kebutuhan  dasarnya

Populasi  Gelandangan  dan  Pengemis  
Terlantar  di  daerah  provinsi  yang  membutuhkan  

rehabilitasi  sosial  dasar  di  dalam  panti  sesuai  hasil  asesmen    

  x 100% 

 
  =  180  x 100% 

      180  
  = 100% 

- 

 
Dinas 

Sosial 
Prov. 

Sumsel 
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II - 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

5) IKK Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah  

tanggap darurat bencana provinsi 

(Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1f5 Sosial 

Jumlah  korban  bencana  alam ,sosial  dan  non  alam  
provinsi  yang  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya

Populasi  korban  bencana  alam ,sosial  dan  
non  alam  yang  membutuhkan  perlindungan  dan  

jaminan  sosial  pada  saat  dan  setelah  tanggap  darurat  
bencana  provinsi  

 𝒙 100% 
 

 =  5.091   x 100% 
     5.091  
 = 100% 

- 

 
Dinas 

Sosial 
Prov. 

Sumsel 

 

 

 

 

6) IKK Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasa  

(Dinas Sosial Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

1f6 Sosial 

Jumlah  penerima  manfaat  yang  terpenuhi  
kebutuhan  dasar

Populasi  masyarakat  miskin ,fakir  miskin  dan  kelompok  
rentan  yang  membutuhkan  pemenuhan

  kebutuhan  dasar  cakupan  daerah  provinsi

 𝒙 100% 

 

=  228   x 100% 
    228  
 = 100% 

- 

 
Dinas 

Sosial 
Prov. 

Sumsel 
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II - 20 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI TENAGA KERJA 
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja   

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

2a1 Tenaga Kerja 

 

Jumlah  kegiatan  keseluruhan  yang  dilaksanakan  yang  
mengacu  ke  Rencana  Tenaga  Kerja  Daerah

Jumlah  kegiatan  keseluruhan  yan  
direncanakan  di  provinsi

  x 100% 

 

 
  =   24   x 100% 

       27  
 = 88,89% 

- 

Dinas 
Tenaga 

Kerja dan 
Transmig

rasi Prov. 
Sumsel 

 

 

  
 

2) IKK Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur  

Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2a2 Tenaga Kerja 

 
Jumlah  Perusahaan  yang  menerapkan  tata  

kelola  kerja  yang  layak

 

Jumlah  Perusahaan

  x 100% 

 

=  3.422  x 100% 
    3.553  
= 96,31% 

- 

Dinas 

Tenaga 
Kerja dan 

Transmig
rasi Prov. 
Sumsel 
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II - 21 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan  

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2a3 Tenaga Kerja 

 Total  perusahaan  yang  menerapkan
 peraturan  perundangan  ketenagakerjaan  pada  tahun  N) 

 Total  perusahaan  yang  terdaftar  melalui  
mekanisme  wajib  lapor  ketenagakerjaan  pada  tahun  N

 x 100% 

 
=  3.422   x 100% 
    5.530  

= 61,88% 

- 

Dinas 
Tenaga 

Kerja dan 

Transmig
rasi Prov. 

Sumsel 
 

 

 

 

4) IKK Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan 

 jaminan sosial ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2a4 Tenaga Kerja 

 

Jumlah  pekerja  bukan  penerima  upah  dan  atau

 pekerja  rentan  yang  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial  
ketenagakerjaan  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  

Daerah  provinsi

Jumlah  target  pekerja  bukan  penerima  upah
 dan  atau  pek erja  rentan  yang  mendapatkan  perlindungan  jaminan  

sosial  ketenagakerjaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  
pro vinsi

  x 100% 

 

=  22.390 x 100% 
    23.043  

= 97,17% 
- 

Dinas 

Tenaga 
Kerja dan 
Transmig

rasi Prov. 
Sumsel 
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II - 22 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel) 

   

 

1) IKK Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif  

 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel) 

   

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2b1 

Perlindungan 
Perempuan 

dan 

Perlindungan 
anak 

Jumlah  anak  memerlukan  perlindungan  khusus  yan g 
mendapatkan  layanan  komprehensif

Jumlah  anak  memerlukan  perlindungan  khusus  yang

 mendapatkan  layanan  komprehensif

  x 100% 

 

    = 65  x 100% 

       65 

    = 100% 

- 

Dinas 
PPPA 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 

 

2) IKK Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  

mendapatkan layanan komprehensif  (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalhan 
Sumber 

Data 
Ket 

2b2 

Perlindungan 
Perempuan 

dan 
Perlindungan 

anak 

Jumlah  perempuan  korban  kekerasan  dan  Tindak  Pidana
 Perdagangan  Orang

 yang  mendapatkan  layanan  komprehensif

Jumlah  perempuan  korban  kekerasan  dan  
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang

  x 100 

 

=  30   x 100% 

       30 

 = 100% 

- 

Dinas 
PPPA 

Prov. 
Sumsel 
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II - 23 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN 

(Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 
Data 

Ket 

2c Pangan 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒄𝒂𝒅𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊  

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒄𝒂𝒅𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 
𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊 

 x 100% 
=  740,96   x 100% 

    885,73 

= 83,66% 

- 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan dan 

Peternakan 
Prov. 

Sumsel 
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II - 24 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN 

(Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel) 
  

 

1) IKK Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah  

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel)   
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2d1 Pertanahan 

Luas tanah yang telah bersertifikat
dalam penguasaan pemerintah daerah

  

Luas seluruh tanah yang masuk dalam
 aset pemerintah daerah

𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

=  27.277.267,31   x 100% 

       110.464.332 

  = 24,69% 

- 
BPKAD Prov. 

Sumsel 
 

 

 

 

2) IKK Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  

(Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel) 

 
No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2d2 Pertanahan 

Luas Rencana Pola Ruang yang telah
 terwujud pada kondisi eksisting

Luas Rencana Pola Ruang dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah

𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

=  3.834.992,04   x 100% 

      4.917.834 

 = 77,98% 

- 

Dinas PU BM 
dan Tata 

Ruang Prov. 
Sumsel 
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II - 25 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

(Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel) 
 

 

1) IKK Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan  

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2e 
Lingkungan 

Hidup 

 
Jumlah  penanggung  jawab  usaha  dan /atau   kegiatan  

yang  taat  terhadap  izin  lingkungan ,izin  Perlindungan  dan
 Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  peraturan  

perundang −undangan  
di bidang  per lindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup

Jumlah  target  tahunan  penanggung  jawab  usaha   
dan /atau  kegiatan  

yang  dilakukan  pengawasan  secara  langsung

 x 100% 

=  18   x 100% 

        25 

   = 72,00% 

- 

Dinas 
Lingkungan 

Hidup dan 
Pertanahan 

Prov. 

Sumsel 
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II - 26 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel) 

  
 

1) IKK Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan 
   

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2f1 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Jumlah data kependudukan yang 
disusun dan dipublikasikan  

2 (dua) Dokumen
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

=  2   x 100% 

        2 

   = 100% 

- 

Dinas 
Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil Prov. 

Sumsel 
 

 

 

   

2) IKK Pemanfaatan data kependudukan  
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2f2 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Perangkat Daerah Provinsi yang 
telah memanfaatkan

 data kependudukan berdasarkan
 perjanjian kerja sama

Jumlah Perangkat 
Daerah Provinsi

 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

=  2   x 100% 

        2 

   = 100% 

- 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Prov. 
Sumsel 
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II - 27 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel) 

  

 

1) IKK Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri   

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2g1 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa 

 

Jumlah  desa  mandiri  tahun  N – Jumlah  desa  mandiri  tahun  N−1

Jumlah  desa  mandiri  tahun  N−1

 x100% 

 =  233   x 100% 

      568 

  = -58,98% 

- 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa Prov. 

Sumsel 

 

 

 

2) IKK Persentase fasilitasi kerja sama desa 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian 

Kinerja 
Permasalahan Sumber Data Ket 

2g2 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa 

Jumlah  kerja  sama  desa  yang  di  tindaklanjuti  

  Jumlah  kerja  sama  antar  desa  lintas
kabupaten

kota
 

diwilayah  provinsi

    x100% 

 

=  0   x 100 

       1 

  = 0% 

Kerjasama antar desa lintas 

kabupaten tidak ada. Sehingga 

datanya 0 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa Prov. 

Sumsel 
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II - 28 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

(Kemendukbangga/BKKBN Prov. Sumsel dan Dinas Kesehatan Prov. Sumsel) 

 

     

1) IKK Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2h1 

Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

 

Total Fertility Rate/TFR provinsi 

 

Target Fertility  rate/TFR    provinsi yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat

 terhadap provinsi yang bersangkutan

  =  2,29   x 100% 

     2,32 

 = 98,71% 

- 

 

Kemendukba

ngga/BKKBN
/Dinas 

Kesehatan 
Prov. Sumsel 

 

  

 

2) IKK Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2h2 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑲𝑩 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒇 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏   

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑼𝒔𝒊𝒂 𝑺𝒖𝒃𝒖𝒓 
𝒖𝒔𝒊𝒂 𝟏𝟓 − 𝟒𝟗 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏

   𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

=  907.261   x 100% 

     1.307.269 

  = 69,40% 

- 

Kemendukban
gga/BKKBN/D

inas Kesehatan 
Prov. Sumsel 
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II - 29 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2h3 

Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

Persentase kebutuhan ber −
Keluarga Berencana

 yang tidak terpenuhi 
 unmet need provinsi  

Target persentase kebutuhan ber −
Keluarga Berencana

 yang tidak terpenuhi  unmet need 
provinsi yang ditetapkan

 oleh pemerintah pusat untuk
 provinsi yang bersangkutan

 x 100% 

 

  =   71.227   x 100% 

      1.307.269 

  = 5,45% 

- 

Kemendukba
ngga/BKKBN

/Dinas 

Kesehatan 
Prov. Sumsel 
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II - 30 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN 

(Dinas Perhubungan Prov. Sumsel) 

 

   

1) IKK Rasio konektivitas provinsi  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2i1 Perhubungan 

Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x 

Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 
 

• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada 

provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek 
pada provinsi tersebut) 

• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah 

lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot 
lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada 
provinsi tersebut) 

 
Keterangan: 

IK1 (Angkutan Jalan) 

 Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis 

ditambah trayek AKDP 

 Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek 

perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek 

AKDP dalam kurun waktu tertentu 
 

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) 

 Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah 

lintasan perintis ditambah lintasan komersil 

 Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas 

penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun 

komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang 
direncanakan dalam kurun waktu tertentu 

= (0,36x0,7) + (1x0,3) 

= (0,25+0,3 

= 0,55 

- 
Dinas 

Perhubungan 
Prov. Sumsel 
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II - 31 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 
Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 
penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan 
dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot 

angkutan jalan = 30) 

2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 
penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan 

angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan 
jalan = 50) 

3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 
penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan 
angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan 

jalan = 70) 

4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan 
laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) 

 
Bobot Trayek atau Lintas : 
a.  Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam 

seminggu), bobot = 1 
b.  Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam 

seminggu), bobot = 0.8 
c.  Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam 

seminggu), Bobot = 0.5 
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II - 32 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

2) IKK V/C Ratio di Jalan Provinsi  

   

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2i2 Perhubungan 

V/C ratio di jalan Provinsi 
 

Cara menghitung : 
IKK = VCR ruas 1 + VCR ruas 2 + VCR ruas 3 + ..... + VCR 

ruas n 
VCR ruas n = VCR ruas n C ruas n 
C ruas n = CO x FC w x FC spb x FC sf 

 
Ket : 

V ruas n = Volume lalu lintas jalan pada jam puncak di ruas 
jalan (n) (smp/jam) 
C ruas n = kapasitas jalan di ruas jalan (n) (smp/jam) 

CO = kapasitas dasar jalan (smp/jam) 
FC w = factor penyesuaian lebar jalan 
FC spb = factor penyesuaian pemisah jalan (hanya untuk 

jalan tak terbagi) 
F csf = factor penyesuaian hambatan samping bahu 

jalan/kerb 
 

 
0,357 

- 

Dinas 

Perhubungan 
Prov. Sumsel 

 

  

3) IKK Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan 

   

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian 

Kinerja 
Permasalahan Sumber Data Ket 

2i3 Perhubungan 

 
Jumlah  perusahaan  angkutan  umum  yang  tersertifikasi

 sistem  manajemen  keselamatan

Jumlah  perusahaan  angkutan  umum  yang  terdata
 x 100% 

=  7   x 100% 

    15 

 = 46,67% 

- 
Dinas 

Perhubungan 
Prov. Sumsel 
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II - 33 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel) 

  

 

1) IKK Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses yang 

Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Permasalahan Sumber Data Ket 

2j1 

Komunikasi 

dan 
Informatika 

 
Jumlah  Perangkat  Daerah   PD 

dan  atau  unit  pelaksana  teknis  daerah  yang  terhubung
 dengan  akses  internet  yang  disediakan  oleh  

Dinas  Komunikasi  dan  Informatika

Jumlah  Perangkat  Daerah   PD 

 dan  atau  unit  pelaksana  teknis  daerah

 x 100% 

 
=  9   x 100% 
   48    

= 18,75% 

- 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Prov. Sumsel 
 

 

  

 

2) IKK Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2j2 
Komunikasi 

dan Informatika 

 

x 100% 

 

 =  6  x 100% 

     8    
 = 75% 

- 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Prov. Sumsel 
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3) IKK Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan  

Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2j3 
Komunikasi dan 

Informatika 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒔𝒂𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒆𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏
 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌,

𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒕𝒂𝒉𝒖𝒊 𝒌𝒆𝒃𝒊𝒋𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 
𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌

  x 100% 

 

=  3.471.300 x 100% 

    6.140.231 
= 56,53% 

- 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 
Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
(Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel) 

   
 

1) IKK Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 

 
No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2k1 

Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

 
(  Volume  usaha  koperasi  tahun  berjalan  −   Volume  usaha

 koperasi  tahun  sebelumnya )

  Volume  usaha  koperasi  tahun  sebelumnya

 x 100% 

 

 

=  69.448.471.794   x 100% 

    59.160.849.817   
= 17,39% 

- 

Dinas 

Koperasi 
UKM Prov. 

Sumsel 

 

 

 

 

2) IKK Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2k2 
Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

 
 Usaha  kecil  yang  memperoleh  Nomor  Induk  Berusaha   NIB 

  Usaha  kecil  keseluruhan

  x 100% 

 

=  516   x 100% 
   2700    

= 19,11% 

- 

Dinas 
Koperasi 

UKM Prov. 

Sumsel 
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3) IKK Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2k3 

Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

Jumlah  usaha  kecil  yang  telah  melakukan  ekspor

Jumlah  usaha  kecil

  x 100% 

 

=  5      x 100% 
  2700 
= 0,19% 

- 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL 
(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumsel) 

  

 

1) IKK Persentase peningkatan investasi di provinsi  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permsalahan Sumber Data Ket 

2l1 
Penanaman 

Modal 

 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒏−𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒏−𝟏 

𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒏−𝟏 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊 

  x 100% 

 

= 62.668.051.138.154 x 100% 

     70.920383.354.095 

  = -11,64 

Terjadinya 

perlambatan 

investasi di tahun 

2025 sebesar -

11,63%, 

disebabkan oleh 

menurunnya 

persentase 

pertumbuhan 

Realisasi 

investasi PMA -

54,83% 

dibandingkan 

dengan tahun 

2024 lalu yang 

disebabkan 

siklus proyek 

beberapa 

Investor PMA 

yang telah 

menyelesaikan 

fase padat 

Dinas PM 

PTSP Prov. 
Sumsel 
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modalnya di 

tahun 2024 lalu 

sehingga di 

tahun 2025 

berada pada fase 

produksi yang 

nilai investasinya 

tidak terlalu 

tinggi. 

Sedangkan 

realisasi PMDN 

meningkat 

sebesar 28,89% 

di tahun 2025. 

  

 

2) IKK Persentase realisasi investasi terhadap target investasi 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

2l2 
Penanaman 

Modal 

Total  realisasi  investasi  provinsi

Target  investasi  provinsi  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Koordinasi  
Penanaman  Modal  kepada  provinsi  yang  bersangkutan  

  

x 100% 

 

= 62.668.051.138.154 x 100 

      78.850.000.000.000 

   = 79,48% 

Capaian realisasi 

investasi hanya 

tercapai 79.49% dari 

target yg ditetapkan 

tersebut terutama 

dipengaruhi oleh 

menurunnya realisasi 

PMA yang hanya 

berkontribusi sekitar 

24,7% terhadap total 

Dinas PM 
PTSP Prov. 

Sumsel 
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realisasi investasi di 

tahun 2025. Hal ini 

disebabkan oleh 

siklus proyek 

beberapa Investor 

PMA yang telah 

menyelesaikan fase 

padat modalnya di 

tahun 2024 lalu 

sehingga di tahun 

2025 berada pada 

fase produksi yang 

nilai investasinya 

tidak terlalu tinggi. 

Sementara PMDN 

memberikan 

kontribusi dominan 

sebesar 75,3 % yang 

menjadi penyangga 

nilai realisasi 

investasi Sumsel di 

tahun 2025. 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

(Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel) 

 

  

1) IKK Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2m1 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

 
Jumlah  pemuda  usia   16−30 tahun  yang  berwirausaha  di  provinsi

Jumlah  target  pemuda  usia   16−30 tahun  
yang  mendapatkan  pembinaan  wirausaha  di  provinsi

   x 100% 

 
=  820   x 100% 

    820    
= 100% 

- 

Dinas 

Pemuda dan 
Olahraga 

Prov. Sumsel 
 

 

  

 

2) IKK Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan   

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2m2 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

(𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒎𝒖𝒅𝒂  𝟏𝟔−𝟑𝟎 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒇 
𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒎𝒖𝒅𝒂𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒔𝒐𝒔𝒊𝒂𝒍 

𝒌𝒆𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒎𝒖𝒅𝒂  𝒖𝒎𝒖𝒓 𝟏𝟔−𝟑𝟎 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊

  x 100% 

 
=  250           x 100% 
   2.188.426    
= 0,01% 

- 

Dinas Pemuda 

dan Olahraga 
Prov. Sumsel 
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3) IKK Persentase atlet yang masuk pemusatan latihan nasional 
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

2m3 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

Jumlah  atlet  daerah  yang  masuk  Pemusatan  Latihan  Nasional

Jumlah  atlet  daerah  yang  dibina  ditingkat  Provinsi  (Komite  Olahraga  Nasional
 Indonesia ,Pusat  Pendidikan  dan  Latihan  Pelajar ,Pusat  Pendidikan  

dan  Latihan  Daerah ,Induk  Cabang  Olahraga )

  x 100% 
=  15  x 100% 
   244    
= 6,15% 

- 

Dinas 
Pemuda 

dan 
Olahraga 

Prov. 

Sumsel 
 

 

  

 

4) IKK Persentase jumlah atlet berprestasi   
 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

2m4 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

Jumlah  atlet  peraih  medali  

Jumlah  atlet  yang  ikut  event  nasional  dan  internasi onal

  x 100% 

 
=  35  x 100% 
    35   
= 100%    

= 38.05 

- 

Dinas 
Pemuda dan 

Olahraga 
Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel) 
 

  

1) IKK Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan  

kesepakatan forum satu data daerah  

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2n Statistik 

Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data
 berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah 

Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah

  x 100% 

 
=  270  x 100% 
    329  
= 82,07% 

- 

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN 
(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah   

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2o Persandian 

 

Nilai  Indeks  Keamanan  Informasi   KAMI  hasil  verifikasi

Nilai  optimal  indeks  Keamanan  Informasi  (KAMI ) (918)

 x 100% 

 

 

= 446   x 100% 
   918   
= 48,58% 

- 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN 
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel) 

 
 

1) IKK Persentase warisan budaya yang dilestarikan 
 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2p Kebudayaan 

 
Jumlah  cagar  budaya  dan  obyek  pemajuan  kebudayaan  

yang  dilindungi ,dikembangkan  dan  dimanfaatkan  

Jumlah  cagar  budaya  dan  obyek  pemajuan  
kebudayaan  yang  telah  ditetapkan

 X 100% 

 

= 72 x 100% 

       72 

   = 100 

- 

Dinas 

Kebudayaan 
dan 

Pariwisata 

Prov. Sumsel 
 

 

  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB II 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

 

 

                  ⁓45⁓ 

 
II - 45 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN 
(Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel) 

 

  

1) IKK Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2q1 Perpustakaan 
TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat 

Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100 

 

  = (0,15x56,08) + (0,50x60,59) +     
     (0,35x63,10) 
  = 60,86 (rendah)  

 

- 

Dinas 
Perpustakaan 

Prov. Sumsel 
 

 

  

 

2) IKK Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2q2 Perpustakaan 

 

 
 

IPLM = ((0,30 x dimensi kepatuhan) + (0,70 x 

dimensi kinerja )) x 100 
 
 

 

  = (0,30x0,473) + (0,70x0,439) x 100 
  = 37,81 

 
 

- 

Dinas 
Perpustakaan 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN 

 (Dinas Kearsipan Prov. Sumsel) 

 
  

1) IKK Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban 

nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  
 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

2r Kearsipan 

T = (a + i + s + j)/4 
 

T  = Tingkat ketersediaan arsip 

a  = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan 

daftar arsip 

i   = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan 

daftar arsip 

s  = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan 

sarana bantu temu balik 

j   = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan 

dalam SIKN melalui JIKN 

  = 89,76+100+100+100 

4 
  = 97,44% 

 

- 

Dinas 
Kearsipan 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel)  

 

  

1) IKK Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

3a1 
Kelautan dan 

Perikanan 

Produksi  perikanan  tangkap  dan  budidaya   ton  

Target  produksi  perikanan  tangkap  dan  budidaya  (ton )
 X 100% 

 
 = 428.526,21 x 100% 

    455.769 
= 94,02% 

- 

Dinas 
Kelautan 

dan 

Perikanan 
Prov. 

Sumsel 
 

 

 

2) IKK Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi 
 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3a2 
Kelautan dan 

Perikanan 

 
Jumlah  pelaku  usaha  pengolahan  hasil  perikanan  

tangkap  dan  budidaya  tahun  N – Jumlah  pelaku  usaha

 pengolahan  hasil  perikanan  tangkap  dan  budidaya  tahun  N−1

Jumlah  pelaku  usaha  pengolahan  hasil
 perikanan  ta ngkap  dan  budidaya  tahun  N−1

 X 100% 

   = 3.348 x 100% 
      3.206 

   = 4,43% 

- 

Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan 

Prov. Sumsel 
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3) IKK Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

 
No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3a3 
Kelautan dan 

Perikanan 

 

Pelaku  usaha  yang  patuh

Pelaku  usaha  yang  diawasi

      X 100% 

 

= 39 x 100% 

      45 

   = 86,67% 

pada IKK 3.a.3 persentase 

tingkat Kepatuhan pelaku 
usaha Kelautan dan Perikanan 

terdiri dari pelaku usaha di 
Bidang perikanan tangkap, 

pelaku Usaha di Bidang 

Perikanan Budidaya dan 
pelaku Usaha Perikanan 

Bidang Pengolahan, tetapi 

untuk Pelaku Usaha Perikanan 
budidaya Kewenangan untuk 

menerbitkan Izin atau 
rekomendasi perizinan bukan 

pada Pemerintah Provinsi 

melainkan ada di Kementerian 
kelautan sehingga data tidak 

dapat kami sajikan 

Dinas 

Kelautan 
dan 

Perikanan 
Prov. 

Sumsel 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB II 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

 

 

                  ⁓49⁓ 

 
II - 49 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA 
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel) 

 

  

1) IKK Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3b1 Pariwisata 

 
Jumla h wisatawan  asing  tahun  N – Jumlah  wisatawan  asing  tahun  N−1

Jumlah  wisatawan  asing  tahun  N−1

 x 100% 

 

= 4.767 – 2.004  x 100% 
           2.004 
= 4.767   x 100% 

   2.004 
= 137,87% 

- 

Dinas 

Kebudayaan 
dan 

Pariwisata 
Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

2) IKK Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3b2 Pariwisata 

 
Jumlah wisatawan tahun N –  Jumlah wisatawan tahun N − 1

Jumlah wisatawan tahun N − 1

 

 
 = 26.065.520 – 18.143.118  x 100% 

18.143.118 
 = 26.065.520  x 100% 
    18.143.118 

 = 43,67% 

- 

Dinas 
Kebudayaan 

dan 
Pariwisata 

Prov. Sumsel 
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3) IKK Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3b3 Pariwisata 

Nilai tambah penyediaan akomodasi makan minum

Nilai Produk Domestik Regional Bruto provinsi

 x 100% 

 

 = 14.973  x 100% 

      720.205 
    = 2,08% 

 

- 

Dinas 
Kebudayaan 

dan 
Pariwisata 

Prov. Sumsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB II 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

 

 

                  ⁓51⁓ 

 
II - 51 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN 
(Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel) 

 

  

1) IKK Persentase peningkatan produksi tanaman pangan  

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3c1 Pertanian 

 
Produksi  tanaman  pangan  tahun  N – Produksi  tanaman  

pangan  tahun  N−1

Produksi  tanaman  pangan  tahun  N−1

 x 100% 

 
= 4.260,177,11 x 100% 

   3.743.363,88 
= 13,81% 

- 

Dinas 

Pertanian, 

Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

Prov. 

Sumsel 

 

 

 

  

2) IKK Persentase peningkatan produksi hortikultura 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3c2 Pertanian 

Produksi  hortikultura  tahun  N – Produksi  
hortikultura  tahun  N−1

Produksi  hortikultura  tahun  N−1

 x 100% 

 

 
= 24.535,14 x 100% 
   17.588,46 

= 39,50% 

- 

Dinas 

Pertanian, 

Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

Prov. 

Sumsel 
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3) IKK Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan  

(Dinas Ketahanan Pangan dan Pertenakan Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3c3 Pertanian 

 
Produksi komoditas peternakan tahun N –  Produksi

 komoditas peternakan tahun N − 1

Produksi komoditas peternakan tahun N − 1

 

 
= 412315,15 – 399214,36  x 100% 

399214,36 

 = 412.315,15  x 100% 
    399.214,36 

 = 3,28% 

- 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN 

(Dinas Kehutanan Prov. Sumsel) 
 
  

1) IKK Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi 

   

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3d1 Kehutanan 

 

Luas  lahan  kritis  di  luar  kawasan  hutan  negara  yang  direhabilitasi

Luas  target  tahunan  rehabilitasi  lahan  kritis  diluar
 kawasan  hutan  negara  dalam  1 provinsi

 x 100% 

 

= 512,45 x 100% 

    13.505,3 

 = 3,79% 

- 

Dinas 

Kehutanan 

Prov. 

Sumsel 
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2) IKK Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa,  

hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

3d2 Kehutanan 

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat 
dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan

 tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan  Ha 

Luas target tahunan kawasan hutan yang 
dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan

 kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat 
dan kemitraan kehutanan (Ha)

 x100 

 

= 1.721,78 x 100% 

      5.000 

= 34,44% 

-- 

Dinas 

Kehutanan 

Prov. 

Sumsel 

 

 

 

3) IKK Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3d3 Kehutanan 

Luas  hutan  yang  rusak  tahun  N−1 – Luas  hutan  yang
 rusak  tahun  N 

Luas  hutan  yang  rusak  tahun  N−1

     

 
 X 100% 

 
= 5.728,87  x 100% 

   10.086,11 
= 43,20% 

 

1. Data Luas hutan rusak Tahun 

2025 disusun dengan mengacu 

pada data perubahan tutupan 

lahan Tahun 2023–2024. Hal ini 

dikarenakan data tutupan lahan 

memiliki jeda waktu (time lag) 

dalam proses pengolahan, 

verifikasi, dan penetapan, sehingga 

pada Tahun 2025 data terbaru 

yang tersedia dan tervalidasi 

Dinas 

Kehutanan 

Prov. 

Sumsel 
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adalah data perubahan tutupan 

lahan hingga Tahun 2024.  

2. Data luas hutan rusak Tahun 

2024 masih menggunakan 

referensi data perubahan tutupan 

lahan Tahun 2022–2023. Hal ini 

dikarenakan data tutupan lahan 

bersifat time lag (mengalami 

keterlambatan rilis), sehingga data 

terbaru yang tersedia dan 

tervalidasi secara resmi saat ini 

adalah data perubahan tutupan 

lahan Tahun 2023. Dengan 

demikian, analisis kondisi 

kerusakan hutan Tahun 2024 

disusun berdasarkan data terakhir 

yang telah dipublikasikan 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel) 

 
  

1) IKK Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah  

yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

3e1 

Energi dan 

Sumber Daya 
Mineral 

Ada/Tidak Ada Penetapan Peraturan 
Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin 

pengusahaan dan persetujuan penggunaan 
air tanah yang menjadi kewenangan provinsi 

 

Ada - 

Dinas 

ESDM 

Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

2) IKK Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

3e2 

Energi dan 

Sumber Daya 
Mineral 

 

Jumlah  usaha  tambang  yang  sesuai  kewenangan  provinsi
 yang  tidak  melanggar  peraturan  perundang −undangan  

Jumlah  usaha  tambang  sesuai  kewenangan  provinsi

     x 100% 

 
=  318 x 100% 

       318 
   =  100% 

 

- 

Dinas 

ESDM Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

 

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB II 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

 

 

                  ⁓57⁓ 

 
II - 57 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN 

(Dinas Perdagangan Prov. Sumsel) 

 

 

1) IKK Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

3f1 Perdagangan 

 
Jumlah  pengaduan  konsumen  yang  ditangani  pada  tahun  N

Jumlah  pengaduan  konsumen  yang  masuk  pada  tahun  N

    x 100% 

 

=  55 x 100% 
         56 
     = 98,21% 

- 

Dinas 

Perdagangan 

Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

2) IKK Nilai ekspor barang per provinsi 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

3f2 Perdagangan 

 
Nilai  ekspor  barang  ke  negara  lain  dalam  1 tahun

    Target  nilai  ekspor  barang  ke  negara  lain  dalam  1 tahun

    x  

100% 

 

=  6.334,31 x 100% 
      6.862 
=  92,31% 

 

- 

Dinas 

Perdagangan 

Prov. 

Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN 
(Dinas Perindustrian Prov. Sumsel) 

  
 

1) IKK Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor 

industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor 

industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Permasalahan Sumber Data Ket 

3g1 Perindustrian 

Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah
 dihitung dengan cara membandingkan antara target

 yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri 
daerah tahunan

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒏−𝟏

      x 100% 

 
82,83% 

 

- 

Dinas 

Perindustrian 

Prov. Sumsel 
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2) IKK Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem  

Informasi Industri Nasional 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian 

Kinerja 
Permasalahan Sumber Data Ket 

3g2 Perindustrian 

 
 

Jumlah pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi 

industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Jumlah seluruh pelaku usaha industri besar

  x 100% 

 

=  119 x 100% 

    173 
= 68,79% 

 

- 

 

Dinas 

Perindustrian 

Prov. Sumsel 

 

 

    

 

3) IKK Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3g3 Perindustrian 

Jumlah industri besar tahun N – 
Jumlah industri besar tahun N-1 
                                                                       x 100% 

  Jumlah industri besar tahun N-1 

 
=  173  x 100% 

       151 
   = 14,57% 

 

- 

 

Dinas 

Perindustrian 

Prov. Sumsel 
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4) IKK Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3g4 Perindustrian 

Nilai investasi sektor industry 

                                                  x 100% 
 

   Total investasi seluruh sektor 

 
=  20.384.861.110.642 x 100% 

     62.668.051.138.154 

= 32,53% 
 

- 

 

Dinas 

Perindustrian 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIGRASI 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel) 

  

1) IKK Tidak ada kewenangan provinsi 

 
No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

3h Transmigrasi Tidak ada kewenangan provinsi 100 Tidak Ada 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 
Prov. Sumsel 
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2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (PERENCANAAN) 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel) 
  

1) IKK Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan Sumber Data Ket 

4a Perencanaan 

Program dan atau kegiatan yang dianggarkan 

dalam peraturan 
daerah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan 
direalisasikan 

                                                               x 100% 
 

Program kegiatan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang berkaitan dengan 17 program 
prioritas presiden 

 

=  17  x 100% 
    17 
= 100% 

- 
BAPPEDA 

Prov. Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (KEUANGAN) 

(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel) 
 

  

1) IKK Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, 

Tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari transfer ke 

Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

4b1 Keuangan 

Anggaran belanja pegawai daerah di luar 

tambahan penghasilan guru, tunjangan 
khusus guru, tunjangan profesi guru, dan 
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber 

dari Transfer ke Daerah (TKD) 
                                                                 x 100% 

     Anggaran belanja dalam Anggaran 
 Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

=  2.369.001.909.039     x 100% 
   11.237.619.654.098 
= 21,08% 

 

- 

 

BPKAD 
Prov. 

Sumsel 
 

  

 

2) IKK Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah 

(Bapenda Prov. Sumsel) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

4b2 Keuangan 

     Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

                                                x 100% 
     Realisasi pendapatan daerah 

 
=  4.564.918.691.338,32     x 100% 

   10.064.162.585.499,3 
= 45,36% 

5.312.800.889.308,2 x 10010.965.5487 

- 
 

Bapenda 

Prov. 
Sumsel 
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3) IKK Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4b3 Keuangan 

 

Realisasi anggaran belanja urusan 
wajib pelayanan dasar tahun N 

                                                   x 100% 
Alokasi anggaran belanja urusan 

wajib pelayanan dasar tahun N 

 
=  4.037.023.860.288,94     x 100% 
       5.244.085.538.092 

= 76,98% 
 

- 

BPKAD 

Prov. 

Sumsel 

 

 

 

4) IKK Persentase alokasi belanja insfrastruktur pelayanan publik 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4b4 Keuangan 

 
Alokasi belanja infrastruktur 

pelayanan public 
                                                         x 100% 

Total belanja Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil 

dan/atau transfer kepada daerah 

dan/atau desa 

=  2.543.900.359.692,5     x 100% 
    7.464.000.057.086 

= 34,08% 
 

- 

 

BPKAD 

Prov. 
Sumsel 
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INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

  (KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN) 

(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel) 
 

  

1) IKK Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk  

guru dan tenaga kesehatan) 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permsalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

4c 

Kelembagaan, 

Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan 
perguruan tinggi (tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 
                                                      x 100% 

Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara 

(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

 
= 6.510 x 100% 
   8.591 

= 75,78% 
 

- 
BKD Prov. 

Sumsel 
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II - 66 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

  (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) 

(Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sumsel) 
 

 

1) IKK Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan 

 

No 

IKK 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

4d 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Jumlah produk inovasi perangkat 
daerah yang menjadi bagian dari 

program dan atau kegiatan 
perangkat daerah 

                                                        x 100% 
Jumlah produk inovasi yang  
Dihasilkan oleh perangkat daerah 

 

=  90    x 100% 
         113 
     = 79,65% 

 

- 
BRIDA 
Prov. 

Sumsel 
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II - 67 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

  (FUNGSI PENGAWASAN) 

(Inspektorat Daerah Prov. Sumsel) 
  

 

1) IKK Maturitas Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel) 

  

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4e1 Pengawasan Nilai 1/2/3/4/5 
5 

 

Pada pengisian data dukung masih 
menggunakan hasil evaluasi BPKP 

tahun 2024 dikarenakan pada tahun 

2025 BPKP tidak melakukan evaluasi 
SPIP pemerintah daerah 

Inspektorat 

Prov. 

Sumsel 

 

 

 

2) IKK Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4e2 Pengawasan Nilai 1/2/3/4/5 
 

5 

Sesuai dengan Perban BPKP No. 6 

Tahun 2026 tentang Peningkatan 
Kapabilitas APIP, sehingga evaluasi 
terhadap KAPIP pada Pemerintah 

Daerah Sumatera Selatan masih 
dalam tahap evaluas. Data dukung 

masih menggunakan hasil evaluasi 
pada tahun sebelumnya 

Inspektorat 
Prov. 

Sumsel 
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II - 68 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Outcome : Manajemen resiko indeks (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4e3 Pengawasan Level1 / level 2 / level 3 / level 4 / level 5 
4 
 

Pada pengisian data dukung masih 
menggunakan hasil evaluasi BPKP 

tahun 2024 dikarenakan pada 
tahun 2025 BPKP tidak 

melakukana evaluasi SPIP/MRI 
pemerintah daerah 

Inspektorat 

Prov. 
Sumsel 

 

  

 

4) IKK Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun anggaran N-1(Inspektorat Daerah Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4e4 Pengawasan 

 

Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa 
Keuangan tahun anggaran tahun N-1 

                                                                            x 100% 
Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan 

tahun anggaran tahun N-1 

=  181   x 100% 
    181 
= 100% 

 

- 

Inspektorat 

Prov. 
Sumsel 
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II - 69 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

NDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (PENGADAAN)   

(Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumsel) 

   

 
1) IKK Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)   

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4f1 Pengadaan 
Skor indikator kualifikasi dan 

kompetensi Sumber Daya Manusia 

Pengadaan Barang/Jasa 

 

 
40 
= 0 

- 

Biro PBJ 

Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

2) IKK  Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

 

No 
IKK 

 

Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 

Sumber 

Data 
Ket 

4f2 Pengadaan 
Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa 
 

19,9 
- 

Biro PBJ 

Prov. 

Sumsel 
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II - 70 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3) IKK Pemanfaatan sistem pengadaan 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4f3 Pengadaan 
Skor pemanfaatan sistem pengadaan 

 
21,29 - 

Biro PBJ 

Prov. 

Sumsel 
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II - 71 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
(HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH) 

(BPKAD Prov. Sumsel dan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel) 
 
  

1) IKK Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N (BPKAD Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permsalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4g1 

Hubungan 

dengan 

perwakilan 

daerah 

 

1. Tepat 

2. Tidak Tepat 

Tepat = 86,42 - 

BPKAD 

Prov. 

Sumsel 

 

 

  

 

2) IKK Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N (Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel) 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci 
Keluaran 

Capaian 
Kinerja 

Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4g2 

Hubungan 

dengan 
perwakilan 

daerah 

 
Jumlah Peraturan Daerah yang 

ditetapkan Tahun N 
                                                                    

x 100% 
Jumlah Rancangan Peraturan 

Daerah  
yang tertuang dalam program 

pembentukan 
 peraturan daerah tahun N 

 
= 8  x 100% 

   9 
= 88,89% 

Terdapat 1 (satu) Ranperda yang belum ditetapkan 

menjadi Perda yaitu Ranperda usul Inisiatif DPRD 

tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air 

Irigasi hal ini disebabkan terdapat dinamika pada 

saat penyusunan Ranperda terkait ketidaksepakatan 

substansi materi muatan sehingga perlu dilakukan 

pendalaman lebih lanjut oleh Tim Penyusun 

(Sekretariat DPRD) dan saat ini Ranperda tersebut 

diusulkan kembali oleh DPRD dalam Program 

Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 

Biro 

Hukum 

dan HAM 

Setda 

Prov. 

Sumsel 
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II - 72 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

DIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
(PELAYANAN PUBLIK) 

(Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel) 
  
 

1) IKK Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 

 

No 
IKK 

Urusan 
Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Permasalahan 
Sumber 

Data 
Ket 

4h 
Pelayanan 

Publik 

 

Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan 

pelayanan publik 

80 

Tindak lanjut laporan hasil 

penilaian (LHP) Ombudsman 

RI tahun 2025 adalah RSUD 

Siti Fatimah sedang Proses 

Penyelesaian Maladministrasi 

ini 

Biro 

Organisasi 

Setda 

Prov. 

Sumsel 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

II-73 

2.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 s.d 2026  

berlaku pada (Januari s.d September) dan diselaraskan dengan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah menyelesaikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang 

telah berlaku dimulai dari triwulan IV (Oktober s.d Desember). Perkembangan 

capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 

pertama laporan sesuai RPJMD, dibawah ini perbandingan pencapaian kinerja 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan RPD 2024 s.d 2026 dan 

RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut : 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026 

 

Indikator Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Tahun 

2025 

% Capaian 

2025 

Target 

Terhadap 

2026 

 

% 

Capaian 

 

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi   

1.1 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 
% 5,3-5,5 5,35 100,94 6,25 85,6 

1.2 Pendapatan per 

Kapita/PDRB ADHB 

Juta 

Rp/Kapit

a 

73,33 80,66 110,00 75,00 107,55 

1.3 Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 
Indeks  6,39 6,31 98,75 6,03 104,64 

1.4 Indeks Entropi Theil Indeks 2,090 2,331 111,53 2,083 111,91 

2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan   

2.1 Nilai Tukar Petani % 109,56 130,00 118,66 110,00 118,18 

3. Meningkatnya Ekosistem  Inovasi 

3.1 Indeks Ekosistem Inovasi  Indeks 2,73 2,73 100 2,74 99,64 

4. Terkendali Laju Inflasi Daerah   

4.1 Tingkat Infalsi Daerah % 2,5±1 2,91 100 3±1 100 

5. Menjadikan Pemeretaan Pendapatan dan  Pengurangan Kemiskinan   

5.1 Tingkat Kemiskinan 
% 

9,37-

10,37 
9,85 105,01 

10,58 106,90 

5.2 Gini Ratio 
Indeks 

0,316-

0,320 
0,298 93,13 

0,308 96,75 

6. Menurunnya Tingkat Pengangguran   

6.1 Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
% 3,82-3,93 3,69 103,40 

3,75 101,60 

7. Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan 

dan Kesehatan 

  

7.1 Indeks Pembangunan 

Manusia 
Indeks 71,96 74,76 103,89 72,29 103,42 

7.2 Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) 
Indeks 94,5 93,22 98,68 95,53 97,58 

7.3 Indeks Pembangunan 

Pemuda 
Indeks 72,5 53,67 74,03 75 71,56 

7.4 Prevalensi Stunting % 13,3 15,90 80,45 12,2 70,49 

8. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 BAB II 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan  

Pemerintahan Daerah 

  

 

 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

II-74 

 

Indikator Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Tahun 

2025 

% Capaian 

2025 

Target 

Terhadap 

2026 

 

% 

Capaian 

 

8.1 Indeks Kualitas LIngkungan 

Hidup (IKLH)  
Indeks 71,98 75,15 104,40 72,01 104,36 

8.2 Persentase Penurunan 

Emisi GRK 
% 8,66 32,00 369,52 9,29 345,57 

8.3 Indeks Resiko Bencana 

Sumsel  

Indeks 
136,01 139,67 97,31 135,50 96,92 

9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan   

9.1 Indeks Reformasi Birokrasi  Indeks 62,25 (B) 74,54 107,70 71 (BB) 104,99 

10.   Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah 

10.1 Nilai SAKIP Nilai 80,55 76,23 94,64 81,21 93,86 

11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

11.1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Indeks A 91,81 103,96 

A 
103,96 

Keterangan : 

Warna Ungu  : persentase Capaian  > 100% 

Warna Kuning  : persentase Capaian  > 75% - 100% 

Warna Biru   : persentase Capaian > 50% - 75% 

Warna Coklat   : persentase Capaian  ≤ 50% 

Warna Hijau   : Capaian tidak terealisasi (0%) 

 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029 

 

Indikator Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Tahun 

2025 

% 

Capaian 

2025 

Target 

Terhada

p 2029 

 

% 

Capaian 

 

1.  Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia    

1.1 Indeks Modal Manusia (IMM) Indeks 0,54 0,52 96,30 0,57 91,23 

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 74,4 74,76 104,48 76,04 98,32 

2.  Meningkatnya Derajat  Kesehatan   

2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan 

Sangat Pendek) pada Balita (%) 
% 14,8 15,8 92,57 11,30 60,18 

3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak 

3.1 Indeks Ketimpangan Gender  Indeks 0,465 0,479 103,01 0,416 115,14 

4. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi  Daerah   

4.1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,30-5,50 5,35 100,94 7,4-8,1 72,30 

4.2 PDRB per Kapita Rp 

(juta) 

79,90 
81,50 102,00 

127,10 
64,12 

4.3 Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,48 3,53 101,44 3,60 100,83 

5. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah    

5.1 Tingkat Inflasi % 1,5-3,5 2,91 100 1,3-3,2 100 

6. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan  Air 

6.1 Indeks Ekonomi Hijau Daerah Indeks 62,22 n/a - 63,89 - 

6.2 Indeks ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Indeks 20,19 19,14 94,80 27,39 69,88 

7. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan    

7.1 Indeks Kualitas LIngkungan Hidup 

(IKLH) 
Indeks 68,19 75,15 110,21 69,20 108,60 

7.2 Penurunan Intesitas Emisi GRK % 69,97 69,29 99,03 80,74 85,82 

8. Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air 

8.1 Indeks Ketahanan Pangan  Indeks 77,52 79,31 102,31 86,69 91,46 

9. Meningkatnya Pengelolaan Bencana    

9.1 Indeks Resiko Bencana(IRBI) Indeks  130,41 139,67 107,10 127,88 109,22 

10. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

10.1 Tingkat Kemiskinan  
% 

9,37-

10,37 
9,85 105,01 

6,05-7,05 60,28 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

II-75 

 

Indikator Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Tahun 

2025 

% 

Capaian 

2025 

Target 

Terhada

p 2029 

 

% 

Capaian 

 

10.2 Rasio Gini 
Indeks 

0,316-

0,320 
0,298 93,13 

0,294-

0,298 

100 

12. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha 

12.1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,82-3,93 3,69 103,40 3,29-3,67 103,40 

13. Terwujdunya Tata Kelola Pemerintahan 

13.1 Indeks Reformasi Birokrasi  
Indeks 

BB (75-

76) 
74,58 99,44 

BB (79-

80) 
94,41 

 

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

1. 91% ≤ Sangat Tinggi  

2. 76% ≤ Tinggi  

3. 66% ≤ Sedang  

4. 51% ≤ Rendah  

5. ≤ 50% Sangat Rendah 

 

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian 

Kinerja 

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2025-2026 ada 11 Sasaran yang telah 

ditetapkan dilaksanakan dari Januari s.d September, ada fase transisi yang 

telah disahkan pada bulan oktober berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 

ada 13 Sasaran sebagaimana terlampir pada tabel Capaian diatas sebelum 

perubahan dan sesudah perubahan. Rincian analisis capaian masing-masing 

tujuan dan sasaran dapat diuraikan melalui tabel Sebelum Perubahan dan 

sesudah perubahan sebagai berikut : 

 

Tabel Pencapaian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 Kriteri

a 
  Satuan Target Realisasi % 

1. Meningkatnya 

Pertumbuhan dan 

Perekembangan 

Ekonomi 

1.1 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 
% 5,3-5,5 5,35 100,94 

Sangat 

Tinggi  

 1.2 Pendapatan per 

Kapita/PDRB ADHB 

Juta Rp 

/ 

Kapita 

73,33 80,66 110,00 
Sangat 

Tinggi  

 1.3 Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 
Indeks 6,39 6,31 98,75 

Sangat 

Tinggi  
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

II-76 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 Kriteri

a 
  Satuan Target Realisasi % 

 1.4 Indeks Entropi Theil 
Indeks 2,090 2,331 115,53 

Sangat 

Tinggi  

         

2. Meningkat 

Perekonomian 

Sektor Unggulan 

2.1 Nilai Tukar Petani 

% 109,56 130,00 118,66 
Sangat 

Tinggi  

         

3. Meningkatnya 

ekosistem Inovasi 

3.1 Indeks Ekosistem 

Inovasi  
Indeks 2,73 2,73 100 

Sangat 

Tinggi  

         

4. Terkendali Laju 

Inflasi Daerah 

4.1 Tingkat Infalsi Daerah 
% 2,5±1 2,91 100 

Sangat 

Tinggi  

         

5. Menjadikan 

Pemerataan 

Pendapatan dan 

Pengurangan 

Kemiskinan  

5.1 Tingkat Kemiskinan 
% 

9,37-

10,37 
9,85 105,01 

Sangat 

Tinggi  

 5.2 Gini Ratio 

Indeks 
0,316-

0,320 
0,298 93,13 

Sangat 

Tinggi  

         

6. Menurunnya 

Tingkat 

Pengangguran 

6.1 Tingkat Pengangguran 

Terbuka % 
3,82-

3,93 
3,69 103,40 

Sangat 

Tinggi  

         

7. Meningkatnya 

Perluasab Akses 

dan Kesempatan 

Terhadap 

Pelayanan 

Pendidikan dan 

Kesehatan  

7.1 Indeks Pembangunan 

Manusia 
Indeks 71,96 74,76 103,89 

Sangat 

Tinggi  

7.2 Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) 
Indeks 94,5 93,22 98,68 

Sangat 

Tinggi  

7.3 Indeks Pembangunan 

Pemuda 
Indeks 72,5 53,67 74,03 Tinggi 

7.4 Prevalensi Stunting 
% 13,3 15,90 80,45 

Sangat 

Tinggi  

         

8. Meningkatnya 

Pelestarian 

Lingkungan dan 

Menurunkan 

Resiko Bencana  

8.1 Indeks Kualitas 

LIngkungan Hidup 

(IKLH)  

Indeks 71,98 75,15 104,40 
Sangat 

Tinggi  

 8.2 Persentase Penurunan 

Emisi GRK 
% 8,66 32,00 369,52 

Sangat 

Tinggi  

 8.3 Indeks Resiko Bencana 

Sumsel  
Indeks 136,01 139,67 97,31 

Sangat 

Tinggi  

         

9. Peningkatan Tata 

Kelola 

Pemerintahan  

9.1 Indeks Reformasi 

Birokrasi  Indeks 
62,25 

(B) 
74,54 107,70 

Sangat 

Tinggi  

         

10. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

10.1 Nilai SAKIP 

Nilai 80,55 76,23 94,64 
Sangat 

Tinggi  

         

11. Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

publik  

11.1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat Indeks A 91,81 103,96 
Sangat 

Tinggi  
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

II-77 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% 101 110 98,8 116 119 100 100 105 93,1 103 104 98,7 74 80,5 104 370 97,3 108 94,6 104

Realisasi 5,35 80,7 6,31 2,33 130 2,73 2,91 9,85 0,3 3,69 74,8 93,2 53,7 15,9 75,2 32 140 74,5 76,2 91,8

Target 5,3 73,3 6,39 2,09 110 2,73 2,5 10,4 0,32 0 72 94,5 72,5 13,3 72 8,66 136 62,3 80,6 88,3
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GRAFIK CAPAIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025 sebelum perubahan pada periode kedua berdasarkan RPD bisa 

dilihat dari tabel diatas sudah memenuhi target yang telah ditetapkan pada 

TW I s.d TW III dengan kriteria Sangat Tinggi dari 19 indikator dan 1 indikator 

dengan kriteria Tinggi yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-78 

Pencapaian Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025 

 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

1. Meningkatnya 
Pertumbuhan dan 
Perekembangan 
Ekonomi 

1.1 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

% 5,3-5,5 5,35 100,94 Sangat Tinggi  

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 

dengan target 5,3-5,5 dengan realisasi 5,35 

capaian 100,94 menunjukkan Ekonomi Sumatera 

Selatan tumbuh impresif, melampaui rata-rata 

nasional yang berada di angka 5,11%. 

Pertumbuhan ini ditopang oleh sector pertanian, 

perdagangan, industry pengolahan dan real estate 

menjadikan salah satunya yang tertinggi di 

Sumatera. Sektor pertambangan dan akomodasi 

juga memberikan kontribusi signifikan. 

Pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai 

sector, tidak hanya bergantung pada komoditas, 

menjadi faktor kunci keberhasilan Ekonomi 

Sumatera Selatan pada tahun 2025. 

 

 1.2 Pendapatan per 
Kapita/PDRB ADHB 

Juta Rp / 
Kapita 

73,33 80,66 110,00 Sangat Tinggi  

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB pada tahun 

2025 ditargetkan 73,33 dengan realisasi 80,66 

capaian 110,00, keberhasilan ini didorong oleh 

posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi 

(batubara, minyak, gas) dan optimalisasi sektor 

pertanian serta kinerja ekonomi : pertumbuhan 

pada triwulan II-2025 tercatat sebagai yang 

tertinggi ke 4 tahun terakhir. Sektor Utama 

pendorong ekonomi adalah pengadaan listrik dan 

gas (tumbuh 11,39%) serta ekspor barang dan 

jasa yang meningkat signifikan. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

 1.3 Indeks Pembangunan 
Ekonomi Inklusif 

Indeks 6,39 6,31 98,75 Sangat Tinggi  

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tahun 

2025 ditargetkan 6,39 dengan realisasi 6,31 

capaian 98,75, IPEI merupakan alat ukur alat ukur 

komprehensif (skala 0-10) untuk memantau 

seberapa merata pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, serta akses peluang bagi masyarakat 

di tingkat nasional, provinsi, hingga 

kabupaten/kota. IPEI didasarkan pada 3 pilar 

utama: pertumbuhan ekonomi, pemerataan / 

pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses. 

Perhitungan IPEI Sumatera Selatan 6,31 sudah 

dengan kategori bagus karena Sumatera Selatan 

sudah berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga 

pengurangan ketimpangan social dan wilayah. 

 

 1.4 Indeks Entropi Theil 

Indeks 2,090 2,331 115,53 Sangat Tinggi  

Indeks Entropi Theil tahun 2025 target 2,090 
dengan target 2,331 capaian 115,53 keberhasilan 
ini tidak terlepas dari gambaran ekonomi sumatera 
selatan tahun 2025, tingkat kemiskinan turun satu 
digit menjadi 9,85% (per awal 2026) dan IPM 
mencapai 83,27 dan juga digunakan untuk 
mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah 
atau antar kelompok dalam suatu wilayah yang 
bisa dilihat dari data BPS. 

 

          

2. Meningkat 
Perekonomian Sektor 
Unggulan 

2.1 Nilai Tukar Petani 

% 109,56 130,00 118,66 Sangat Tinggi  

Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 target 109,56 

dengan realisasi 130 capaian 118,86 kondisi ini 

menunjukkan bahwa petani mengalami surplus 

karena pendapatan petani lebih besar dari 

pengeluaran sehingga keberhasilan capaian ini 

salah satunya didukung oleh program/kegiatan 

yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

          

3. Meningkatnya ekosistem 
Inovasi 

3.1 Indeks Ekosistem 
Inovasi  

Indeks 2,73 2,73 100 Sangat Tinggi  

Indeks ekosistem Sistem pada tahun 2,73 dengan 

realisasi 2,73 capaian 100 keberhasilan ini tidak 

lepas dari peran serta Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Berikut adalah poin-poin keberhasilan terkait 

indeks ekosistem dan pembangunan Sumsel 

tahun 2025: 

Peringkat Kualitas Pembangunan 

Tertinggi: Sumsel berhasil menduduki peringkat 

ke-7 dalam kualitas pembangunan di tingkat 

nasional pada September 2025. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sangat 

Tinggi: IPM Kota Palembang (sebagai ibu kota 

provinsi) mencapai 83,27 pada tahun 2025, masuk 

dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan 

pertumbuhan 1,19% dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Kinerja Ekosistem Digital (ETPD): Indeks 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 

(ETPD) di wilayah Sumatera Selatan meningkat 

pesat, menunjukkan penguatan ekosistem digital 

dalam tata kelola keuangan daerah. 

Ekosistem Energi dan Pertanian: Sumsel 

memperkuat perannya sebagai lumbung energi 

(batubara, migas) dan pangan nasional. Target 

cetak sawah mencapai 37 ribu hektar pada akhir 

2025, dengan capaian gabah kering giling 

mencapai 600 ribu ton pada September 2025. 

Penguatan Ekosistem Keuangan: OJK Provinsi 

Sumsel aktif berkolaborasi untuk menciptakan 

ekosistem keuangan yang inklusif dan 

berkelanjutan, didukung dengan inisiatif digitalisasi 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

di sektor UMKM dan pariwisata. 

Visi 2025: Capaian ini sejalan dengan visi 

"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 

2025", yang berfokus pada penggerak ekonomi 

regional, ketahanan pangan/energi, dan kualitas 

hidup masyarakat. 

 

          

4. Terkendali Laju Inflasi 
Daerah 

4.1 Tingkat Inflasi  Daerah 

% 2,5±1 2,91 100 Sangat Tinggi  

Tingkat Inflasi Daerah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan menunjukkan kestabilan 

ekonomi yang baik, meskipun sempat mengalami 

fluktuasi bulanan karena kenaikan harga 

komoditas seperti emas, beras dan cabai tetapi 

pemerintah tetap mengupayakan menjaga 

stabilitas harga. Pemerintah daerah bersama 

pihak terkait memperkuat sinergi untuk 

mengendalikan harga kebutuhan pokok agar 

inflalasi tetap terkendali, terutama saat permintaan 

di akhir tahun meningkat. 

          

5. Menjadikan Pemerataan 
Pendapatan dan 
Pengurangan 
Kemiskinan  

5.1 Tingkat Kemiskinan 

% 9,37-10,37 9,85 105,01 Sangat Tinggi  

Secara Umum Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 

Provinsi Sumatera Selatan dalam periode maret 

2014- September 2025 menunjukkan tren 

penurunan baik dari sisi jumlah maupun 

persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi 

Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu 

orang di Maret 2014 menjadi 898,24 ribu orang 

pada September 2025. Penurunan persentase 

kemiskinan juga terjadi dari 13,91% menjadi 9,85%. 

Berikut adalah poin-poin penting keberhasilan 

penanggulangan kemiskinan di Sumsel tahun 

2025: 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

Pencapaian Satu Digit: BPS mencatat penurunan 

persentase penduduk miskin menjadi 9,85% pada 

September 2025, yang merupakan rekor pertama 

kali di bawah 10% sejak 2014. 

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin: Sebanyak 

21,4 ribu orang berhasil keluar dari garis 

kemiskinan dibandingkan periode Maret 2025 

(898,24 ribu orang pada September). 

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Ekonomi Sumsel 

2025 tumbuh 5,35%, ditopang oleh sektor 

pertambangan, industri pengolahan, dan 

perdagangan. 

Faktor Pendorong: Penurunan kemiskinan 

didorong oleh produktivitas pertanian yang baik, 

kenaikan harga komoditas ekspor, serta intervensi 

bansos pemerintah. 

Pedesaan dan Perkotaan: Angka kemiskinan di 

wilayah perkotaan turun menjadi 8,91%, 

sementara di pedesaan turun menjadi 10,43%. 

Peran Kota Palembang: Kota Palembang 

berkontribusi pada penurunan tersebut dengan 

tingkat kemiskinan mencapai 9,04% pada Maret 

2025. 

 5.2 Gini Ratio 

Indeks 0,316-0,320 0,298 93,13 Sangat Tinggi  

Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan 

menunjukkan tren positif yang mencerminkan 

distribusi pendapatan yang semakin rata. 

Berikut adalah poin-poin keberhasilan Gini Ratio 

dan indikator ketimpangan di Sumsel tahun 2025: 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

Gini Ratio September 2025: Angka ketimpangan 

pengeluaran penduduk Sumsel tercatat 

sebesar 0,298. 

Penurunan Ketimpangan: Nilai ini menunjukkan 

perbaikan (penurunan) sebesar 0,013 

poin dibandingkan dengan Gini Ratio bulan 

September 2024 yang berada di angka 0,331. 

Perbaikan Kualitas: Penurunan Gini Ratio ke 

level 0,298 mengindikasikan bahwa distribusi 

pendapatan penduduk Sumatera Selatan semakin 

merata, yang searah dengan tren penurunan 

angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

Konteks Pertumbuhan Ekonomi: Keberhasilan 

ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Sumsel 

yang kuat, mencapai 5,35% pada tahun 2025, 

melampaui rata-rata nasional. 
          

6. Menurunnya Tingkat 
Pengangguran 

6.1 Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

% 3,82-3,93 3,69 103,40 Sangat Tinggi  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera 

Selatan menunjukkan tren keberhasilan yang 

positif pada tahun 2025 dengan penurunan yang 

kosisten, hingga agustus 2025, TPT turun menjadi 

3,69% (sekitar 170 ribu orang) yang menandakan 

perbaikan pasar tenaga kerja. Sektor yang paling 

banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, 

kehutanan, perikanan diikuti oleh kontruksi yang 

meningkat pesat. Penurunan angka pengangguran 

ini dukung oleh pertumbuhan ekonomi positif dan 

perluasan kesempatan kerja di sector formal 

maupun informal. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

7. Meningkatnya Perluasab 
Akses dan Kesempatan 
Terhadap Pelayanan 
Pendidikan dan 
Kesehatan  

7.1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

Indeks 71,96 74,76 103,89 Sangat Tinggi  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan 

keberhasilan signifikan dengan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat yang melesat ke angka 

74,76. 

Berikut adalah poin-poin keberhasilan IPM Sumsel 

tahun 2025: 

Peningkatan Signifikan: IPM Sumsel tumbuh 

0,92 poin atau naik 1,25 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya yang berada di angka 73,84. 

Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan ini 

mencerminkan perbaikan nyata di seluruh aspek 

pembangunan manusia, terutama pada bidang 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 
 

Capaian Kota Palembang: Di tingkat kota, IPM 

Kota Palembang pada tahun 2025 

mencapai 83,27 (kategori Sangat Tinggi) dengan 

pertumbuhan 1,19 persen dan Angka Harapan 

Hidup mencapai 76,26 tahun. 

  7.2 Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

Indeks 94,5 93,22 98,68 Sangat Tinggi  

IPG tahun 2025 ditargetkan 94,5 dengan realisasi 

93,22 capaian 98,68. Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) di Sumatera Selatan menunjukkan 

kemajuan yang positif dan stabil, menandakan 

peningkatan kualitas hidup perempuan yang 

semakin setara dengan laki-laki dalam dimensi 

umur panjang, pengetahuan dan standar hidup 

layak. 
 

  7.3 Indeks Pembangunan 
Pemuda Indeks 72,5 53,67 74,03 Tinggi 

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 
ditargetkan 72,5 dengan 53,67 capaian 74,03. IPP 
masih berada dibawah target yang ditetapkan 
kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-85 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

peningkatan kualitas pemuda yang bersifat 
multidimensi, sehingga diperlukan penguatan 
efektivitas program, peningkatan sinergi lintas 
sektor, serta penajaman intervensi pada domain 
IPP yang masih lemah. 
 

  7.4 Prevalensi Stunting 

% 13,3 15,90 80,45 Sangat Tinggi  

Prevalensi Stunting tahun 2025 ditargetkan 13,3 

dengan realisasi 15,90 capaia 80,45, Provinsi 

Sumatera Selatan menunjukkan progress 

percepatan yang sangat positif, faktor 

keberhasilan ini didorong oleh koloborasi lintas 

sektor yang kuat, program komprehesif, serta 

intervensi spesifik dan sensitife yang intensif. 

 

          

8. Meningkatnya 
Pelestarian Lingkungan 
dan Menurunkan Resiko 
Bencana  

8.1 Indeks Kualitas 
LIngkungan Hidup 
(IKLH)  

Indeks 71,98 75,15 104,40 Sangat Tinggi  

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 

2025 ditargetkan 71,98 dengan realisasi 75,15 

capaian 104,40, keberhasilan IKLH di Sumatera 

Selatan menunjukkan hasil yang cukup signifikan, 

meskipun masih menghadapi tantangan besar 

terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

 

  8.2 Persentase Penurunan 
Emisi GRK 

% 8,66 32,00 369,52 Sangat Tinggi  

Persentase Penurunan Emisi GRK pada tahun 

8,66 dengan realisasi 32,00 capaian yang tinggi 

369,52 , pencapaian GRK menunjukkan komitmen 

kuat dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) melalui serangkaian langkah strategis 

dalam pembangunan rendah karbon dan 

pengendalian perubahan iklim. Keberhasilan ini 

didukung oleh sinergi antara pemerintah, sector 

swasta dan masyarakat untuk mengejar target net 

zero emission. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 2025 

Kriteria 
Keterangan  

  Satuan Target Realisasi %  

  8.3 Indeks Resiko 
Bencana Sumsel  

Indeks 136,01 139,67 97,31 Sangat Tinggi  

Indeks Resiko Bencana Sumsel tahun 2025 

ditargetkan 136,01 dengan realisasi 139,67 

capaian 97,31, Kenaikan ini mencerminkan 

adanya perubahan dinamika risiko bencana yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 

meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya 

kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana 

alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan 

bencana, serta bertambahnya tingkat 

keterpaparan masyarakat dan aset terhadap 

ancaman bencana.  

          

9. Peningkatan Tata Kelola 
Pemerintahan  

9.1 Indeks Reformasi 
Birokrasi  

Indeks 62,25 (B) 74,54 107,70 Sangat Tinggi  

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 ditargetkan 

62,25 dengan realisasi 74,54 (angka sementara 

tahun 2024) karena penilaian Indeks Reformasi 

Birokrasi masih tahap penilaian dan masa 

sanggah. Dilihat dari pencapaian dari Indeks RB 

sudah menunjukkan peningkatan yang sangat 

signifikan dengan dukungan dari perangkat daerah 

dan melalui kegiatan asistensi.  

          

10. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja dan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

10.1 Nilai SAKIP 

Nilai 80,55 76,23 94,64 Sangat Tinggi  

Nilai SAKIP tahun 2025 ditargetkan 80,55 dengan 

realisasi 76,23 capaian 94,64. Nilai SAKIP tahun 

2025 belum mencapai nilai target yang dicapai hal 

ini masih dalam pemenuhan target spesifik  di 

beberapa instansi. 

          

11. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan publik  

11.1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Indeks A 91,81 103,96 Sangat Tinggi  

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 

ditargetkan  nilai A (83,23) realisasi sebesar 91,81 

capaian 103,96 menunjukkan tren yang positif 

dengan tingkat kepuasan yang tinggi. 
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C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun (2023), 2024 dan Tahun 2025 

Indikator Kinerja pada tabel dibawah ini berdasarkan RPD 2024 s.d 2026 dan penjelasan indikator ini untuk 

periode ke dua yang dilaksanakan 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Meningkatnya 
Pertumbuhan dan 
Perekembangan 
Ekonomi 

1.1 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,08 % 5,74 5,07 87,41 5,3-5,5 5,35 100,94 

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 

2023 s.d 2025 Mengalami Peningkatan. 

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 

2025 tumbuh sebesar 5,35%, dari sisi 

produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada lapangan Usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 

9,66%, sementara dari sisi pengeluaran 

terutama didorong oleh Komponen 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

(PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91%. 

Sepanjang tahun 2025, kinerja ekonomi 

Sumatera Selatan didukung oleh 

permintaan domestik dan impor yang 

cenderung meningkat sehingga 

mendorong peningkatan konsumsi 

masyarakat dan aktivitas produksi. Tahun 

2023 (Stabil) : ekonomi Sumatera Selatan 

tumbuh kuat sebesar 5,08% secara 

keseluruhan, melampaui pertumbuhan 

nasional (5,05%). Pertumbuhan tertinggi 

ada pada sector penyediaan akomodasi 

dan makanan. Tahun 2024 (Kosisten) : 

ekonomi tumbuh 5,03%, menandakan 

konsistensi pertumbuhan di angka 5% 

meskipun menghadapi tantangan ekonomi 

global dan regional. 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-88 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

 1.2 Pendapatan per 
Kapita/PDRB ADHB 

75 
Juta Rp / 

Kapita 
71,67 75,13 104,83 73,33 80,66 110,00 

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 

sebesar Rp. 80,66 juta, meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2024 yang 

hanya sebesar Rp. 75,13 Juta. Jika 

dibandingkan dengan capaian nasional, 

hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera 

Selatan mengalami peningkatan pada sisi 

pendapatan di tahun tersebut. 

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan 

Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) 

atas harga berlaku mencapai 720,21 triliun 

dan PDRB per kapita mencapai Rp. 81,50 

Juta. Pertumbuhan Perkapita PDRB/ADHB 

nenunjukkan tren peningkatan yang 

konsisten dari tahun 2023 hingga proyeksi 

awal 2025/2026. 

 

 1.3 Indeks Pembangunan 
Ekonomi Inklusif 

6,95 Indeks 6,00 6,31 105,17 6,39 6,31 98,75 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

dari tahun 2024 s.d 2025 masih pada nilai 

6,31 sama dengan realisasi tahun 2024, 

IPEI mengukur inklusivitas pembangunan 

melalui aspek pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan dan kemiskinan, serta akses 

dan kesempatan. Pertumbuhan Ekonomi 

Inklusif: Kinerja ekonomi Sumatera 

Selatan pada tahun 2025 mencatatkan 

pertumbuhan sebesar 5,35 persen secara 

keseluruhan, melampaui rata-rata nasional 

(5,11 persen). Pertumbuhan ini ditopang 

oleh kinerja ekonomi yang inklusif, dengan 

kontribusi merata dari berbagai sektor 

usaha dan UMKM. IPEI Sumatera Selatan 

menunjukkan tren peningkatan positif dari 

tahun 2023 s.d 2025. 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-89 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

 1.4 Indeks Entropi Theil 

2,240 Indeks 2,097 2,331 111,16 2,090 2,331 115,53 

Indeks Entropi Theil dari tahun 2023 s.d 

2025 peningkatan. Indeks Entropi Theil 

salah satu metode mengukur ketimpangan 

ekonomi antar wilayah, termasuk di 

Sumatera Selatan, Indeks Entropi Theil 

digunakan untuk menganalisis tingkat 

kesenjangan ekonomi antar daerah, 

mengidentifikasi wilayah dengan 

kesenjangan ekonomi tertinggi dan 

terendah, serta mengukur ketimpangan 

antar wilayah di sumatera selatan. Dari 

hasil perhitungan indeks ini, dapat kita lihat 

bahwa ketimpangan Provinsi Sumatera 

Selatan, jika dilihat pada tahun 2022 

hingga 2025 cukup mengalami perubahan 

yang signifikan. Pada tahun 2022 Indeks 

Entropi Theil Intra Wilayah di Provinsi 

Sumatera Selatan sebesar 1,003, 

kemudian sedikit menurun menjadi 0,992 

di tahun 2023 dan mengalami peningkatan 

tahun 2025 sebesar 2,331 Artinya dalam 

rentang tahun 2022-2025 terjadi 

peningkatan Indeks Theil Intra Wilayah 

sebesar 1,339 poin. 

 

             

2. Meningkat 
Perekonomian Sektor 
Unggulan 

2.1 Nilai Tukar Petani 

 % 109,11 120,83 110,74 109,56 130,00 118,66 

Capaian NTP Tahun 2025 di Provinsi 

Sumatera Selatan mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan dari tahun 2021. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

indeks harga yang diterima oleh petani 

dengan indeks harga yang dibayar oleh 

petani mengalami peningkatan dari tahun 

2021 sampai dengan tahun 2025. Petani di 

tahun 2025 mengalami keuntungan 

dibandingkan dengan tahun 2021 s.d 

2024. Capaian NTP dipengaruhi oleh 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-90 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

fluktuasi capaian NTP pada berbagai sub 

sektor pendukung. Hal ini menunjukkan 

terjadinya peningkatan rata-rata indeks 

harga yang diterima petani tanaman 

pangan dan hortikultura dibandingkan 

dengan indeks biaya konsumsi rumah 

tangga, biaya produksi dan penambahan 

barang modal. Capaian NTP tahun 2023 

s.d 2025 menunjukkan tren peningkatan 

positif.  

 

             

3. Meningkatnya 
ekosistem Inovasi 

3.1 Indeks Ekosistem 
Inovasi  

 Indeks 2,72 3,38 124,26 2,73 2,73 100 

Perbandingan Indeks ekosistem Sistem 

dari Tahun 2023 s.d 2025 menunjukkan 

angka yang relative stabil. Indeks 

Ekosistem Inovasi Pada tahun 2024 

capaian indikator Indeks Ekosistem 

Inovasi sebesar 3,38 dan tahun 2025 

ditetapkan sebesar 2,73 (target pada RPD 

2024-2026) sementara capaian tahun 

2025 sebesar 2,73 (data sementara), 

dikarenakan data Ekosistem Inovasi belum 

dirilis dari Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (BRIN) (rilis pada bulan Maret 

tahun 2026). Jika dibandingkan pada 

tahun sebelumnya (tahun 2024) skor 

indeks ekosistem inovasi dalam pilar 

kapabilitas inovasi terhadap capaian 

nasional berada di atas angka nasional, 

maka angka kapabilitas inovasi nasional 

mencapai 3,10 (angka sementara) 

sementara pemerintah provinsi Sumatera 

Selatan berada pada skor 3,38.  

Berdasarkan data tabel di atas, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2024, target tahun 2025 pada 

indikator indeks Ekosistem pilar kapabilitas 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-91 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

inovasi (sebesar 3,35), lebih tinggi 0.65 

dari tahun sebelumnya (sebesar 2,7), Hal 

ini didorong oleh penguatan pada 

komponen-komponen pembentuk 

ekosistem inovasi dalam kerangka Indeks 

Daya Saing Daerah (IDSD).  

 

             

4. Terkendali Laju Inflasi 
Daerah 

4.1 Tingkat Inflasi  
Daerah 

31,7 % 2,5±1 1,20 100 2,5±1 2,91 100 

Perkembangan tren inflasi di Sumatera 

Selatan dari tahun 2023 hingga awal 2026 

menunjukkan fluktuasi, dengan tekanan 

meningkat pada awal 2026. 

Perkembangan angka inflasi Sumatera 

Selatan secara Year on Year (yoy) dari 

Bulan Januari s.d Desember 2025 

mengalami kenaikan. Tren yang sama 

juga terjadi di tingkat Nasional mengalami 

kenaikan. Pada Bulan November 2025 dan 

Desember 2025 angka inflasi Provinsi 

Sumatera Selatan sama sebesar 2,91% 

secara yoy dan menurun terhadap angka 

inflasi Provinsi Sumatera Selatan Bulan 

Oktober 2025 sebesar 3,49%. Namun 

demikian angka inflasi Provinsi Sumatera 

Selatan pada Bulan Desember 2025 

dibawah angka inflasi Nasional sebesar 

2,91% secara yoy, sedangkan angka 

inflasi Nasional sebesar 2,92%. Selain itu 

kalau dilihat dari laju kenaikan angka 

inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai 

Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap 

Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang 

disebabkan pada Bulan Januari dan 

Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik 

yang diberikan oleh pemerintah secara 

nasional dan mulai Bulan Maret 2025 

subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-92 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga 

terjadi secara Nasional.  

Meskipun angka inflasi Provinsi Sumatera 

Selatan menaik pada Bulan Januari 2025 

sebesar 0,92% menjadi  2,91% pada 

Bulan Desember 2025 yoy sedangkan 

angka inflasi Nasional pada Bulan Januari 

2025 sebesar 0,76% menjadi 2,92% yoy, 

namun kenaikan angka inflasi Provinsi 

Sumatera Selatan mulai Bulan Maret 2025 

masih dalam rentang angka acuan 

nasional sebesar 2,5±1 (1,5%-3,5%). Hal 

ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi 

Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan 

stabil. 

 

             

5. Menjadikan 
Pemerataan 
Pendapatan dan 
Pengurangan 
Kemiskinan  

5.1 Tingkat Kemiskinan 

11,78 % 10,95 10,51 104,02 9,37-10,37 9,85 105,01 

Tingkat kemiskinan pada Pada Provinsi 

Sumatera Selatan terus mengalami 

penurunan, di tahun 2023 sebesar 11,78% 

sedangkan di tahun 2024 sebesar 10.51% 

mengalami penurunan capaian sebesar 

1,27%. Sama halnya pada tahun 2025 

persentase kemiskinan sebesar 9,85% 

kembali mengalami penurunan sebesar 

0.66% bila dibandingkan persentase 

kemiskinan pada tahun 2024. Jika dilihat 

dari grafik capaian persentase angka 

kemiskinan dari tahun 2023 sampai 

dengan tahun 2025 di Provinsi Sumatera 

Selatan terus mengalami penurunan. 

 

 5.2 Gini Ratio 

0,338 Indeks 0,324 0,331 102,16 0,316-0,320 0,298 93,13 

Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan 

pada kurun waktu dari tahun 2023-2025 

mengalami penurunan fluktuasi,dalam satu 

tahun terakhir atau pada periode Maret 

2023-September 2023 Gini Ratio 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-93 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

Sumatera Selatan mengalami penurunan 

dari 0,338 keadaan Maret 2023 menjadi 

0,331 keadaan September 2024 atau turun 

0,007 poin, sedangkan penurunan yang 

cukup besar juga terjadi untuk periode 

September 2025 yaitu sebesar 0,033 poin 

terhadap periode sebelumnya. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa upaya pemerataan 

pengeluaran penduduk di Provinsi 

Sumatera Selatan melalui program 

pembangunan di bidang kesejahteraan 

rakyat direalisasikan semakin baik di 

masyarakat. 

 

             

6. Menurunnya Tingkat 
Pengangguran 

6.1 Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

4,11 % 4,14 3,86 106,76 3,82-3,93 3,69 103,40 

Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat dari 

tabel disamping mengalami penurunan 

dari tahun 2023 s.d 2025, pada tahun 

2023 dan 2024 TPT 3,86% dengan jumlah 

pengangguran turun menjadi 179.710 

orang atau turun sebanyak 8.800 orang, 

pada tahun 2025 TPT Sumatera Selatan 

sebesar 3,69% atau 172.360 orang, angka 

ini turun sebanyak 7.350 orang jika 

dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini 

disebabkan adanya dukungan pemerintah 

untuk menurunkan angka pengangguran di 

Sumatera Selatan dengan melaksanakan 

Job Fair Sumsel serta melaksanakan 

pelatihan berbasis computer. 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-94 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

             

7. Meningkatnya 
Perluasab Akses dan 
Kesempatan 
Terhadap Pelayanan 
Pendidikan dan 
Kesehatan  

7.1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

73,18 Indeks 71,63 73,84 103,09 71,96 74,76 103,89 

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi tahun 2025 mencapai 74,74, 

meningkat 0,92 poin atau 1,25% 

dibandingkan tahun sebelumnya 73,84. 

Selama 2020-2025, IPM Provinsi 

Sumatera Selatan rata-rata meningkat 

sebesar 0,86% per tahun. Pertumbuhan 

IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 

2025 mengalami percepatan dari tahun 

sebelumnya. Selurug dimensi pembentuk 

IPM mengalami peningkatan. 

 

  7.2 Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

93,25 Indeks 93,94 93,25 99,27 94,5 93,22 98,68 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan 

tren yang cukup stabil meningkat pada 

tahun 2023 dan 2024 menjadi 93,25 serta 

mengalami penurunan pada tahun 2025 

sebesar 93,22, upaya terus menerus 

dalam mengurangi kesenjangan gender di 

berbagai sektor.  

 

  7.3 Indeks Pembangunan 
Pemuda 

6,24 Indeks 70 54 77,14 72,5 53,67 74,03 

Perbandingan IPP Tahun 2023 s.d 2025 
mengalami peningkatan pada tahun 2023 
dan penurunan dari tahun 2024 s.d 2025. 
Pada tahun 2025  Target dan Capaian 
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 
Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan 
bahwa pada Tahun 2024 capaian IPP 
sebesar  54,00 masih berada di bawah 
target yang ditetapkan sebesar 70,00, 
namun telah  menunjukkan 
peningkatan dibandingkan tahun 
sebelumnya dan menjadi capaian terbaik 
dalam lima tahun terakhir. Memasuki 
Tahun 2025, target IPP ditetapkan lebih 
tinggi,  yaitu 72,50, sebagai bagian dari 
upaya akselerasi pencapaian sasaran 
jangka menengah sesuai RENSTRA dan 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-95 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

RPD. Namun demikian, realisasi IPP 
Tahun 2025 tercatat sebesar 53,67, yang 
masih belum mencapai target yang telah 
ditetapkan dan relatif stagnan 
dibandingkan capaian Tahun 2024 dan 
2023. Kondisi ini menunjukkan adanya 
tantangan dalam peningkatan kualitas 
pemuda yang bersifat multidimensi, 
sehingga diperlukan penguatan efektivitas 
program, peningkatan sinergi lintas sektor, 
serta penajaman intervensi pada domain 
IPP yang masih lemah. Hasil 
perbandingan ini menjadi bahan evaluasi 
penting  dalam perbaikan perencanaan 
dan pelaksanaan kinerja pada periode 
selanjutnya agar target IPP dapat dicapai 
secara bertahap dan berkelanjutan. 
 

  7.4 Prevalensi Stunting 

18,6 % 14,3 1,20 191,61 13,3 15,8 81,20 

Perbandingan Prevalensi Stunting dari 

tahun 2023 s.d 2025 mengalami tren 

penurunan signifikan dan konsisten. 

Berdasarkan data prevalensi turun dari 

20,3 (2023) menjadi 15,9% pada tahun 

2024, 2025 angka ini dibawah rata-rata 

standar nasional. Prevalensi Stunting bila 

dilihat pada samping menunjukkan 

perfoma yang sangat positif dalam 

menekan angka stunting. Prevalensi rata-

rata provinsi terus mengalami penurunan 

yang konsisten, yakni dari 1,5% (2023) 

menjadi 1,2% (2024), dan mencapai angka 

1,0% pada tahun 2025. Hal ini 

mengindikasikan bahwa intervensi gizi dan 

program kesehatan di tingkat provinsi 

berjalan efektif secara kolektif. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

             

8. Meningkatnya 
Pelestarian 
Lingkungan dan 
Menurunkan Resiko 
Bencana  

8.1 Indeks Kualitas 
LIngkungan Hidup 
(IKLH)  

66,69 Indeks 71,93 72,69 101,06 71,98 75,15 104,40 

Perbandingan IKLH dari tahun 2023 s.d 
2025 mengalami tren peningkatan 
signifikan. Jika dibandingkan dengan 
capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 
72.69, capaian IKLH di Tahun 2025 yaitu 
75.15, terjadi peningkatan capaian. 
Esensi dari nilai IKLH di atas adalah 
sebagai berikut : 

a. Indeks Kualitas Udara berdasarkan 
perhitungan memiliki angka 78.26. Nilai 
Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 bila 
dibandingkan dengan Tahun 2024 
sebesar 90.25 maka terjadi penurunan 
sebesar 11.97. 

b. Indeks Kualitas Air berdasarkan 
perhitungan memiliki angka 72.87 Nilai 
Indeks Kualitas Air Tahun 2025 bila 
dibandingkan tahun 2024 sebesar 
59.54 maka terjadi peningkatan 
sebesar 13.33. 

c. Indeks Kualitas Lahan secara 
perhitungan berdasarkan website 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
Tahun 2025 menunjukkan angka 
68.65. bila dibandingkan tahun 2024 
sebesar 44.52 maka terjadi 
peningkatan sebesar 24,13. 

d. Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan 
perhitungan memiliki angka 78,24, 
apabila dibandingkan dengan nilai 
Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 
2024 adalah sebesar 79,71 maka 
terjadi penurunan sebesar 1.47. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

  8.2 Persentase 
Penurunan Emisi 
GRK 

127,67 % 8,04 20,20 251,24 8,66 32,00 369,52 

Perbandingan penurunan emisi GRK dari 

tahun 2023 s.d 2026 mengalami tren 

peningkatan walau target yang ditentukan 

sangat beda jauh dengan realisasi. Saat 

ini, realisasi capaian persentase 

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

Provinsi Tahun 2025 masih menggunakan 

realiasasi tahun 2024 karena data capaian 

tersebut baru dilakukan proses 

pengolahan, perhitungan, dan verifikasi 

pada Tahun 2026 melalui Aplikasi 

AKSARA Bappenas. Berdasarkan 

mekanisme yang berlaku, hasil realisasi 

tersebut diperkirakan akan tersedia pada 

periode Februari sampai dengan Agustus 

2026, setelah seluruh tahapan input data, 

verifikasi, dan validasi selesai 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
 

  8.3 Indeks Resiko 
Bencana Sumsel  

80,6 Indeks 136,53 131,24 103,87 136,01 139,67 97,31 

Perbandingan Indeks Resiko Bencana 

Sumsel pada tabel disamping Provinsi 

Sumatera Selatan telah berhasil 

menurunkan risiko bencana, adanya 

penurunan tahun 2023 dan 2024  Nilai 

IRBI namun ditahun 2025 mengalami 

peningkatan dari 131,05 menjadi 139,67. 

Kenaikan ini mencerminkan adanya 

perubahan dinamika risiko bencana yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 

lain meningkatnya bahaya, kerentanan, 

menurunnya kapasitas daerah, dan 

frekuensi kejadian bencana alam, tekanan 

pembangunan di wilayah rawan bencana, 

serta bertambahnya tingkat keterpaparan 

masyarakat dan aset terhadap ancaman 

bencana. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

             

9. Peningkatan Tata 
Kelola Pemerintahan  

9.1 Indeks Reformasi 
Birokrasi  

69,40 Indeks 67,5(B) 69,14 102,43 62,25 (B) 74,54 107,70 

Perbandingan nilai Indeks Reformasi 

Birokrasi tahun 2023 s.d 2025 mengalami 

peningkatan dari tahun 2023 dan 2024 

tetapi penurunan tahun 2025 masih dalam 

proses sanggah nilai kepusat. Indeks 

Reformasi Birokrasi dilihat dari tabel 

disamping mengalami peningkatan pada 

tahun 2023, 2024,  

namun ada penurunan pada tahun 2025, 

nilai RB tahun 2025 masih dalam proses 

sanggah. 

             

10. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
dan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

10.1 Nilai SAKIP 

77,10 Nilai 80,55 77,53 96,25 80,55 76,23 94,64 

Perbandingan NIlai SAKIP tahun 2023 s.d 

2025 mengalami penurunan setiap tahun, 

Nilai SAKIP bisa dilihat pada tabel 

disamping mengalami penurunan pada 

tahun 2025 sebesar 76,23 turun 1,3 poin 

dibandingkan tahun 2024 dan 2023 

disebabkan ada belum mengupload LPPD 

maupun laporan kinerja sebagian OPD ke 

website, menggunakan informasi laporan 

kinerja sebagai dasar pengambilan 

kebijakan dalam perbaikan perencanaan 

kinerja dan penetapan target kinerja tahun 

berikutnya, Meningkatkan kualitas LPPD 

dan laporan kinerja PD dengan 

memastikan keandalan dalam pengolahan 

dan analisis data kinerja, serta menyajikan 

analisis secara mendalam tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi 

ketercapaian/tidak tercapainya kinerja 

organisasi, membandingkan realisasi 

kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-

tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya.  
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 

Tahun 
2023 Capaian Tahun 2024 Capaian Tahun 2025 

Keterangan 

   Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

Selanjutnya, memastikan laporan kinerja 

tersebut selaras dengan kinerja yang 

diperjanjikan  
 

             

11. Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
publik  

11.1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

83,91 Indeks A 89,99 110,74 A 91,81 103,96 

Perbandingan Indeks Kepuasan 

Masyarakat dari tahun 2023 s.d 2025 

mengalami tren positif peningkatan. Indeks 

Kepuasan Masyarakat dilihat pada tabel 

disamping mengalami tren peningkatan 

selama 3 tahun terakhir mengalami 

peningkatan disebabkan oleh adanya 

tindka lanjut berupa surat ke Perangkat 

Daerah untuk pengingat pengumpulan 

data per triwulan, adanya sistem aplikasi 

yang slelau memantau perkembangan dari 

aplikasi SKM. 
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  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-100 

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 

Perbandingan Realisasi Kinerja Target RPJMD Tahun 2026 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2025 Target 
Terhadap 

2026 

% 
Capaian 

Keterangan 

  Satuan Target Realisasi %  

1. Meningkatnya 
Pertumbuhan dan 
Perekembangan 
Ekonomi 

1.1 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

% 5,3-5,5 5,35 100,94 6,25 85,6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar 5,35% bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah masih belum 

mencapai target yang ditetapkan. Provinsi Sumatera Selatan 

berupaya untuk kedepan laju pertumbuhan ekonomi 

mengalami pertumbuhan yang meningkat dari sisi produksi, 

lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, ekspor 

barang dan jasa. 

 

 1.2 Pendapatan per 
Kapita/PDRB ADHB 

Juta Rp / 
Kapita 

73,33 80,66 110,00 75,00 107,55 

Pendapatan per Kapita PDRB ADHB pada tahun 2025 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target 

jangka menengah sudah mencapai target yang telah 

ditentukan dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatkan dari sisi 

produksi, perdangan, penguatan lapangan usaha lainya. 

 

 1.3 Indeks Pembangunan 
Ekonomi Inklusif 

Indeks 6,39 6,31 98,75 6,03 104,64 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah tahun 2025 

sebesar 6,31 sudah melampui target jangka menengah 

sebesar 6,03. Pembangunan inklusif diluncurkan untuk 

memonitor agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan 

seluruh masyarakat, serta memandu kebijakan inklusif dan 

berkelanjutan. 

  

 1.4 Indeks Entropi Theil 

Indeks 2,090 2,331 115,53 2,083 111,91 

Indeks Entropi Theil untuk Provinsi Sumatera Selatan belum 

dirilis secara public data yang digunakan angka sementara dari 

tahun 2024, jika dilihat dari tabel disampil realisasi indeks 

entropi theil sudah melampaui target RPJMD hal ini 

disebabkan untuk ketimpangan pembangunan antar 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2025 Target 
Terhadap 

2026 

% 
Capaian 

Keterangan 

  Satuan Target Realisasi %  

           

2. Meningkat 
Perekonomian Sektor 
Unggulan 

2.1 Nilai Tukar Petani 

% 109,56 130,00 118,66 110,00 118,18 

Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 telah melebihi target RPD. 

Untuk capaian ditahun 2025 tersebut, maka target NTP tahun 

2026 perlu ditinjau kembali. NTP yang diperoleh tersebut 

dipengaruhi oleh naik turunnya NTP dari berbagai sub sector, 

yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan 

rakyat, peternakan dan perikanan (perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya). 

 

           

3. Meningkatnya 
ekosistem Inovasi 

3.1 Indeks Ekosistem 
Inovasi  

Indeks 2,73 2,73 100 2,74 99,64 

Indeks Ekosistem Inovasi bila dilihat dari tabel diampin belum 

mencapai target jangka menengah sebesar 2,74 atau kurang 1 

poin untuk meningkatnya, tapi Peemrintah Provinsi Sumatera 

Selatan berupaya untuk meningkatkan Indeks Ekosistem 

Inovasi dengan Ketersediaan Metadata yang terukur, 

pendamping terstruktur ke daerah, komitmen pimpinan dan 

budaya kerja, kinerja pilar kapabilitas yang kompetitip, integrasi 

dalam dokumen perencanaan dan partisipasi dalam ajang 

nasional. 

 

           

4. Terkendali Laju Inflasi 
Daerah 

4.1 Tingkat Inflasi  Daerah 

% 2,5±1 2,91 100 3±1 100 

Tingkat Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari 

laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai 

Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 

2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan 

Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh 

pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 

subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan lagi dan kenaikan 

laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan 

masih relatif terjaga dan stabil, diharapkan target terhadap 

RPD tetap masih stabil. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2025 Target 
Terhadap 

2026 

% 
Capaian 

Keterangan 

  Satuan Target Realisasi %  

           

5. Menjadikan 
Pemerataan 
Pendapatan dan 
Pengurangan 
Kemiskinan  

5.1 Tingkat Kemiskinan 

% 9,37-10,37 9,85 105,01 10,58 106,90 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2025 berhasil mencapai rekor satu digit, turunmenjadi 9,85% 

pada akhir periode. Capaian ini menunjukkan perbaikan 

signifikan dari angka 10,15% pada maret 2025, dengan jumlah 

penduduk miskin turun menjadi 919,6 ribu,diharapkan pada 

akhir target 2026 menglami penurunan kembali 1 digit. 

 

 5.2 Gini Ratio 

Indeks 0,316-0,320 0,298 93,13 0,308 96,75 

Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di 

Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 tercatat 

0,298. Angka ini menunjukkan kategori ketimpangan rendah 

dan mengalami penurunan dari posisi maret 2025 yang berada 

di angka 0,311, yang berarti distribusi pendapatan di sumsel 

semakin merata sebnading dengan target RPD tahun 2026 

diharapkan terjadi penurunan  untuk menunjukkan perbaikan 

Ketimpangan 

 

           

6. Menurunnya Tingkat 
Pengangguran 

6.1 Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

% 3,82-3,93 3,69 103,40 3,75 101,60 

Tingkat Pengguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan 

menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan target 

tahun 2026 3,75,  Pemerintah Provinsi Sumatera berupaya 

bisa menurunkan angka pengangguran ditarget akhir. 

Penurunan angka pengangguran ini sejalan dengan 

peningkatan jumlah penduduk bekerja dan angkatan kerja di 

wilayah. 

 

           

7. Meningkatnya 
Perluasab Akses dan 
Kesempatan Terhadap 
Pelayanan Pendidikan 
dan Kesehatan  

7.1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

Indeks 71,96 74,76 103,89 72,29 103,42 

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 terealisasi 

74,76 melebihi target 2026, pencapaian ini menunjukkan 

peningkatan kualitas pembangunan manusia dimensi umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup 

layak di sumatera. 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2025 Target 
Terhadap 

2026 

% 
Capaian 

Keterangan 

  Satuan Target Realisasi %  

  7.2 Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

Indeks 94,5 93,22 98,68 95,53 97,58 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2025 93,22 

dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 95,53 

berbeda 2,31 poin, upaya terus menerus dalam mengurangi 

kesenjangan gender di berbagai sektor. 

 

  7.3 Indeks Pembangunan 
Pemuda Indeks 72,5 53,67 74,03 75 71,56 

Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2025 terealisasi 
53,67  dibandingkan tahun 2026 sebesar 75 belum mencapai  
 

  7.4 Prevalensi Stunting 

% 13,3 15,90 80,45 12,2 69,67 

Prevalensi Stunting berdasarkan data Survei Status Gizi 

Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada tahun 2025, 

prevalensi stunting di Sumatera Selatan turun signifikan 

menjadi 15,9%.  Angka ini turun dari 20,3% di tahun 

sebelumnya, menempatkan Sumaetra Selatan sebagai 

provinsi dengan penurunan tertinggi kedua nasional namun 

dibandingkan dengan target terhadap tahun 2026  sebesar 

12,2 Provinsi Sumatera Selatan berupaya akan tetap 

menurunkan angka prevalensi stunting untuk kedepannya.  

 

           

8. Meningkatnya 
Pelestarian Lingkungan 
dan Menurunkan 
Resiko Bencana  

8.1 Indeks Kualitas 
LIngkungan Hidup 
(IKLH)  

Indeks 71,98 75,15 104,40 72,01 104,36 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 telah 
melebih target RPD tahun 2026 sebesar 72,01, hal ini 
dikarenakan esensi dari Nilai IKLH didapat dari Indeks 
Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan 
dan Indeks Kualitas Air Laut. 
   

  8.2 Persentase Penurunan 
Emisi GRK 

% 8,66 32,00 369,52 9,29 345,57 

Persentase Penurunan Emisi GRK pada tahun 2025 terealisasi 

sebesar 32% telah melampaui target tahun 2026 sebesar 

9,26%. Keberhasilan ini dirorong adanya adanya komitmen 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah 

karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan 

pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada 

sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut 

berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan 

per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan 

lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap 

karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan 




